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BAGIAN I. 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Tugas Pokok Organisasi/Unit Keija

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 
Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 291, 
Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Ral^at 
Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang- 

undang.
Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan 

Undang-Undang;
b. Perumusan dan evaluasi program keija tahunan Pusat Perancangan 

Undang-Undang;
c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Perancangan Undang-Undang;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
e. Penyiapan bah an perumusan kebijakan di bidang dukungan 

Perancang Undang-Undang;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan Perancangan Undang- 

Undang;
g. Pelaksanaan dukungan evaluasi Perancangan Undang-Undang;
h. Pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang;
i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
j. Penyusunan laporan kineija Pusat Perancangan Undang-Undang; dan
k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Keahlian.

Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsional. Visi Pusat Perancangan Undang- 

Undang yaitu Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai 
Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-



Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Sementara itu Misi 
Pusat Perancangan Undang- Undang yaitu :
a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang- 

Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; 
dan

b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bemilai.

2. Jabatan Peserta
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6/Kep/M.Pan/12/2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang 

Peraturan Perundang- Undangan dan Angka Kreditnya Pasal 3 dan 4, 
jabatan fungsional Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada unit Direktorat 
Perundang-undangan dan atau Biro/Bagian/Bidang Hukum di lingkungan 

instansi pemerintah.

Tugas pokok Pejabat Fungsional Perancang adalah menyiapkan, 
mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan 

dan instrumen hukum lainnya.
Secara spesifik, Penulis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum 

dalam Sasaran Keija Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama 

dengan atasan penulis yaitu Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, 
yaitu :
1. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan 

pen}aisunan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
S.Membuat konsep laporan keija kepada atasan secara berkala dan setiap

waktu diperlukan.



3. Deskripsi Isu
a.Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No

1.

2.

3.

Isu

Perancang belum semua menjalankan SOP 

dalam proses penyusunan naskah akademik 

dan rancangan undang-undang.

Belum Optimalnya Penggunaan E-mail dengan 

domain dpr.go.id dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari.

Belum ada lokasi pen3dmpanan secara online 

terkait referensi studi pustaka dari naskah 

akademik dan rancangan undang-undang yang 

terintegrasi di lingkup Pusat Perancangan 

Undang-Undang.

Kriteria
U G

Jumlah
Nilai

14

10

erdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :
Isu ke-1 dengan rumusan isu : Perancang belum semua menjalankan SOP 

dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

b. Deskripsi
Tugas utama dari seorang perancang peraturan perundang- 

undangan adalah melakukan penyusunan naskah akademik dan 

rancangan undang-undang. Dalam proses pen5oisunan naskah 

akademik dan rancangan undang-undang tersebut, ada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang harus di lalui.
Secara keseluruhan ada 13 (tiga belas) SOP yang di gunakan 

dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan namun 

dalam perancangan naskah akademik dan rancangan undang-undang 

akan difokuskan saja pada SOP sebagai berikut:
1. SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 

Undang;



2. SOP Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 

Undang;

3. SOP Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang;
4. SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Pen3oisunan Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

c. Kondisi Masalah

Dalam praktik yang teijadi di lingkungan Perancang pada Pusat 
Perancangan Undang-Undang ini, masih ada Perancang yang tidak 

mengikuti alur dari prosedur yang sudah tertuang di SOP.
Kemungkinan penyebabnya masih beragara, bisa dikarenakan 

faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman SOP dari 
setiap Perancang karena kurangnya sosialisasi SOP, maupun faktor 

ekstemal seperti desakan dari Anggota Dewan kepada para Perancang 

atau kemungkinan pula bisa disebabkan karena SOP yang memang 

sudah ada selama ini seiring beijalannya waktu belum dapat 
mengakomodasi praktik pen3msunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang. Sehingga akar permasalahan dari isu ini perlu dicari 
tahu terlebih dahulu dengan melakukan penelitian.

d. Dampak yang teijadi apabila isu tidak segera diselesaikan

Dampak jika isu ini tidak segera ditanggulangi yaitu proses 

penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang menjadi 
tidak efektif dan efisien sehingga berimplikasi pula pada output dari 
produk Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang 

dihasilkan belum tentu menjawab perkembangan, permasalahan, 
maupun kebutuhan hukum di masyarakat.

e. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait 
IjKomitmen Mutu

Meningkatkan mutu dengan menelaah lebih lanjut tentang SOP di Pusat 
Perancangan Undang-Undang sebagai acuan dalam bekerja agar kualitas 

hasil produk Pusat Perancangan Undang-Undang dapat maksimal.

2) Akuntabilitas
Dalam kegiatan habituasi ini diperlukan kemampuan untuk menjelaskan 

kondisi yang dialami termasuk keputusan yang diambil dalam



menyelesaian permasalahan didalam lingkup Pusat Perancangan Undang- 

Undang.

3) Manajemen ASN
Agar mewujudkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, 
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme maka di butuhkan standar keija dal am 

melaksanakan pekeijaannya. Dal am hal ini sebagai seorang perancang 

peraturan perundang-undangan ditutut untuk dapat selalu mematuhi SOP 

dalam bekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukanlah SOP yang 

baik untuk menunjang pekerjaan seorang Perancang Undang-Undang itu 

sendiri.

4) Etika Publik
Mempertanggungjawabkan dan melaksanakan fungsi ASN sebagai 
pelayan publik sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi 
jabatannya.

5) Integritas
Konsisten dengan setiap rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan 

sesuai yang telah di rencanakan dalam rancangan aktualisasi serta 

menerapkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai seorang ASN.

6) Whole of Government
Dalam memecahkan masalah dan mencari solusi atas permasalahan 

dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dan mengetahui 
akar dari permasalahan.

7) Anti Korupsi
Dalam melakukan kegiatan ini dilaksanakan dengan jujur dan 

dibuktikan dengan data yang valid sesuai kondisi yang ada.

8) Nasionalisme
Sebagai seorang ASN dalam melakukan pekeijaannya harus 

menjunjung nilai-nilai nasionalisme yang salah satunya yaitu adil 
dan am an ah dalam mengemban tugas.



f. Rumusan Isu
1) Kurangnya pengetahuan Perancang di Pusat Perancangan Undang-Undang 

terkait adanya SOP dalama bekerja.
2) Belum sepenuhnya SOP diterapkan oleh Perancang.
3) Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap SOP yang sudah ada.

B. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Notnor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, 
yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

SETJEN DPR SIflP BERUBPH
Q^ligius, -\kunrabcl, profesional, Qntcgritas

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS 

Pasal 4

Niiat-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut: 
a. Religius: 
b Akuntabilitas;
c. Profesional; dan
d. Integritas.

Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:
1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekerja sesuai dengan standar keijayang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai 

dengan peruntukkannya

Sedangkan sikap professional diwujudkan melalui tindakan: 
l.Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kineija Sekretariat 

Jenderal DPR RI
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2. Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka 

meningkatkan kineija Sekretariat Jenderal DPR RI

3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas keija, dan/atau

4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan 

pekerjaan

5. Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

a. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS

b. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat 

Jenderal DPR RI

c. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak 

langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Tidak merugikan orang lain dan negara

f. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan

g. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi 

rekan keija.

C. Tujuan

Tujuan dan diselesaikannya isu yang dipilih. adalab diharapkan adanya 

kepatuhan terhadap SOP di semua bidang pada Pusat Perancangan Undang- 

Undang agar memiliki standar bekeija yang sama sehingga dapat 

mengoptimalkan perancangan naskah akademik dan rancangan undang- 

undang sebagai output yang ada di Pusat Perancangan undang- undang.
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BAGIAN n.
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

1. Penjelasan Perubahan
Perubahan pertama yaitu pada Tahapan Kegiatan menyebarkan 

kuisioner yang ada pada kegiatan 2, dalam rancangan aktualisasi awalnya 

direncanakan penyebaran kuisioner dilakukan melalui media google docs, 
namun ada kekhawatiran apabila penyebaran kuisioner menggunakan media 

google docs, para responden tidak segera mengisi kuisioner dan faktor kesibukan 

mereka akan membuat mereka cenderung mengabaikan atau lupa untuk 

mengisi kuisioner tersebut. Akhimya atas pertimbangan Penulis setelah 

berdiskusi dengan Mentor, demi memudahkan Penulis untuk melakukan 

pendataan responden siapa saja yang sudah mengisi kuisioner ini dan untuk 

mendapatkan hasil pengisian kuisioner yang lebih cepat, diputuskanlah metode 

penyebaran kuisioner dengan media penyebaran kertas secara satu persatu 

kepada responden yang hendak dituju.
Selanjutnya perubahan kedua yaitu ada beberapa kegiatan yang mundur 

dari rancangan jadwal yang sudah di tentukan hal ini disebabkan karena 

adanya kesibukan baik bagi Perancang lainnya maupun bagi Penulis seperti 
kegiatan Simposium Nasional maupun kegiatan di luar unit pekerjaan Penulis 

atas instruksi dari Deputi Administrasi seperti wajib ikut dalam kegiatan paduan 

suara yang latihannya dilaksanakan pada jam keija, namun hal ini tidak 

mengurangi substansi dari masing-masing kegiatan maupun tahapan kegiatan 

yang telah dilaksanakan.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi 
Kegiatan 1:
Menggali informasi terkait hal-hal yang teijadi pada proses penyusunan naskah 

akademik dan rancangan undang-undang.
A. Tahapan Kegiatan:
1. Mengumpulkan SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian 

DPR RI terkait Penyusunan Perancangan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang
Mengawali kegiatan ini saya telah mengumpulkan SOP terkait 

penyusunan perancangan naskah akademik dan rancangan undang-undang. 
Saya meminta dokumen SOP ini kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
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Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu Ibu Sagung Putu S.Y., S.H., M.H. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Mei 2018.

Tujuan dari mengumpulkan SOP ini adalah untuk membatasi ruang 

lingkup dari bah an kuisioner sehingga meningkatkan mutu dari kuisioner 

itu sendiri untuk dapat menggali akar permasalahan. (Komitmen Mutu)

1cUuriittAMeAMANUhm\<viiNiMxc 
' BAbiiSKCAHUANUFARI

Berkomunikasi dengan Kasubag PUU untuk meminta dokumen SOP (25/05/2018)

2. Membuat Pedoman Wawancara kepada Pihak terkait penyusunan 

perancangan Naskah Akademik dan Perancangan Undang-Undang
Saya telah membuat pedoman wawancara yang dilakukan dengan 

diskusi bersama mentor saya Bapak Zaqiu Rahman, S.H., M.H. Diskusi 
dengan mentor ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Mei 2018. 
Penyelesaian pedoman wawancara ini sedikit mundur dari jadwal yang 

semula direncanakan selesai pada minggu IV bulan Mei 2018 menjadi 
mundur pada minggu I bulan Juni 2018. Pedoman wawancara ini yang 

akan menciptakan nilai-nilai konsisten dan netralitas dal am melakukan 

wawancara. (Akuntabilitas, Manajemen ASN).

Melakukan diskusi dengan mentor terkait pedoman wawancara (30/05/2018)
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Dari hasil diskusi tersebut dirumuskanlah pedoman wawancara 

yang dijadikan sebagai acuan dal am menjalankan wawancara. Berikut 
pedoman wawancara tersebut:

PEDOMAN WAWANCARA
/^kah saudara mengetahui SOP penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang ada d 
linglcungan Pusat Perancangan Undang- Undang?

SOP terjsait aga jaia yan8 a.ud^fa, 
ketahui?

Apakah saudara termasuk 
anggpta tim penyusun SOP?

Mengapa 
mengetahui terkat SOP yang 
ada?

saudara

Bagaimana praktik dalam 
penyusunan Naskah AkademSc 
dan RUU selama ini? Apakah 
ketetapan yang baku ataj 
kesepakatan dalam pembentukan 
tim?

a- ^ taisr belal^jTg gSHiS^iQailSOP? 
b. Aga dasar hukum yang ^^1^ leferensi dalam 

penyusunan SOP?

t Adakah kendala dalam penyusunan SOP |nj?

AgaM SOP tgrsgbyt jydah, di^gjaBkajl dalam 
pelaksanMn penyusjwan fto^h Akademik dan RUU?

Ya

5i!£ngf}»
SOP .bgiym 
drterapkan?

Apakah sebenamya dibutuhkan SOP dalam proses 
Akademik dan RUU?

Bagairrana saran perfaaikan untuk SOP kedepannya?

14



3.Melakukan Wawancara Kepada Pihak Terkait Penyusunan Perancangan 

Naskah Akademik dan Perancangan Undang-Undang
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada 

pihak-pihak terkait. Wawancara ini berpedoman terhadap pedoman 

wawancara yang telah disusun pada tahapan kegiatan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaan wawancara telah saya lakukan dengan memperhatikan etika 

dan mengedepankan sikap sopan santun. (Etika Publik)
Wawancara pertama saya lakukan dengan Bapak Akhmad Aulawi., 

S.H., M.H. Selaku Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan 

Pembangunan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018. Dari 
wawancara tersebut diketahui Bahwa Bapak Akhmad sudah mengetahui 
bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang telah memiUki SOP namun 

biasanya SOP belum diterapkan seluruhnya karena adanya fleksibilitas 

waktu sehingga kadang meleset dari waktu yang telah ditentukan dalam 

SOP. Seperti pada RUU PPAD yang waktunya mundur dikarenakan 

membutuhkan substansi lebih dalam lagi. Terkait saran perbaikan terhadap 

SOP yaitu SOP ini belum mengatur keterlibatan pihak luar Pusat 
Perancangan Undang-Undang seperti pada Pusat Akuntabilitas Keuangan 

Negara dan Pusat Penelitian karena mereka memang mempunyai tupoksinya 

masing-masing sedangkan ketika dibutuhkan oleh PUU maka sebenamya 

tidak ada kewajiban penuh dari mereka.

Melakukan wawancara kepada Bapak Akhmad AuJawj di F>usat Perancangan Undang-Undang
(28/06/2018)

Wawancara kedua saya lakukan dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., 
M.Kn. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018. Dari 
wawancara tersebut diketahui bahwa Ibu Laksmi telah mengetahui adanya 

SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang. Ada beberapa bagian SOP yang
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belum diterapkan karena kita di lembaga politis maka semua tergantung 

keputusan politis seperti apa serta terkait juga penyerapan anggaran. SOP 

tentu sangat dibutuhkan dalam proses Penyusunan Naskah Akademik dan 

RUU dan perlu dilakukan sosialisasi.

Melakukan wawancara kepada Ibu LaksmiHarundanidi PusatPerancangan Undang-Undang
(28/06/2018)

Wawancara ketiga saya lakukan dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H., 
M.H. Selaku ketua Tim pembentukan SOP. Wawancara ini dilakukan pada 

tanggal 29 Juni 2018. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa awal mula 

adanya SOP ini karena ada nya program reformasi birokrasi untuk 

percepatan keunggulan dari institusi. Sebenarnya SOP sudah dijalankan 

sejak dahulu namun memang belum dilegalitaskan karena harus ada Surat 
Keputusan dari Sekretariat Jenderal. Awal tahun 2016, Ibu Wiwin 

ditugaskan sebagai penanggung-jawab dari quick win yang ditunjuk kepada 

bagian Pusat Perancangan Undang-Undang. Terkait kepatuhan dalam 

menjalankan SOP, secara umum SOP ini sudah di patuhi namun ada 

beberapa kondisi apabila user kita seperti Anggota Dewan minta cepat, misal 
dalam penyusunan Naskah Akademik idealnya di keijakan dalam 3,5 bulan, 
tapi pada RUU Jalan diminta tidak sesuai dengan SOP yaitu hanya 2 minggu 

saja. Sewaktu-waktu apabila ada keadaan memaksa, bisa mengecualikan 

dari SOP yang sudah ada karena secara praktik fleksibilitas itu bisa teijadi 
tapi secara eksplisit memang tidak tergambar. Apabila ada di SOP pun akan 

bingung di letakkan di bagian mana, yang paling memungldnkan bisa di 
tulis di keterangan.

Kesulitan lainnya dalam pembentukan SOP adalah terkait formatnya 

yang menjadi kendala untuk memahaminya. Awalnya format tidak seperti ini 
namun berbentuk bagan proses kemudian di seragamkan oleh bagian
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Organisasi dan Tata Laksana dengan mengadakan Bimbingan Teknis. 
Seharusnya ada keterangan juga bentuk-bentuk gambar ini artinya apa.

Untuk sosialisai langsung seperti Bimbingan Teknis memang tidak 

ada, namun dalam kegiatan besar quick win peraah ada presentasi yang 

salah satu isinya adalaih mempresentasikan tentang SOP yang dihadiri pula 

oleh para Perancang. Untuk penjelasan rinci memang belum pemah 

dilakukan tapi penyebaran melalui email sudah pemah dilakukan. Untuk 

perlu tidak nya sosialisasi dirasa sudah lewat untuk dilaksanakan karena 

kegiatan pun sudah dilakukan, lebih baik dilakukan evaluasi pelaksanaan 

SOP dari setiap dm RUU apakah ditemui kendala dalam pelaksanaannya 

maupun apabila dirasa ada unsur yang belum masuk.

Melakukan wawancara kepada Ibu Wiwin di Pusat Perancangan Undang-Undang
(29/06/2018)

4. Melakukan perbandingan SOP dengan Permenpanrb No. 6 Tahun 2016 

tentang Perubaan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayaan 

Aparatur Negara No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 
Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya.

Perbandingan peraturan ini mundur pula dari jadwal pelaksanaan 

sehingga selesai di Minggu ke IV Bulan Juni 2018.

Dalam perbandingan ini ditemukan bahwa pada peraturan sebelumnya, 
naskah akademik dibuat pada waktu yang bersamaan dengan RUU namun 

di peraturan yang baru disebutkan bahwa penyusunan naskah akademik di 
buat dalam rangka penetapan prioritas tahunan kemudian setelah itu baru 

di bentuk RUU.

Dampaknya adalah dikhawatirkan apabila Perancang menyusun naskah 

akademik setelah ditetapkannya prioritas tahunan, maka Perancang tidak 

akan mendapat angka kredit dari pekeijaan penyusunan Naskah Akademik
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itu. ImpUkasi lainnya terhadap SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang 

adalah perlu ada evaluasi SOP dengan cara harus di pisahnya antara SOP 

Penyusunan Naskah Akademik dan SOP Penyusunan RUU karena dalam 

proses penyusunan nya tidak dalam waktu yang bersamaan.

Proses perbandingan SOP telah dilakukan dengan melihat apakah SOP 

sudah konsisten dengan peraturan lainnya sehingga tidak ada
disharmonisasi yang teijadi. (Integritas)

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dalam kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan 

dalam penyusunan kuisioner. Dampak jika nilai-nilai yang ada tidak 

diterapkan adalah tidak didapatkan bah an kuisioner yang memadai dan 

mencukupi dalam penyusunan kusisioner di kegiatan selanjutnya. Hambatan 

dalam kegiatan 1 ini yaitu mundurnya tahapan kegiatan 2 dan berdampak 

pula pada mundurnya tahapan kegiatan 3. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk 

merumuskan bentuk pedoman wawancara yang memudahkan dalam 

raelakukan wawancara awal gun a menggali informasi untuk mendapatkan 

bahan-bahan kuisioner. Tahapan kegiatan pun juga berdekatan dengan hari 
libur lebaran maka kegiatan ini sedikit mundur dari jadwal.

Kegiatan 2:

Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait pelaksanaan pelaksanaan 

penyusunan naskah akademik dan RUU kepada Para Perancang serta 

menghimpun saran dari Perancang.
A. Tahapan Kegiatan:

1. Melakukan brainstomimg dengan pihak terkait mengenai Haftar 

pertanyaan dan format kuisioner
Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya di Kegiatan 1, Penulis 

diberikan rekomendasi untuk menentukan responden berdasarkan 

populasi yang ada di Pusat Perancangan Undang-Undang dengan 

bekonsultasi kepada Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. di bagian Pusat 
Penehtian. Tahapan kegiatan 1 ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 

dan 5 Juli 2018.
Dalam diskusi ini, Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. Memberikan 3 

(tiga) pilihan untuk menentukan akar permasalahan beserta dengan
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kelebihan dan kekurangan dari pilihan-piUhan yang diberikan. Pilihan- 

pilihan tersebut yaitu:

1. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)
FGD dapat diselenggarakan dengan mengumpulkan beberapa 

Perancang yang memiliki pengetahuan terhadap SOP. Kelebihan FGD 

ini adalah Penulis dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari 
diskusi yang dilakukan, namun kelemahannya adalah sulit nya untuk 

mengumpulkan perancang dengan kualifikasi tersebut di waktu yang 

bersamaan dikarenakan kesibukan perancang.

2. Membuat kuisioner dengan pertanyaan terbuka
Kuisioner terbuka ini ditujukan kepada Perancang yang 

memang mengetahui tentang kondisi SOP di Pusat PUU. Kuisioner 

dengan pertanyaan terbuka ini dapat memudahkan responden untuk 

menuangkan pengetahuan yang mereka punya namun, akan adanya 

kesulitan bagi Penulis untuk melakukan analisis data.

3. Membuat kuisioner dengan pertanyaan tertutup
Kuisioner dengan pertanyaan tertutup ini ditujukan kepada 

semua Perancang yang ada di Pusat PUU karena populasi Perancang 

yang cenderung sedikit maka lebih baik kuisioner di sebarkan kepada 

seluruh Perancang yang bersedia untuk mengisi atau setidak-tidaknya 

lebih dari 50% jumlah Perancang di Pusat PUU. Jumlah Perancang di 
Pusat PUU beijumlah 46 (empat puluh enam) orang sehingga paling 

tidak jumlah responden harus beijumlah (46 x 50%)+1. Dengan rumus 

penentuan responden ini diharapkan hasil yang di peroleh dapat 
representatif untuk mewakili jumlah populasi yang ada di Pusat PUU.

Hal ini menjadi kelemahan karena tentu akan menyulitkan 

Penulis untuk menyebarkan kuisioner ke banyak responden. Namun 

kelebihan dari kuisioner dengan pertanyaan tertutup ini akan 

memudahkan Penulis untuk melakukan analisis data.
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Melakukan diskusi untuk menentukan Jumlah responden serta struktur kuisonerkepada Bapak
Ujianto Singgih di Pusat Penelitian (5/07/2018)

Berdasarkan pilihan-pilihan tersebut, akhimya Penulis memutuskan 

untuk menggunakan pilihan ketiga agar basil kuisioner yang diperoleh 

lebih valid.

Pelaksanaan Brainstorming dal am tahapan kegiatan 1 ini telah 

dilakukan dengan kolaborasi kepada pihak terkait (Whole of Government^ 

serta dilaksanakan dengan memperhatikan etika dan mengedapankan 

sopan santun. (Etika Publik)

2. Membuat daftar pertanyaan dan format kuisioner
Setelah diputusukan untuk membuat format kuisioner dengan 

pertanyaan tertutup, saya mulai menyusun daftar pertanyaan ke dalam 

format kuisioner. Dalam membuat daftar pertanyaan dan format kuisioner, 
saya banyak mendapatkan masukan dari mentor saya Bapak Zaqiu 

Rahman, S.H., M.H dan Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. Pelaksanaan 

tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Juli 2018 dan selesai pada 13 

Juli 2018 sehingga mundur 1 (satu) minggu dari jadwal yang sudah di 
rencanakan akibat dari adanya sedikit kesulitan dalam menyusun daftar 

pertanyaan pada kuisioner. Membuat pertanyaan pada kuisioner ini hams 

sangat hati-hati agar tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan 

kuisioner akan terwujud. Kuisioner akan bermutu baik jika pertanyaan 

disusun secara efektif dan efisien serta tepat sasaran terhadap jawaban 

yang in gin diketahui. (Komitmen Mutu).
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Berdasarkan bah an wawancara yang diperoleh dal am kegiatan 1 yang 

telah dilaksanakan sebelumnya, isi kuisioner kemudian di bagi menjadi 6 

(enam) bagian, yaitu:
1) Tingkat pengetahuan terhadap SOP;
2) Pedoman dalam bekeija;
3) Manfaat SOP terhadap Jobdescy
4) Sumber pengetahuan terhadap SOP;
5) Penerapan SOP di dalam praktiknya; dan.
6) Evaluasi terhadap SOP.

Berikut hasil kuisioner yang telah disusun:
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Format Kuisioner

3. Menyebarkan Kuisioner

Awalnya penyebaran kuisioner dilakukan dengan media google docs, 

namun ada kekhawatiran apabila penyebaran kuisioner menggunakan 

media google docs, para responden tidak segera mengisi kuisioner dan 

faktor kesibukan mereka akan membuat mereka cenderung mengabaikan 

atau lupa untuk mengisi kuisioner tersebut.

Akhirnya atas pertimbangan PenuUs dan juga setelah berdiskusi 

dengan Mentor, demi memudahkan Penulis untuk melakukan pendataan 

responden siapa saja yang sudah mengisi kuisioner ini dan untuk 

mendapatkan basil pengisian kuisioner yang lebih cepat, diputuskanlah 

metode penyebaran kuisioner dengan media penyebaran kertas secara 

satu persatu kepada responden yang hendak dituju agar dapat segera 

langsung dilakukan pengisian terhadap kuisioner tersebtu. Tahapan 

kegiatan 3 ini dilaksanakan pada rentang waktu antara 16 Juli 2018 

sampai 25 Juli 2018 kegiatan ini mundur 1 (satu) minggu dari target

r

22



penyelesaian karena dampak dari mundurnya tahapan kegiatan 

sebelumnya.

Penyebaran kuisoner ini ini dilakukan tanpa mengurangi esensi dari 
kualitas basil kuisioner yang akan di teriraa nantinya. (Komitmen Mutu)

Ibu Laksmi Harundani sedang mengisi kuisioner yang disebarkan (17/07/2018)

W'/l

Ibu Devi sedang mengisi kuisioner yang disebarkan (24/07/2018)

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dalam kegiatan 2 ini adalah untuk raengetahui kondisi dalam 

pelaksanaan SOP di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang. Dampak 

jika nilai-nilai yang ada tidak diterapkan adalah tidak didapatkan basil 
kuisioner yang valid dan representatif dari seluruh Perancang di Pusat 
Perancangan Undang-Undang. Hambatan dalam kegiatan 2 ini yaitu sulitnya 

menentukan jumlah responden serta adanya kesulitan dalam penyusunan dari 
kuisioner itu sendiri. Kesibukan perancang pun mempengaruhi penyebaran 

kuisioner ini karena tidak semua Perancang dapat standby di ruangan masing- 

masing untuk ditemui oleh Penulis dikarenakan Dinas Luar maupun adanya 

rapat-rapat.
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Kegiatan 3:
Melakukan Pengolahan Kuisioner dan Melakukan Analisis Hasil Kuisioner 

A. Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan pengolahan data

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuisioner, kemudian Penulis 

melakukan pengolahan data. Kegiatan ini dilaksanakan pada rentang 

waktu tanggal 1-7 Agustus 2018.
Dal am pengolahan data ini saya telah melakukan dengan obyektif 

(Akuntabilitas). Penulis memasukkan data hasil kuisioner ke dalam tabel 
yang di bagi kualilikasi nya antara bidang (Kesra, Polhukam, Ekuinbang) 

serta berdasarkan jabatan Perancang (Madya, Mu da, Calon Perancang).

PenuJis melakukan pengolahan data (1/08/2018)

Data hasil Kuisioner

No. Aspeh Bidang Jnmlafa Jabatan
Responden

Jnmlah

L Tindut Pensetahuan SOP
1. Mengetahui SOP Eku 11 Madva 13

Polhuk 10 Muda 7
Kesra 11 Caloa Pcraocana 12
Total 31 Total 31

2. Ragu-iagu 
mengetahui SOP

Madva 2
Polhuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2

3. Tidak tabu karma Eku Madva 2
belum Dcmah
disosialisasilcan

Polhuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2

4. TidaJc pemah
typgalamt masalah

Eku Madva 1
Polhuk Muda
Kesra 1 Calon Perancang
Total 1 Total 1

(data lengkap ada dilampiran)
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2. Melakukan analisis hasil kuisioner untuk mengidentifikasi akar 

pennasalahan dan melakukan tindak lanjut
Setelah melakukan pengolahan data kemudian saya melakukan 

analisis hasil kuisioner. Tujuan dari analisis hasil kuisioner ini adalah 

untuk mengidentifikasikan akar pennasalahan sehingga ditemukan cara 

penyelesaian permasalahan sebagai tindak lanjut. Kegiatan analisi hasil 
kuisioner ini dilaksanakan pada 8-10 Agustus 2018. Saya telah 

mengedepankan profesionalitas dalam mengidentifikasi akar 

permasalahan (Akuntabilitas, Manajemen ASN). Hasil dari analisis hasil 
kuisioner adalah sebagai berikut.

Terkait tingkat pengetahuan SOP diketahui bahwa sebagian besar 

Perancang temyata memang sudah mengetahui bahwa Pusat PUU 

memiliki SOP walaupun ada juga beberapa Perancang yang masih belum 

tau maupun ragu-ragu. Menjadi perhatian disini bahwa walaupun 

sebagian besar Perancang sudah tahu tentang SOP, tetapi seluruh 

responden berpendapat bahwa penerapan SOP di lingkungan Pusat PUU 

belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ini merupakan temuan 

penting bahwa kondisi yang ada SOP diketahui tapi tidak semua di 
jalankan dengan konsisten. Hal ini membuktikan bahwa memang benar 

rumusan isu yang Penulis angkat pada habituasi ini benar terjadi.
Belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten salah satu 

analisis yang Penulis bisa dapat dari hasil kuisioner disebabkan karena 

belum mendalamnya pemahaman Perancang terhadap SOP. Nyatanya 

sekitar 94% dari total responden masih membutuhkan sosialisasi terhadap 

SOP yang ada. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan 

menyelenggarakan forum sosialisasi substansi SOP. Solusi ini masuk 

dalam ran ah wewenang dari Kapus PUU untuk memberikan instruksi 
kepada Perancang senior maupun tim penyusun SOP untuk melakukan 

sosialisasi sehingga hal ini akan Penulis masukkan ke dalam rekomendasi 
sebagai output hasil akhir dari habituasi ini.

Penyebab lainnya, berdasarkan hasil kuisioner penyebab yang paling 

banyak dipilih terkait belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten 

adalah karena SOP tidak dapat diterapkan seluruhnya karena terdapat 
kondisi tertentu seperti desakan dari AKD untuk menyelesaikan pekerjaan 

dalam kurun waktu tertentu. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan
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melakukan peninjauan SOP secara berkala dan perlu ada tim evaluasi 
terhadap pelaksanaan SOP. Had ini juga akan Penulis masukkan sebagai 
rekomendasi kepada Kapus PUU.

3. Membuat Laporan Hasil Kuisioner
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah saya telah membuat laporan 

hasil kuisioner. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13-16 Agustus 2018. 
Dalam membuat laporan hasil kuisioner, saya akan mengedepankan 

kejujuran sesuai hasil kuisioner yang sebenar-benamya serta 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Anti Korupsi).
Isi dari laporan hasil kuisioner adalah kumpulan dari data yang telah 

di olah dalam tahapan kegiatan 1 serta pemaparan presentase dari tiap- 

tiap bagian pertanyaan dalam kusioner, dan analisis hasil kuisioner yang 

telah dilakukan dalam tahapan kegiatan 2.

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil akhir dari 

pelaksanaan penyebaran kuisioner. Dampak jika kegiatan ini dilakukan tanpa 

nilai-nilai ASN adalah tidak didapatkan penyelesaian dari akar permasalahan 

yang ada dalam pelaksanaan SOP di Pusat PUU. Hambatan dalam kegiatan 3 

(tiga) ini yaitu sulitnya dalam mengolah data serta menganalisis data 

dikarenakan keahlian dari Penulis yang belum terbiasa melakukan peneiitian 

dalam bentuk kuisioner.

Kegiatan 4:
Melakukan sosiaHsasi terkait hasH kuisioner kepada Perancang
A. Tahapan Kegiatan:
1. Membuat media sosialisasi hasil kuisioner;

Dalam rangka menyebarkan hasil kuisioner kepada para perancang yang 

merupakan responden dalam pengisian kuisioner, saya telah membuat media 

sosialisasi yang jelas dan sesuai dengan hasil laporan kuisioner yang sebenar- 

benamya (Akuntabilitas). Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 20-24 

Agustus 2018.
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Media SosiaJisasi basil kuisioner berupa seleharan yang telah disebarkan
(Dokumen Terlampir)

2. Melakukan sosialisasi hasil kuisioner
Wujud dari kepedulian dan tanggung jawab saya menyelenggarakan 

kuisioner (Etika Publik) adalah saya melakukan sosialisasi hasil kuisioner. 
Saya melakukan sosialisasi hasil kuisioner dan menyerahkan hasil kuisioner 

berupa dokumen cetak yang diserahkan langsung kepada responden. Hasil 
kuisioner ini telah disampaikan dengan adil dan am an ah (nasionalisme) 

kepada Perancang selaku responden dengan mengedepankan transparansi, 
keterbukaan (Akuntabilitas) dan kejujuran (Anti Korupsi). Kegiatan ini 
dilaksanakan dari tanggal 27 Agustus 2018 - 7 September 2018.
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Para Responden menunjukkan hasil kuisioneryang telah mereka terima

3. Memastikan setidak-tidaknya 50% Perancang dari masing-masing bidang telah 

menerima laporan hasil kuisioner
Wujud kepedulian dan tanggung jawab saya dari melakukan sosialisasi 

hasil kuisioner tidak hanya berhenti pada proses sosialisasi itu saja, tetapi 
juga memastikan bahwa memang benar Perancang telah menerima hasil 
kuisioner. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi hasil 
kuisioner yaitu dari tanggal 27 Agustus 2018-7 September 2018.

Cara untuk membuktikan bahwa Perancang sebagai responden benar- 
benar telah menerima laporan hasil kuisioner adalah dengan mendatangi 
langsung satu persatu responden untuk menyerahkan hasil laporan kuisioner
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kemudian saya juga meminta responden untuk bersedia menandatangani 
daftar nama Perancang yang telah menerima basil kuisioner.(EtikaPublik). 

Jumlah Perancang pada masing-masing bidang yaitu:

No. Bidang Jumlah
Perancang

50% Jumlah 
Perancang 

minimal yang 
harus 

menerima 
laporang hasil 

kuisioner

Jumlah
Perancang yang 
telah menerima 
Laporan Hasil 

Kusioner

Sesuai
Target/
Tidak

1. Kesra 15 orang 7/8 orang 8 orang Sesuai
Target

2. Ekuinbang 15 orang 7/8 orang 9 orang Sesuai
Target

3. Polhukam 16 orang 8 orang 8 orang Sesuai
Target

Sehingga target 50% perancang dari masing-masing bidang telah 

menerima laporan basil kuisiongi^glal^^n

Ibu Febri menandatangani absensi sosiaJisasi hasil kuisioneryang diserabkan satu persatu kepada
para responden (28/08/2018)
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Buku telah diterimanya hasil kuisioner oleh Perancang

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan

Manfaat dalam kegiatan ini adalah responden tidak hanya dilibatkan 

dalam sekedar mengisi kuisioner saja tapi juga dilibatkan hingga tahapan akhir 

kegiatan penyebaran kuisioner ini, sehingga para responden juga memiliki 
kesadaran dalam pelaksanaan SOP setelah melihat hasil kuisioner. Dampak jika 

nilai-nilai dalam ASN tidak dipenuhi adalah tidak adanya kerja sama yang baik 

antara Penulis sebagai peneliti dengan para Responden. Hambatan dalam kegiatan 

ini adalah sulitnya menemui responden dalam membagikan hasil kuisioner ini 
dikarenakan kesibukan masing-masing responden sebagai Perancang.

Kegiatan 5:
Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari kuisioner 

A. Tahapan Kegiatan
1. Mengkonsultasikan dengan pimpinan terkait tindak lanjut

Konsultasi dengan pimpinan, yaitu Kepala Pusat Perancangan Undang- 

Undang (Kapus PUU) yaitu Bapak Dr. Inosentius Samsul., S.H., M.H 

dilaksanakan pada Senin, 10 September 2018. Dalam konsultasi ini terdapat 
masukan dari Kapus PUU bahwa SOP ini hams friendly user dan mudah di 
cari serta dapat diakses dengan cepat oleh Para Perancang.
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Mengkonsultasikan tindak ianjut dengan Kapus PUU (10/09/2018)

Konsultasi selanjutnya saya lakukan bersama 3 (tiga) orang Korbid di 
Pusat PUU. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018. 
Dalam konsultasi ini, saya meminta bantuan dari Korbid untuk dapat 
meneruskan dokumen SOP yang akan saya bagikan dalam bentuk softcopy 

kepada para Perancang di bidangnya masing-masing. Dalam pertemuan ini, 
terdapat masukan dari salah seorang Korbid yaitu Bapak Mardisontori, S.Ag., 
LL.M., untuk kedepannya SOP dapat didokumentasikan dalam bentuk buku 

seperti pada buku pedoman penyusunan NA dan RUU.

Konsultasi dengan Korbid PUU (24/09/2018)

Konsultasi ini saya lakukan dengan memperhatikan etika dan 

mengedepankan sopan santun (Etika Publik) guna terwujudnya koordinasi di 
berbagai pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang saya angkat 
(Whole of Government].

2. Menyusun langkah-langkah tindak Ianjut
Langkah-langkah tindak Ianjut disusun untuk menghasilkan output dalam 

kegiatan ini. Langkah-langkah tindak Ianjut ini telah disusun berdasarkan
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hasil kuisioner dan pen3nisunan tindak lanjut akan dilakukan secara 

profesional [AkuntabiHtas]. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 

24 September 2018.

Output pertama berbentuk rekomendasi kepada Kapus PUU untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh Penulis. Langkah-langkah 

tindak lanjut pada output pertama dilakukan dengan diskusi kepada Mentor 

serta menyusun rekomendasi.

Output kedua, berdasarkan masukan dari Kapus PUU bahwa SOP ini 

harus friendly user dan mudah di cari serta dapat diakses dengan cepat oleh 

Para Perancang oleh karena itu, Penulis memberikan sarana yang 

memudahkan Perancang di Pusat PUU untuk dapat dengan mudah dan cepat 

mengakses SOP. Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Penulis mengumpulkan 

SOP dan melakukan scanning SOP yang sudah di tandatangani. Penulis juga 

mendata SOP yang sudah terunggah di website PUU dan mengumpulkan SOP 

yang belum terunggah di website PUU.

3. Menjalankan tindak lanjut

Tindak lanjut dijalankan untuk menghasilkan output akhir dari seluruh 

kegiatan ini yaitu rekomendasi kepadan Kapus PUU dan sarana yang 

memudahkan Perancang di Pusat PUU untuk dapat dengan mudah dan cepat 

mengakses SOP.

Output pertama yaitu, rekomendasi yang di ajukan kepada Kapus PUU 

dilaksanakan pada 25 September 2018. Isi dari rekomendasi tersebut yaitu:

1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan rumusan SOP dengan 

cara membentuk dm evaluasi SOP

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang di 

Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa responden memilih 

bahwa perlu di lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 

SOP di Pusat PUU.

2) Memberikan arahan untuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk 

buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.

Berdasarkan diskusi dengan Koordinator Bidang di Pusat PUU, diperoleh 

saran bahwa SOP perlu di dokumentasikan dalam bentuk buku agar 

mudah dipahami oleh para Perancang di Pusat PUU.

32



3) Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada 

Perancang.

Berdasarkan basil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang di 

Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa walaupun responden 

sudah mengetahui tentang SOP di Pusat PUU, responden masih 

memerlukan sosialisasi lebih dalam lagi dalam memahami SOP.

Rekomendasi ini telah disampaikan kepada Kapus PUU dan kemudian 

diperbaiki setelah mendapatkan masukan dari Kapus PUU. Pada dasamya 

tindak lanjut terhadap rekomendasi ini diserahkan kembali kepada wewenang 

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Menyampaikan rekomendasi kepada Kapus PUU (25/09/2018)

Ouput kedua adalah Penulis telah mengunggah SOP di dalam cloud DPR 

dan juga di website PUU pada 24 September 2018 . Unk untuk mengakses 

data tersebut telah di sebarkan melalui e-mail kepada 3 (tiga) Korbid di 

masing-masing bidang untuk dapat membantu meneruskan kepada Perancang 

di bidangnya masing-masing.
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Mengunggah SOP ke dalam Cloud DPR dan melakukan sharing data kepada para Perancang

Selain mengunggah ke cloud DPR saya juga telah mengunggah SOP yang 
belum terunggah ke website PUU.
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Mengunggah SOP ke Website PUU

Setelah mengunggah SOP ke dalam Cloud DPR dan website PUU, saya 
mengirimkan link melalui e-mail kepada 3 (tiga) korbid untuk dapat 
meneruskan kepada Perancang di bidangnya masing-masing agar kedepannya 
SOP dapat friendly t/serdan mudah dijangkau dengan cepat.

O Aryani Sinduningrum ^
to Akhmad, mardisontcn, rickc .
11:46 View details

SOP di Pusat Perancangan 
Undang-Undang i"‘x»

☆

Kepada
Korbid Bldang Poltiukam, Korbid Bidang Kesra, dan 
Korbid bidang Ekulnbang

Dalam rangka memudahkan dalam mengakses SOP 
dl Pusat Perancangan Undang-Undang. mohon dapat 
dl teruskan kepada Perancang dl bidang nya masing- 
masing untuk dapat mengakses:

Cloud OPR:

Pedoman Ketia PUU Cloud DPR

etau pada Website Pusat Perancangan Undang- 
Undang:

Pedoman Ker|a PUU weosite

Tarima kasih alas bantuan dan kerja sama nya.

Salam,
Aryani Sinduningrum
CPNS Pusat Perancangan Undang-Undang

Aryani Sinduningrum 11.40
Kepada Korbid Bidang Poihukam. Korbid 
Bidang Kesra. dan Korbid bidang Ekulnbang

Aryan! Sinduningrum naa
Kepada Dalam rangka memudahkan dalam 
mengakses SOP di Pusat Perancangan

Mardisontori :
to me

View details

Terlma kasih Aryani. Akan diteruskan ke Perancang 
Poihukham. Sukses utk Programnya.

Tertma Kasih

Mardi

snow quoted teit

♦s
Reply Reply all Forward 4s

Reply
<4s

Reply all Forward

Mengirimkan link melalui e-mail kepada para Korbid

Saya telah menjalankan tindak lanjut tersebut dengan konsisten dan 

bertanggung-jawab. (Akuntabilitas)
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B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dalam kegiatan ini adalah hasil penelitian dari penyebaran 

kuisioner dapat dimanfaatkan dengan melaksanakan tindak lanjut dan 

melakukan penyelesaian dari akar permasalahan. Dampak jika nilai-nilai ASN 

tidak terwujud adalah tidak diselesaikannya akar dari permasalahan sehingga 

hasil kuisioner akan menjadi tidak berraanfaat. Hambatannya adalah waktu 

yang semakin mendekati target penyelesaian membuat pekerjaan di kegiatan 5 

ini harus dikerjakan dalam waktu yang singkat.
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BAGIAN in.

JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

No
1.

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

Menggali informasi 
terkait hal-hal yang 
terjadi pada proses 
penyusunan naskah 
akademik dan 
rancangan undang- 
undang

1. Mengumpulkan SOP 
di Pusat
Perancangan 
Undang-Undang 
DPR RI terkait 
penyusunan 
perancangan naskah 
akademik dan
rancangan undang- 
undang.

Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi
MEI

n m IV
JUKI

I II m IV

■ ‘i

JULI
II m IV

AGUSTUS
II III IV

JPTEMBER
II m IV
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No Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

M El JUNI Ji-Jhi AGUSTUS SEPTEMBER
I n m IV I 1 II 1 m IV I n HI IV I n in IV I II III TV

3. Menjalankan tindak 
lanjut. ■
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BAGIAN rV.
PENUTUP

A. Kesimpulan
Rumusan Isu Ke-1 : Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses 

penyusunan Naskah Akademik dan RUU
Kegiatan Ke-1

Kegiatan Ke-2

Kegiatan Ke~3

Kegiatan Ke-4 

Kegiatan Ke-5

Menggaii informasi terkait hal-hal yang terjadi pada 

proses penyusunan naskah akademik dan rancangan 

undang-undang. (Komitmen mutu, akuntabilitas, 
manajemen ASN, etika publik, integritas.)
Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait 
pelaksanaan pelaksanaan pen30isunan naskah 

akademik dan RUU kepada Para Perancang serta 

menghimpun saran dari Perancang. (Whole of 

government, etika publik, komitmen mutu.)

Melakukan pengolahan kuisioner dan melakukan 

analisis hasil kuisioner. (Akuntabilitas, Manajemen 

ASN, Anti Korupsi.)

Melakukan sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada 

Perancang (Akuntabilitas, etika publik, naslonalisme.) 

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari analisis 

kuisioner. (Etika publik, Whole of Government, 
Akuntabilitas.)

B. Saran
1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

a) Penyelenggara diharapkan dapat men50isun segala peraturan dalam 

pelaksanaan diklat dan habituasi ini dengan konsisten;
b) Seharusnya ada sosialisasi dalam pengisian laporan hasil aktualisasi 

agar format yang digunakan dalam satu instansi ini dapat disamakan 

dan tidak berbeda persepsi antara satu peserta dengan peserta 

lainnya.
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2) Untuk Instansi/Unit Keija Peserta

a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan mmusan SOP dengan 

cara membentuk tim evaluasi SOP. Dalam evaluasi ini kedepannya 

perlu diperhatikan apakah SOP telah mengakomodasi terkait:
- Permintaan AKD atau Anggota Dewan yang dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi politik di lingkup DPR RI dalam penyusunan naskah 

akademik dan RUU;

- Koordinasi antara tim dan pimpinan PUU dalam penyusunan 

naskah akademik dan RUU;

- Kompetensi dan pembagian kerja;

- Pengaturan antara komposisi beban keija junior dan senior; dan

- Pengaturan manajemen waktu dalam menyelesaiakan penyusunan 

naskah akademik dan RUU.

b) Memberikan arahan untuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk 

buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.
c) Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada 

Perancang.
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LAMPIRAN
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HASIL AKTUALISASI

Unit Kerja 
Identifikasi Isu

Isu yang diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan
undang-undang.

Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan 
undang-undang
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan proses penyusunan naskah 
akademik dan rancangan undang-undang berdasarkan identifikasi akar permasalahan

MatrikS Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap 
Visi/Misi Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Menggali

informasi terkait 
hal-hal yang
teijadi pada
proses
penyusunan
naskah
akademik dan
rancangan 
undang-undang.

1. Mengumpulka
n SOP di
Phi sat
Perancangan 
Undang- 
Undang DPR 
RI terkait
penyusunan
perancangan
naskah
akademik dan

Bahan kuisioner 1. Mengawali kegiatan
ini saya telah
mengumpulkan SOP 
terkait penyusunan 
perancangan naskah 
akademik dan
rancangan undang- 
undang yang
bertujuan untuk
membatasi ruang
lingkup dari bahan

Menggali informasi
terkait hal-hal yang 
terjadi pada proses 
penyusunan naskah
akademik dan
rancangan undang-
undang akan
memperkuat misi PUU 
yaitu manajemen
pengetahuan yang
bernilai

Menggali
informasi terkait
hal-hal yang
terjadi pada
proses
penyusunan
naskah
akademik dan
rancangan 
undang-undang 
menguatkan nilai
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No

1.

2.

Kegiatan

2.

Membuat dan
menyebarluaska
n kuisioner
terkait
pelaksanaan
penyusunan
naskah
akademik dan 
RUU kepada 
para Perancang.

Tahapan Kegiatan

3,

2.

Perancang 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 
dan Angka 
Kreditnya.

Melakukan
brainstorming
dengan pihak
terkait
mengenai
daftar
pertanyaan
dan format
kuisioner.

Membuat 
daftar 
pertanyaan 
dan format 
kuisioner.

Output / Hasil

4.

Format kuisioner 
dan daftar
pertanyaan

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.

Brainstorming telah 
dilakukan dengan 
kolaborasi kepada 

pihak terkait (Whole 

of Government) serta 
dilaksanakan dengan 

memperhatikan etika 
dan mengedapankan 
sopan santun. (Etika 
Publik)

Tujuan yang hendak 
dicapai dari
pelaksanaan 
kuisioner terwujud 

jika kuisioner
bermutu baik dengan 
disusunnya

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi Organisasi
6.

Membuat dan
menyebarluaskan 
kuisioner mendukung 

penguatan visi
Perancangan Undang- 

Undang sebagai
Organisasi Pendukung 

DPR RI Bidang 

Keahlian Perancangan 

Undang-Undang yang 

Profesional, Akuntabel, 
dan Berkualitas

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

Pembuatan 
kuisioner harus 

dilaksanakan 
dengan nilai 
profesionalitas 
dalam bekerja 
serta dilakukan 
dengan
bertanggungjawa 
b untuk
mewujudkan 
nilai akuntabel.



No

1.

Kegiatan

2.

Tahapan Kegiatan

3.

3. Menyebarkan 
kuisioner.

Output / Hasil

4.

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
pertanyaan secara 
efektif dan efisien. 
(Komitmen Mutu)

3. Proses penyebaran 
kuisioner telah saya 
lakukan secara
profesionalitas dan 
juga dengan penuh 
rasa tanggung jawab 
kepada para
perancang yang
bertindak sebagai 
responden dalam 
survey ini
(Akuntabilitias) serta 
mengedepankan pula 
nilai etika dan sopan 
santun. (Etika
Publik.)

Kontribusi Terhadap 
Visi/Misi Organisasi

6.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
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2. Menyxisun 
langkah- 
langkah 
tindak lanjut.

3. Menjalankan 
tindak lanjut;

2. Langkah-lagkah
tindak lanjut telah 
disusun berdasarkan 
basil kuisioner dan 
penyusunan tindak 
lanjut akan
dilakukan secara 
profesional. 
(Akuntabilitas)

3. Saya telah
menjalankan tindak 
lanjut dengan
konsisten dan
bertanggung-jawab. 
(Akuntabilitas)

Memperkuat 
penyelenggaraan 
fungsi dukungan 
Perancangan 
Undang-Undang 
yang mendukung 
proses pelaksanaan 
fungsi legislasi 
dewan;dan 
Memperkuat 
manajemen 
pengetahuan yang 
bernilai

mtegritas.



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta Arvani Sinduningrum
NIP 19930529 201803 2 001
Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan Galon Perancang PUU Pertama

Perancang Belum Semua Menjalankan SOP dalam
Isu Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang

Kegiatan 1: Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi proses
penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- 

undang.

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf 1 
Mentor

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Z'

ctj^
Kontribusi terhadap Tusi
organisasi

':fcucV\

Penguatan Nilai Organisasi



Kegiatan 2: Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait
pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan RUU 

kepada para Perancang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Sii'-.'ii'.'u-in'v; ■■■■■■Si

Tahapan Kegiatan

]
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan 1

h

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi rr
Penguatan Nilai Organisasi



Kegiatan 3: Melakukan pengolahan kuisioner dsui melakukan analisis 

hasil kuisioner.

Paraf
Mentor

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi



Kegiatan 4 : Melakukan Sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada 

Perancang

ParafCatatan MentorPenyelesaian Kegiatan Mentor

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi

Penguatan Nilai Organisasi



Kegiatan 5 : Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari 
kuisioner

' Penyelesaian Kegiatan ' : \ : Catatan Mentor
Paraf

Mentor

Tahapan Kegiatan

\

1,,

Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

VY^

Kontribusi terhadap Tusi
organisasi

_________________________________Penguatan Nilai Organisasi 7



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta Aryani Sinduningrum
NIP 19930529 201803 2 001
Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan Calon Perancang PUU Pertama

Perancang Belnm Semua Menjalankan bUP dalain
Isu Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang

1) Kegiatan 1 : Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada proses 
penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- 

undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching
Waktu dan Media 

Coaching

Tahapan Kegiatan

/

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

\)

)_____________________
_________  ^ ^

Kontribusi terhadap Tusi
organisasi 1
Penguatan Nilai Organisasi



2) Kegiatan 2: Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait
pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan RUU 

kepada Perancang

Penyelesaian Kegiatan . Catatan Coaching Waktu dan Media
Coaching

Tahapan Kegiatan

\___________________
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

J------^Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

/

Penguatan Nilai Organisasi
tu\cv-



3) Kegiatan 3 : Melakukan pengolahan kuisioner dan melakukan analisis 

hasil kuisioner

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Catatan Coaching Waktu dan Media 
Coaching

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

pe o-e c'cfOvCtcyv \

"A

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

(5<p^ UiooA G x

4^cf
l/v\\ a [



4) Kegiatan 4: Melakukan sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada 

perancang

Waktu dan MediaCatalan CoachingPenyelesaian Kegiatan Coaching

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi



5) Kegiatan 5: Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari 
kuisioner

Penyelesaian Kegiatan, , Catatan Coaching Waktu dan Media 
Coaching

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu Pdtfa cp(^a\

5 IqKUUtcl^
--------- -f------------Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

dafO^ 6?[r ka''4M6o> y
Kontribusi terhadap Tusi
organisasi 'IW j^el\r<Ya\^ 

'TVjV

Penguatan Nilai Organisasi )



LAMPIRAN 

KEGIATAN 1



?)

i-nAc;AR-Hi
—------ -—^---------------r: . .“. 17^ -T-_i_____ r^r\A A krtr^fi ily'on Dorofi ITQn

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
PenA/akilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang

3.

4.

5.

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

iKUALMRiKASIlP.EliA'KSANAI
1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

NAMA SOP

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang.

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DAN



I / 5 PeKr.a Uran Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rak^^ 

SPkrpf^r- '"fnf'a1NHomo:6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kega 

^dorSia Jendera dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

iKilERKAlTANri
1.

2.

3.

4.

^--------------- i---------------- ■■■,• -• ------------------ --------,,

fZ ^embe,;tuKanA Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

Intdones?amin aan A St Ke,en9kapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

UndPang-Und^nPgU,an 03(3 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang.
SOP Pendokumentasian Hasil Keria.

^PERAliATAN/R^tlENGKABAN:

^:PERINGATAN:^

- ■ - ■ ••>•--------- -- • .w,

1. Nota dinas/lembar disposisi.
2. Komputer/printer/scanner.
3. Jaringan internet.
4 Rancangarfundang^Undang te°ri da'am PSnyUSUnan NaSkah <^an

5- R:“anPu“undanagn9an terkai' PenyUSUn3n NaSkah Akademik d-

tBENCATATANJDAWiRFWHA'TA-fl-Mjl
r»-i I I 

1—'----------------------- ---------------------------- ‘‘ad'IUM' I MMIM

Sana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan. Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Kepala^

2.

a. Menerima arahan darl Kep^ 
Badan Keahlian DPR RI (BKD) 
untuk menyusun Naskah Akademik 
(NA) dan Rancangan Undang- 
Undang (RUU).

b. Menugaskan Ketua Tim untuk 
melaksanakan penyusunan time 
schedule/rencana kegiatan penyu­
sunan NA dan RUU.

rapata. Mengadakan 
anggota tim;
1) Melakukan brainstorming.
2) Menentukan time schedule/

____ rencana kegiatan._____

?jKepala;:,r? 
pi Pusat;^- 
i4«’R.UUji*^

pKasubbag';
■'.TU.Pusatp;

:hv ‘RUU^is;
•Kabag S^Kelengpp

f/-5'kaDani'jk:Ketua Tim
l^-ijKapan^a

Arahan 20
menit

Disposisi Pembentukan Tim 
dibuat SOP tersendiri.

dengan Disposisi Time 
Schedule/ 
Rencana 
kegiatan



w^KedlatahSNo-i
fimt

Wifewft

Kepaja ^Kepdla
kF^Usat

RLJ.U5
KetuafTim .jKabagffi MKasubbags

H.iTiUiP.usatJMmt

t:^A.&i.VS(.*r. mim.SMutOlBaku

iKelen fputpuWaktu

b. Menyampaikan time schedule/ 
rencana kegiatan kepada Kepala 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUU).

a.

b.

Menerima time schedule/rencana
kegiatan penyusunan NA.
Menugaskan Ketua Tim untuk:
1) Melakukan pengumpulan bahan 

kepustakaan.
2) Melakukan kajian dan telaahan 

bahan kepustakaan terkait 
urgensi RUU.

3) Menyusun outline NA.

Time
Schedule/
Rencana
kegiatan

20
menit

Disposisi

6.

a. Melakukan pengumpulan bahan
kepustakaan.
Melakukan kajian dan telaahan 
bahan kepustakaan terkait urgensi 
RUU.
Menyusun outline A/A. 
Mempresentasikan dan
menyampaikan outline NA dan 
time schedule/ rencana kegiatan 
kepada Kepala Pusat PUU.

a. Menyampaikan masukan terkait
outline NA dan time schedule/ 
rencana kegiatan kepada tim.

b. Menugaskan Ketua Tim untuk 
menindaklanjuti rencana kegiatan.

a. Melakukan diskusi dengan 
pakar/narasumber terkait penyusun­
an NA dan RUU.

Disposisi 4 hari a.

b.

c.

Outline 
NA dan 
time
schedule/
rencana
kegiatan

60
menit

Disposisi 4 hari

Bahan
Pustaka
Outline
NA
Time
Schedul
e/
Rencana
kegiatan

Disposisi

a. Kegiatan
b. Laporan

a. Diskusi dilaksanakan 
maksimal 4 kali 
dalam 4 hari (SOP



Pelaksana.,^ angan
MutulBaku

Casiibbaq^pala elengi«Kabag Waktu O.utpuKetiiaaTihl TUiBK

b. Melakukan pengumpulan data 
penyusunan NA dan RUU dalam 
kota dan daerah.

c. Menyusun laporan pengumpulan 
data penyusunan NA dan RUU 
dalam kota dan daerah.

d. Menyampaikan laporan pengum­
pulan data kepada Kepala Pusat 
PUU.

8 hari

4 hari

20
menit

Diskusi Pakar/
Narasumber).

b. Pengumpulan data 
dalam kota maksimal 
3 kali dalam 3 hari 
(SOP Pengumpulan 
Data).
Pengumpulan data 
ke daerah
dilaksanakan 
maksimal 5 hari 
(SOP Pengumpulan 
Data).

c. Setiap pengumpulan
data dalam kota 
diberikan waktu 1 
hari setelahnya untuk 
menyusun laporan. 
Setiap pengumpulan 
data daerah
diberikan waktu 3 
hari setelahnya untuk 
menyusun laporan.

a. Menerima laporan.
b. Menugaskan tim untuk merumus- 

kan konsep NA dan menyusun 
kerangka dasar draf RUU.

Laporan

a. Mengadakan rapat untuk

20
menit

Disposisi

Disposisi I 12 |a. Kegiatan. | Rapat dilakukan dengan



9.

10.

merumuskan konsep NA. 
b. Mengadakan rapat untuk menyusun 

kerangka dasar draft RUU:
1) Mengumpulkan bahan.
2) Menganalisis bahan.
3) Merumuskan kerangka dasar/ 

sistematika RUU.
Menyampaikan kerangka dasar/ 
sistematika RUU kepada Kepala 
Pusat PUU.

c.

a. Menerima kerangka dasar/
sistematika RUU

b. Memberi masukan terhadap 
kerangka dasar draf RUU.

c. Menugaskan Ketua Tim untuk 
menyusun draft RUU.

a. Mengadakan rapat untuk
merumuskan draf RUU sesuai 
masukan Kepala Pusat PUU.

b. Menyiapkan presentasi konsep NA 
dan RUU kepada Kepala Pusat 
PUU.

c. Menyampaikan dan memresenta- 
sikan konsep NA dan RUU kepada 
Kepala Pusat PUU.

Kerangka 
dasar 
draf RUU.

Disposisi

20
menit

60
menit

b. Konsep 
NA

c. Kerangka 
dasar 
draf RUU

Disposisi

12 a. Kegiatan
hari b. Bahan

Presen-
2 hari tasi

Konsep
20 NA dan

menit RUU.

pembagtan tugas 
kepada anggota tim.

Rapat dilaksanakan
dengan pembagian 
tugas kepada ang­
gota tim, 12 hari. 
Menyiapkan 
presentasi konsep 
NA dan RUU, 2 hari. 
Konsep NA dan RUU 
disampaikan melalui 
email kepada Kepala 
Pusat PUU.
Presentasi dilaksana­
kan 1 hari.
Dalam hal Koordlna- 
tor Bidang bukan 
sebagai ketua tim,
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13.

14.

Menerima konsep NA dan RUU yang 
telah dipresentasikan:
a. apabila ada koreksi, konsep NA 

dan RUU dikembalikan kepada 
Ketua Tim.

b. apabila tidak ada koreksi, konsep 
NA dan RUU dijadikan bahan 
untuk melakukan uji konsep NA 
dan RUU.

12. a. Mengadakan rapat untuk
membahas konsep NA dan RUU 
berdasarkan koreksi dari Kepala 
Pusat PUU.

b. Menyampaikan konsep NA dan 
RUU hasil koreksi kepada Kepala 
Pusat PUU.

Menugaskan Tim untuk melakukan uji 
konsep NA dan RUU.

a. Melakukan uji konsep NA dan RUU.

Konsep
NA
dan RUU.

Konsep
NA
dan RUU

Konsep
NA
dan RUU

Disposisi

60
menit

2 hari

20
menit

15
menit

6 hari

Konsep NA
dan RUU.

Konsep NA
dan RUU

Disposisi

a. Kegiatan.
b. Bahan 

Presenta- 
si konsep 
NA dan

presentasi oleh ketua
tim didampingi Koor- 
dinator Bidang.

Rapat dilaksanakan 
maksimal 2 hari.
Dalam hal Koordinator 
Bidang bukan sebagai 
ketua tim, pembahasan 
didampingi Koordinator 
Bidang.

a. 3 hari uji konsep NA 
dan RUU ke daerah 
dan 3 hari uji konsep 
NA dan RUU di dalam 
kota (6 hari).
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15.

b. Mengadakan rapat untuk
membahas konsep NA dan RUU 
berdasarkan basil uji konsep.

c. Menyiapkan bahan presentasi 
konsep NA dan RUU untuk Kepala 
BK yang akan disampaikan kepada 
Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau 
Anggota DPR.

d. Menyampaikan bahan presentasi 
konsep NA dan RUU kepada 
Kepala Pusat PUU.

a. Mempresentasikan konsep NA dan 
RUU kepada Kepala BK.

b. Menyampaikan konsep NA dan 
RUU basil presentasi kepada 
Kepala BK.

Bahan 
Presentasi 
konsep 
NA dan 
RUU

2 hari

2 hari

20
menit

1 hari

RUU.

Konsep NA 
dan RUU

- Sesuai dengan 
SOP Uji Konsep 
NA dan RUU

- Uji Konsep NA 
dan RUU dapat 
dilakukan melalui 
seminar, workshop 
/lokakarya, atau 
FGD.

b. Rapat untuk mem­
bahas konsep NA 
dan RUU dilaksana- 
kan 2 hari.

c. Penyiapan bahan 
presentasi dilaksana- 
kan 2 hari.

d. Konsep NA dan RUU 
disampaikan melalui 
email kepada Kepala 
Pusat PUU.

Presentasi dilaksana-
kan 1 hari.
Presentasi oleh Kepala 
Pusat PUU didampingi 
Koordinator Bidang dan/ 
atau Ketua Tim.
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17.

18.

Menerima konsep NA dan RUU yang
telah dipresentasikan;
a. apabila ada koreksi, konsep NA 

dan RUU dikembalikan kepada 
Kepala Pusat PUU untuk 
diteruskan kepada tim.

b. apabila tidak ada koreksi. konsep 
NA dan RUU disampaikan kepada 
AKD atau Anggota DPR.

c. Menugaskan Kabag TU BK untuk 
membuat surat penyampaian NA 
dan RUU kepada Pimpinan AKD 
atau Anggota DPR.
Membuat surat penyampaian NA 
dan RUU yang ditujukan kepada 
Pimpinan AKD atau Anggota DPR. 
Melaporkan pelaksanaan tugas 
dan tindak lanjut surat penyam­
paian NA dan RUU dari Pimpinan 
AKD atau Anggota DPR kepada 
Kepala BKD.

a. Atas permintaan AKD atau Anggota 
DPR. mempresentasikan NA dan 
RUU kepada AKD atau Anggota 
DPR didampingi Kepala Pusat 
PUU. Koordinator Bidang, dan Tim.

b. Menerima masukan dan tanggapan 
dari AKD atau Anggota DPR 
terhadap NA dan RUU yang telah 
dipresentasikan:

1) apabila ada masukan dan 
_______ tanggapan. NA dan RUU

Tidak

Ya

liKa'subbag]

^liPUUi

Keterahg'an
MutUlBaku

eienai mm
Konsep 
NA dan 
RUU

Disposisi

Surat/
Perminta­
an

1 hari

1 hari

1 hari

Disposisi

Surat

a. Presen- 
tasi

b. Masukan
c. Disposisi

Tembusan disampaikan 
kepada:
1. Sekretaris Jenderal 

DPR.
2. Kepala Pusat PUU.

Sesuai dengan permin­
taan AKD atau Anggota 
DPR.
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19.

20.

disempurnakan oleh Kepala 
BKD.

2) apabila tidak ada masukan dan 
tanggapan, NA dan RUU 
diserahkan kepada AKD atau 
Anggota DPR.

c. Menugaskan Kepala Pusat PUU 
untuk menyempurnakan NA dan 
RUU.

Menerima dan menugaskan Ketua Tim 
untuk melakukan penyempurnaan NA 
dan RUU berdasarkan masukan dan 
tanggapan AKD atau Anggota DPR.

a. Mengadakan rapat untuk menyem­
purnakan NA dan RUU sesuai 
dengan masukan dan tanggapan 
dari AKD atau Anggota DPR.

b. Menyampaikan NA dan RUU basil 
penyempurnaan kepada Kepala 
Pusat PUU.

Disposisi

Disposisi

15
menit

3 hari

Disposisi

a. Kegiatan.
b. NAdan 

RUU

Kepala Pusat PUU 
dapat menugaskan 
Koordinator Bidang 
untuk berkoordinasi 
dengan Ketua Tim 
dalam penyempurnaan 
NA dan RUU.

21, a. Menerima NA dan RUU basil 
penyempurnaan.

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk membuat surat 
penyampaian NA dan RUU basil 
penyempurnaan kepada Kepala 
BKD.

NA dan
RUU.

15
menit

Disposisi

22. a. Membuat surat penyampaian NA 
dan RUU basil penyempurnaan 
kepada Kepala BKD.

b. Menyampaikan surat kepada

Disposisi 30
menit

Surat



23.

24.

25.

26.

26.

27.

Kepala Pusat 
ditandatangani.

PUL) untuk

Menandatangani surat penyampaian 
NA dan RUU hasil penyempurnaan 
dan menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk menyampaikannya kepada 
Kepala BKD.
Menyampaikan surat beserta lampiran
kepada Kepala BKD melalui Kabag TU 
BKD.
Menerima dan menyampaikan surat 
beserta lampiran kepada Kepala BKD.
a. Menerima NA dan RUU yang telah 

disempurnakan.
b. Menugaskan Kabag TU BKD untuk 

membuat surat penyampaian NA 
dan RUU kepada AKD atau 
Anggota DPR.

a. Membuat surat penyampaian NA
dan RUU hasil penyempurnaan 
kepada Pimpinan AKD atau 
Anggota DPR.

b. Menyampaikan surat kepada 
Kepala BKD untuk ditandatangani.

Menandatangani surat dan
menugaskan Kabag TU BKD untuk 
menindaklanjuti.

Surat

Disposisi

Surat, NA, 
dan RUU

NA dan
RUU

Disposisi

Surat

15
menit

10
menit

10
menit

15
menit

30
menit

15
menit

Disposisi

Surat. NA,
dan RUU

Surat, NA. 
dan RUU

Disposisi

Surat

Disposisi

Tembusan disampaikan 
kepada:
1. Sekretaris Jenderal 

DPR
2. Kepala Pusat PUU

10



28.

29.

a. Mengirimkan surat kepada 
Pimpinan AKD atau Anggota DPR.

b. Menyampaikan copy surat, NA, dan 
RUU hasil penyempurnaan kepada 
Kasubbag TU Pusat PUU untuk 
didokumentasikan.

Mendokumentasikan NA dan RUU.

Disposisi

Copy.
surat,
NA.RUU

20
menit

10
menit

a. Kegiatan
b. Copy, 

surat, 
NA, dan 
RUU

Arsip surat, 
NA, dan 
RUU.

Pendokumentasian NA
dan RUU dibuat SOP 
tersendiri.

11



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

-eDAS’/^R:HaKUMii
1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN ... Mei 2016
TGL REVISI -
TGL. EFEKTIF -
DISAHKAN OLEH Kepala Pusat Perancangan 

Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

NAMA SOP PENGUMPULAN DATA NASKAH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

SKUA'iilElKASirRECAi^S’Al^A':
1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Memahami Pelaksanaan Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang.
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3. a.

b.

4.

c.

Menerima TOR serta nama dan 
alamat stakeholder yang dituju. 
Melakukan proses administrasi 
dan mengajukan permohonan 
penggunaan anggaran untuk 
kegiatan pengumpulan data;
1) membuat nota dinas Kepala 

Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUU) yang ditujukan 
kepada Kepala Badan 
Keahlian DPR Rl (BKD).

2) membuat surat permohonan 
penggunaan anggaran kepada 
Sekretaris Jenderal yang 
ditandatangani oleh Kepala 
BKD.

Menyampaikan TOR. nota dinas, 
dan surat permohonan
penggunaan anggaran kepada 
Kepala Pusat PUU,

a.

b.

Menerima TOR, nota dinas, dan 
surat permohonan penggunaan 
anggaran pengumpulan data. 
Menandatangani nota dinas yang 
ditujukan kepada Kepala BKD. 
Menyerahkan TOR, nota dinas, 
dan surat permohonan m

c. TOR
d. Daftar 

stake­
holder

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu

1 hari

20
menit

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan

minggu sebelum
keberangkatan.

Surat permohonan 
penggunaan anggaran 
ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal dan 
ditembuskan kepada;
1. Kepala Pusat PUU
2. Kepala Biro

Perencanaan dan 
Keuangan

3. Kepala Bagian 
Perjalanan

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggun
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8.

9.

BKD, untuk ditindaklanjuti .

Menerima dan menyerahkan TOR, 
nota dinas dan surat permohonan 
penggunaan anggaran yang sudah 
ditandatangani Kepala BKD kepada 
Kasubbag TU Pusat PUU.

a.

b.

c.

Menerima dan meneruskan TOR
dan surat permohonan penggunaan 
anggaran yang sudah
ditandatangani Kepala BKD kepada 
Sekretaris Jenderal beserta 
tembusannya.
Melaporkan kepada Kepala Pusat 
PUL) bahwa surat permohonan 
penggunaan anggaran sudah 
disampaikan kepada Sekretaris 
Jenderal dan sedang dilakukan 
proses pencairan anggaran di Biro 
perencanaan.
Melakukan proses pencairan 
anggaran di Biro Perencanaan dan 
Keuangan serta di Bagian 
Perjalanan.

anggara
n

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu 
naan 
anggar­
an

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu 
naan 
anggara 
n

15
menit

20
menit

20
menit

7 hari

anggara
n

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggun 
aan
anggar­
an

- SPPD
- DOP



13.

14.

dari Ketua Tim.
b. Menyusun laporan

pertanggungjawaban perjalanan 
dinas pengumpulan data.

c. Menyampaikan laporan
pengumpulan data dan laporan 
pertanggungjawaban perjalanan 
dinas pengumpulan data kepada 
Kepala Pusat PUU.

d. Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban perjalanan 
dinas pengumpulan data kepada 
Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan.

a. Menerima laporan pengumpulan
data dan Laporan
Pertanggungjawaban Perjalanan 
Dinas.

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk mendokumentasikan 
Laporan pengumpulan data dan 
Laporan Pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas.

Mendokumentasikan 
Pengumpulan data 
Pertanggungjawaban 
Dinas.

Laporan 
dan Laporan 

Perjalanan

- SPPD

Laporan 
pengum­
pulan data 
Laporan 
Pertanggun 
gjawaban 
Perjalanan 
Dinas

a. Disposi-
si

b. Laporan 
pengum 
pulan 
data

5 hari

20
menit

20
menit

20
menit

Perjalanan 
Dinas

DisposisI

Pendoku-
mentasian

SOP
Pendokumentasian 
Hasil Kerja
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AKADEWllKNASKAHKONSEPNAMA SOP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

kTiAi^lPlKAs(4REm~KSlAN^
Pembentukan PeraturantentangTahunUndang-Undang Nomor

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat9 Dewan9 Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dar] D®^an Ppnwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Unda g- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan alas Undan9_Upg®"9 NoLr 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan plrwakilan Daerah, dan Dewan Perwak.lan
PerkatautraDnaeparesiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun f 15 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah fn9an ''er2oU15ntentang Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan alasVeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

5 Peraturan'^Sekre^aris Jendera^Tperwakilan Rakyat Republik Indonesia 
NnmorTTahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderaldan Badan Keahfan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pf^rwakilan Rakyat Republik Indonesia Nom_or 2 Tahun 2016 tentang

3.

4.

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIP
DISAHKAN OLEH

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

Dr. Innsentius Samsul. S.H.. M.HurrL NIP.19650710 199003 1 007

1. MemahamT Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.2 Memahami Penyusunan Naskah Akademik.3 Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.4 Memahami Pelaksanaan Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 
Undang.



danMenerima TOR serta namaalamat stakeholder yang dituju
b. Melakukan proses administrasi dan mengajukan permohonan

penggunaan anggaran untuk 
kegiatan uji konsep;

- membuat nota dinas Kepala 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUU) yang akan 
ditujukan kepada Kepala 
Badan Keahlian DPR RI 
(BKD).
membuat surat permohonan 
penggunaan anggaran kepada 
Sekretaris Jenderal DPR Rl 
yang ditandatangani oleh 
Kepala BKD. 

c. Menyerahkan laporan proses permohonan penggunaan anggaran 
kepada Kepala Pusat PUU. 
Menerima laporan proses permohonan penggunaan anggaran 
dari Kasubbag TU Pusat PUU. 
Menugaskan Ketua Tim untuk 
mengirimkan konsep NA dan RUU 
kepada pakar/narasumber dan 
■sfakeho/der yang dituju.

a.

b.

a. TOR
b. Daftar 

stakehold 
er

1 hari a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permoho 
nan
Penggun
aan
Anggaran

Laporan

Kasubbag TU Pusat 
PUU paling lambat 3 
(tiga) minggu
sebelum 
keberangkatan.

Proses Adminsitrasi 
mengacu kepada SOP 
Permohonan 
Penggunaan Anggaran 
Pengumpulan Data/ Uji 
Konsep

20 menit Disposisi



I MM
H m■■

8. Mendokumentasikan laporan U]i
Konsep. T

•>iw
a. Disposisi
b. Laporan

Uji
Konsep

20 menit Pendoku-
mentasian

1

oUr
Pendokumentasian
Hast! Kerja



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. ^

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 fentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

3.

4.

5.

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

DISKUSI PAKAR/NARASUMBER DALAM
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Memahami Penyelenggaraan Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.



3.

fmm.
MutinBaku

KeteranaanKasubrElatan Kabag ^lelenglbagiruKetuaKepala WaktuRusat

•SBESS

yoyl-'i" •■ ''■-

dengan substansi NA dan 
RUU yang akan disusun. 

Menyampaikan TOR dan nama 
pakar/narasumber kepada 
Kepala Subbagian Tata Usaha 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (Kasubbag TU Pusat 
PUU) untuk pengurusan 
administrasi dan keuangan.

b.

c.

Menerima TOR dan nama 
pakar/narasumber.
Melakukan pengurusan
administrasi dan keuangan 
yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan kegiatan. 
Membuat surat undangan 
untuk ditandatangani oleh 
Kepala Badan Keahlian DPR 
Rl (BKD).

a. TOR
b. Nama 

pakar/ 
narasum 
her

4 hari a. Surat
b. Disposisi

Pengurusan 
administrasi dan 
keuangan, meliputi:
- Surat undangan 

untuk pakar
- Surat izin untuk 

mengeluarkan 
honorarium 
pakar/narasumber 
dan moderator 
yang
ditandatangani oleh 
Kepala Pusat BKD

- menyiapkan "bukti 
kas" pembayaran 
honor
pakar/narasumber 
yang akan
ditandatangani oleh 
Pakar/narasumber 
dan kwitansi kas 
bon sementara



mmM....... .. iRe I a ksana^!*^!

i^.KasubT
•iSMfBi

Keteranaanj^^Kabag^
WJW’ ^.Pala Ketua KelenalRusat Waktu OutputBKD irimfe

makalah/bahan pakar.

Menenma iaporan singkat 
hasil diskusi yang dilengkapi 
dengan makalah/bahan 
pakar.
Menyusun Iaporan keuangan 
penggunaan anggaran
pelaksanaan diskusi. 
Menyampaikan iaporan 
singkat hasil diskusi kepada 
Kepala Pusat PUU dilengkapi 
dengan makalah/bahan 
pakar.

Laporan
singkat 
dilengkapi 
makalah/ 
bahan 
pakar

2 hari Laporan Keuangan

a. Menenma laporan singkat
hasil diskusi dengan
pakar/narasumber.

b. Menugaskan Kasubbag TU
Pusat PUU untuk
mendokumentasikan laporan 
singkat hasil diskusi
pakar/narasumber.

Laporan
singkat

20 
menit

Disposisi

Mendokumentasikan
hasil diskusi 
pakar/narasumber.

laporan
dengan

Laporan
singkat

Pendokumentasian SOP
Pendokumentasian 
Hasil Kerja
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DASAR-HUKUM:k^^^i^;^______________
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Penwakiian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang

NOMOR SOP
TGL, PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mel 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

kualifikasi-pelaksa:'^
1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.



Atas PeTSan A^t Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk 
SOTP^ngumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
SOdpanD9i;Uku^npakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang.RDP Pendokumentasian Hasil Kerja

SSSS—HSHS
Indonesia.

1,

2.

3.

4.

^PERALiAT^/PERnENGKAPAN;^
.. »!_»_ -j;___ .-/l.-irv^K'^r WicnriQI^I

^PE^GATAN:1v^K^!^^;!?tro^^
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan.

1. Nota dinas/lembar disposisi.
2. Komputer/printer/scanner,
3. Jaringan intt3rnet.
4 Buku terkait penggunaan teori dalam
5. Pef^^lu^ann ^erundang-undangan terkait penyusunan Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang.

penyusunan Naskah Akademik dan

ij P EN C AT AT A N' DA N 'P E N DAT A'A N
Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

1.

2.

a. Menerima arahan dari Kepala
Badan Keahlian DPR RI (BKD) 
untuk menyusun Naskah Akademik 
(NA) dan Rancangan Undang- 
Undang (RUU).

b. Menugaskan Ketua Tim untuk melaksanakan penyusunan time schedule/rencana kegiatan penyu­
sunan NA dan RUU.

erang

-KasuBBagl Kelehg;
‘icapan Output■WJU Pusat

DisposisiArahan
menit

Kr.'V!' ■ • 'j;;vk' Keglatan
■‘Kepala.
■^BKD1'"'-

Kep^^^IJS^’';
-VPusatTT. ŷketua Tim

puu

rapat dengana. Mengadakan 
anggota tim:
1) Melakukan brainstorming.
2) Menentukan time schedule!

_____ rencana kegiatan.________

<-Kabag‘T
;;TUBK>i

T Disposisi 4 jam Time
Schedule!
Rencana
kegiatan

Pembentukan Tim 
dibuat SOP tersendiri.



4.

5.

6.

b. Menyampaikan time schedule! 
rencana kegiatan kepada Kepala 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUD).
Menerima time schedule/rencans
kegiatan penyusunan NA. 

b. Menugaskan Ketua Tim untuk:
1) Melakukan pengumpulan bahan 

kepustakaan.
2) Melakukan kajian dan telaahan 

bahan kepustakaan terkait 
urgensi RUU.

3) Menyusun outline NA.
a. Melakukan pengumpulan bahan 

kepustakaan.
Melakukan kajian dan telaahan 
bahan kepustakaan terkait urgensi 
RUU.

b. Menyusun outline A/A.
c. Mempresentasikan dan

menyampaikan outline NA dan 
time schedule! rencana kegiatan 
kepada Kepala Pusat PUU.

a. Menyampaikan masukan terkait 
outline NA dan time schedule! 
rencana kegiatan kepada tim.

b. Menugaskan Ketua Tim untuk 
menindaklanjuti rencana kegiatan.

a. Melakukan diskusi dengan 
pakar/narasumber terkait penyusun­
an NAdan RUU. ____________

Time 
Schedule! 
Rencana 
kegiatan

Outline 
NA dan 
time
schedule!
rencana
kegiatan
Disposisi

60
menit

4 hari

a. Bahan
Pustaka

b. Outline 
NA

c. Time 
Schedui 
e!
Rencana
kegiatan

Disposisi

a. Kegiatan
b. Laporan

a. Diskusi dilaksanakan
maksimal 4 kali 
dalam 4 hari (SOP



7.

8.

b. Melakukan pengumpulan data 
penyusunan NA dan RUU dalam 
kota dan daerah.

c. Menyusun laporan pengumpulan 
data penyusunan NA dan RUU 
dalam kota dan daerah.

d. Menyampaikan laporan pengum­
pulan data kepada Kepala Pusat 
PUU.

a. Menerima laporan.
b. Menugaskan tim untuk merumus- 

kan konsep NA dan menyusun 
kerangka dasar draf RUU.

a. Mengadakan rapat untuk

Laporan

DisposisI

8 hari

4 hari

20
menit

20
menit

Disposisi

12 a. Kegiatan.

Diskusi Pakar/
Narasumber).

b. Pengumpulan data 
dalam kota maksimal 
3 kali dalam 3 hari 
(SOP Pengumpulan 
Data).
Pengumpulan data 
ke daerah
dilaksanakan 
maksimal 5 hari 
(SOP Pengumpulan 
Data).

c. Setiap pengumpulan
data dalam kota 
diberikan waktu 1 
hari setelahnya untuk 
menyusun laporan. 
Setiap pengumpulan 
data daerah
diberikan waktu 3 
hari setelahnya untuk 
menyusun laporan.

Rapat dilakukan dengan



9.

10.

c.

a.

b.

c.

merumuskan konsep NA. 
Mengadakan rapat untuk menyusun 
kerangka dasar draft RUU:
1) Mengumpulkan bahan.
2) Menganalisis bahan.
3) Merumuskan kerangka dasar/ 

sistematika RUU.
Menyampaikan kerangka dasar/ 
sistematika RUU kepada Kepala 
Pusat PUU.
Menerima kerangka dasar/
sistematika RUU
Member! masukan terhadap 
kerangka dasar draf RUU. 
Menugaskan Ketua Tim untuk 
menyusun draft RUU.

a. Mengadakan rapat untuk
merumuskan draf RUU sesuai 
masukan Kepala Pusat PUU.

b. Menyiapkan presentasi konsep NA 
dan RUU kepada Kepala Pusat 
PUU.

c. Menyampaikan dan memresenta- 
sikan konsep NA dan RUU kepada 
Kepala Pusat PUU.

m

Kerangka 
dasar 
draf RUU.

Disposisi

20
men it

60
menit

b. Konsep 
NA

c. Kerangka 
dasar 
draf RUU

Disposisi

12 a. Kegiatan. •
hari b. Bahan 

Presen-
2 hari tasi

Konsep ■

20 NA dan
menit RUU.

pembagian tugas 
kepada anggota tim.

Rapat dilaksanakan
dengan pembagian 
tugas kepada ang­
gota tim, 12 hari. 
Menyiapkan 
presentasi konsep 
NAdan RUU, 2 hari. 
Konsep NA dan RUU 
disampaikan melalui 
email kepada Kepala 
Pusat PUU.
Presentasi dilaksana­
kan 1 hari.
Dalam hal Koordina- 
tor Bidang bukan 
sebagai ketua tim.



11.

12.

13.

Menerima konsep NA dan RUU yang
telah dipresentasikan;
a. apabila ada koreksi, konsep NA 

dan RUU dikembalikan kepada 
Ketua Tim.

b. apabila tidak ada koreksi, konsep 
NA dan RUU dijadikan bahan 
untuk melakukan uji konsep NA 
dan RUU.

a. Mengadakan rapat untuk
membahas konsep NA dan RUU 
berdasarkan koreksi dari Kepala 
Pusat PUU.

b. Menyampaikan konsep NA dan 
RUU basil koreksi kepada Kepala 
Pusat PUU.

Menugaskan Tim untuk melakukan uji 
konsep NA dan RUU.

Tidak

iKetua^Tim;:,

peIaksa'na,s|^S^v^

K'egjatan |Kepala
?[|Ru?atf4gBKD^.

.Kabag;j?
liTCJ'BK^

^Kasiiibbagl
STU'PUslt|

MutuIBaku

OutputWaiktu

Konsep
NA
dan RUU.

Konsep
NA
dan RUU

Konsep
NA
dan RUU

60
menit

2 hari

20
menit

15
menit

Konsep NA 
dan RUU.

Konsep NA 
dan RUU

Disposisi

presentasi oleh ketua 
tim didampingi Koor- 
dinator Bidang.

Rapat dilaksanakan
maksimal 2 hari.
Dalam hal Koordinator 
Bidang bukan sebagai 
ketua tim, pembahasan 
didampingi Koordinator 
Bidang.

14. a. Melakukan uji konsep NA dan RUU. Disposisi 6 hari a. Kegiatan.
b. Bahan 

Presenta­
si konsep 
NA dan

a. 3 hari uji konsep NA
dan RUU ke daerah 
dan 3 hari uji konsep 
NA dan RUU di dalam 
kota (6 hari).



Relaksana
M

pSRiLl®s?Rusy%A
j!;'Kegiatan sKepala iketua^irjm^

BKDm

15.

b. Mengadakan rapat untuk
membahas konsep NA dan RUU 
berdasarkan basil uji konsep.

c. Menyiapkan bahan presentasi 
konsep NA dan RUU untuk Kepala 
BK yang akan disampaikan kepada 
Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau 
Anggota DPR.

d. Menyampaikan bahan presentasi 
konsep NA dan RUU kepada 
Kepala Pusat PUU.

a. Mempresentasikan konsep NA dan 
RUU kepada Kepala BK.

b. Menyampaikan konsep NA dan 
RUU basil presentasi kepada 
Kepala BK.

iKabag..
$tu1bk^

^Kasubba'gtS

Bahan 
Presentasi 
konsep 
NA dan 
RUU

2 hari

2 hari

20
menit

1 hari

RUU.

Konsep NA 
dan RUU

Sesuai dengan 
SOP Uji Konsep 
NA dan RUU 

- Uji Konsep NA 
dan RUU dapat 
dilakukan melalui 
seminar, workshop 
/lokakarya, atau 
FGD.

b. Rapat untuk mem­
bahas konsep NA 
dan RUU dilaksana- 
kan 2 hari.

c. Penyiapan bahan 
presentasi dilaksana- 
kan 2 hari.

d. Konsep NA dan RUU 
disampaikan melalui 
email kepada Kepala 
Pusat PUU.

Presentasi dilaksana- 
kan 1 hari.
Presentasi oleh Kepala 
Pusat PUU didampingi 
Koordinator Bidang dan/ 
atau Ketua Tim.
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KeteranganRelaksaha MutulBaku
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SKasQbpgKepala
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RUU

iKabagf Keleng.-
^kanan

Kepala WaktuIITUifJusHKetua^Jirn ilTUIBKfi

17.

18.

Menerima konsep NA dan RUU yang 
telah dipresentasikan: 
a. apabila ada koreksi, konsep NA 

dan RUU dikembalikan kepada 
Kepala Pusat PUU untuk 
diteruskan kepada tim. 
apabila tidak ada koreksi, konsep 
NA dan RUU disampaikan kepada 
AKD atau Anggota DPR. 
Menugaskan Kabag TU BK untuk 
membuat surat penyampaian NA 
dan RUU kepada Pimpinan AKD 
atau Anggota DPR.

b.

c.

a.

b.

Membuat surat penyampaian NA 
dan RUU yang ditujukan kepada 
Pimpinan AKD atau Anggota DPR. 
Melaporkan pelaksanaan tugas 
dan tindak lanjut surat penyam­
paian NA dan RUU dari Pimpinan 
AKD atau Anggota DPR kepada 
Kepala BKD.

a. Atas permintaan AKD atau Anggota 
DPR, mempresentasikan NA dan 
RUU kepada AKD atau Anggota 
DPR didamplngi Kepala Pusat 
PUU, Koordinator Bldang, dan Tim.

b. Menerima masukan dan tanggapan 
dari AKD atau Anggota DPR 
terhadap NA dan RUU yang telah 
dipresentasikan;

1) apabila ada masukan dan 
_______tanggapan, NA dan RUU

Tidak

m

Konsep 
NA dan 
RUU

Disposisi

Surat/
Perminta­
an

1 hari

1 hari

1 hari

^Output] 

Disposisi

Surat

a. Presen- 
tasi

b. Masukan
c. Disposisi

Tembusan disampaikan
kepada:
1. Sekretaris Jenderal 

DPR.
2. Kepala Pusat PUU.

Sesuai dengan permin­
taan AKD atau Anggota 
DPR.



19.

20.

21,

22.

disempurnakan oleh Kepala 
BKD.

2) apabila tidak ada masukan dan 
tanggapan, NA dan RUU 
diserahkan kepada AKD atau 
Anggota DPR.

c. Menugaskan Kepala Pusat PUU 
untuk menyempurnakan NA dan 
RUU. ____

Menerima dan menugaskan Ketua Tim 
untuk melakukan penyempurnaan NA 
dan RUU berdasarkan masukan dan 
tanggapan AKD atau Anggota DPR.

Mengadakan rapat untuk menyem­
purnakan NA dan RUU sesuai 
dengan masukan dan tanggapan 
dari AKD atau Anggota DPR. 
Menyampaikan NA dan RUU basil 
penyempurnaan kepada Kepala 
Pusat PUU.

a. Menerima NA dan RUU basil 
penyempurnaan.

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk membuat surat 
penyampaian NA dan RUU basil 
penyempurnaan kepada Kepala 
BKD.

a. Membuat surat penyampaian NA
dan RUU basil penyempurnaan 
kepada Kepala BKD.

b. Menyampaikan surat kepada

Disposisi

Disposisi

NA dan 
RUU.

Disposisi

15
menit

3 ban

15
menit

30
menit

Disposisi

a. Kegiatan.
b. NA dan 

RUU

Disposisi

Surat

Kepala Pusat PUU
dapat menugaskan 
Koordinator Bidang 
untuk berkoordinasi 
dengan Ketua Tim 
dalam penyempurnaan 
NA dan RUU.



Menyampaikan surat beserta lampiran 
kepada Kepala BKD melalui Kabag TU 
BKD.

Mutu^Baku

pKeleng;; OutputeWaktu;TU;BK fmmi
Kepala Pusat 
ditandatangani.

DisposisiSuratMenandatangani surat penyampaian 
NA dan RUU basil penyempurnaan 
dan menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk menyampaikannya kepada 
Kepala BKD,

menit

Surat, NA,
dan RUU

Disposisi
men it

Surat, NA 
dan RUU

Surat, NA,
dan RUU menit

Tembusan disampaikan
kepada:
1. Sekretaris Jenderal 

DPR
2. Kepala Pusat PUU

Disposisi15
menit

NA dan 
RUU

Surat30
menit

Disposisi

Disposisi15
menit

Surat

Menerima dan menyampaikan surat 
beserta lampiran kepada Kepala BKD.

Menerima NA dan RUU yang telah 
disempurnakan.
Menugaskan Kabag TU BKD untuk 
membuat surat penyampaian NA 
dan RUU kepada AKD atau 
Anggota DPR.

a. Membuat surat penyampaian NA 
dan RUU basil penyempurnaan 
kepada Pimpinan AKD atau 
Anggota DPR.

b. Menyampaikan surat kepada 
Kepala BKD untuk ditandatangani.

Menandatangani surat dan 
menugaskan Kabag TU BKD untuk 
menindaklanjuti.

10



28.

^Kepala'1;-:-
llRiJsafgiti
^'ru'uMS

i-:Kabag,ir
'TU BK;£

;gKasubbag
^j^TU'P'usat;!
-?5SVPUU|v.^ppp

a. Mengirimkan surat kepada
Pimpinan AKD atau Anggota DPR,

b. Menyampaikan copy surat, NA, dan 
RUU hasil penyempurnaan kepada 
Kasubbag TU Pusat PUU untuk 
didokumentasikan.

Disposisi 20
menit

a. Kegiatan
b. Copy, 

surat,
NA, dan 
RUU

29. Mendokumentasikan NA dan RUU. Copy,
surat,
NA.RUU

10
menit

Arsip surat, 
NA, dan 
RUU.

Pendokumentasian inm 
dan RUU dibuat SOP 
tersendiri.

11



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2.

3.

4,

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Repubiik Indonesia.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Repubiik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia Nomor

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

PENGUMPULAN DATA NASKAH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Memahami Pelaksanaan Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang.



spaponipi MufulBaku
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Rusat
KelenMKegiatan IRaba^ OutputWaktu

'Job Kepaja KetuarTims kapan^TUiBKDw I^sa

minggu sebelum 
keberangkatan.

permohonanSurat
penggunaan anggaran 
ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal dan

a. TOR 
3. Nota 

Dinas 
c. Surat 

Permo 
honan

1 banc. TOR
d. Daftar 

stake­
holder

Menerima TOR serta nama 
alamat stakeholder yanq dituju. 
Melakukan proses administrasi 
dan mengajukan permohonan 
penggunaan anggaran untuk
kegiatan pengumpulan data:
1) membuat nota dinas Kepala 

Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUU) yang ditujukan 
kepada Kepala Badan
Keahlian DPR Rl (BKD). 
membuat surat permohonan 
penggunaan anggaran kepada 
Sekretaris Jenderal yang 
ditandatangani oleh Kepala 
BKD.

Menyampaikan TOR, nota dinas, 
dan surat permohonan
penggunaan anggaran kepada
Kepala Pusat PUU.

Keuangan 
3. Kepala 

Perjalanan
Bagian

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggun

20
menit

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu

Menerima TOR. nota dinas, dan 
surat permohonan penggunaan
anggaran pengumpulan data 
Menandatangani nota dinas yang 
ditujukan kepada Kepala BKD. 
Menyerahkan TOR, nota dinas 
dan surat permohonan



8.

9.

BKD, untuk ditindaklanjuti.

Menerima dan menyerahkan TOR, 
nota dinas dan surat permohonan 
penggunaan anggaran yang sudah 
ditandatangani Kepala BKD kepada 
Kasubbag TU Pusat PUU.

a. Menerima dan meneruskan TOR
dan surat permohonan penggunaan 
anggaran yang sudah
ditandatangani Kepala BKD kepada 
Sekretaris Jenderal beserta 
tembusannya.

b. Melaporkan kepada Kepala Pusat 
PUU bahwa surat permohonan 
penggunaan anggaran sudah 
disampaikan kepada Sekretaris 
Jenderal dan sedang dilakukan 
proses pencairan anggaran di Biro 
perencanaan.

c. Melakukan proses pencairan 
anggaran di Biro Perencanaan dan 
Keuangan serta di Bagian 
Perjalanan.

anggara
n

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu 
naan 
anggar­
an

15
menit

anggara
n

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggun 
aan
anggar­
an

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permo­
honan 
penggu 
naan 
anggara 
n

20
menit

- SPPD
- DOP

20
menit

7 hari



13.

dari Ketua Tim.
Menyusun laporan
pertanggungjawaban perjalanan 
dinas pengumpulan data.

c. Menyampaikan 
pengumpulan data 
pertanggungjawaban 
dinas pengumpulan 
Kepala Pusat PUU.

d. Menyampaikan 
pertanggungjawaban 
dinas pengumpulan 
Kepala Biro 
Keuangan.

laporan 
dan laporan 

perjalanan 
data kepada

laporan 
perjalanan 

data kepada 
Perencanaan dan

a.

b.

Menerima laporan pengumpulan 
data dan Laporan
Pertanggungjawaban Perjalanan 
Dinas.
Menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk mendokumentasikan 
Laporan pengumpulan data dan 
Laporan Pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas.

14. Mendokumentasikan 
Pengumpulan data 
Pertanggungjawaban 
Dinas.

Laporan 
dan Laporan 

Perjalanan

Laporan
pengum­
pulan data 
Laporan 
Pertanggun 
gjawaban 
Perjalanan 
Dinas

a. Disposi- 
si

b. Laporan 
pengum 
puian 
data

5 hari

20
menit

20
menit

20
menit

Perjalanan
Dinas

Disposisi

Pendoku-
mentasian

SOP
Pendokumentasian 
Hasil Kerja



gDASAR'HOKUM:^

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pembentukan Peraturan
2 Un^^nt^U^<^^ri^^nNomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat Dewan9 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan ^e^an perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan ^ndang Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undan9-U^^^^^ Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajeKs Permusyawaratan Rakyat- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
3 Perkatutranaeparesiden Republik Indonesia Nomor 27 ‘[ahun 201^Rt®"tfhr?^Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah f n9an^e2QU/|nte®3 Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentan9Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.5 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan RakyatJ^ePu/3llk Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Ke9a|pe_k'^dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana I^lah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tent _g

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PU/ /BK DPR Rl/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

nr Inosentius Samsul, S.H.. M.Hunn, 
NIP.19650710 199003 1 007

Uji kONSEP NASKAH AKADEWIIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.2 Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
Sra-i ;XSararurKXnprk«dn^^^^ dan Rancangan Undang- 
Undang.



a Menerima TOR serta nama alamat stakeholder yang dituju 
b. Melakukan proses administrasi dan 

mengajukan permohonanpenggunaan anggaran untuk
kegiatan uji konsep:

membuat nota dinas Kepala 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (PUU) yang akan 
ditujukan kepada Kepala 
Badan Keahlian DPR Rl 
(BKD).

- membuat surat permohonan 
penggunaan anggaran kepada 
Sekretaris Jenderal DPR Ri 
yang ditandatangani oleh 
Kepala BKD.

c. Menyerahkan laporan proses permohonan penggunaan anggaran
kepada Kepala Pusat PUU:_______a. Menerima laporan proses permohonan penggunaan anggaran 
dari Kasubbag TU Pusat PUU. Menugaskan Ketua Tim untuk mengirimkan konsep NA dan RUU kepada pakar/narasumber dan 
Kfakehotder yanQ dituja

iWlutulBakuRelaks.ana

KeteranKa-sup
Kele^ ^Output

Kepala
LWaktufKepa^

kap^fPusatKetuaaliimPusat

Kasubbag TU Pusat 
PUU paling lambat 3 
(tiga) minggu
sebelum 
keberangkatan

Proses Adminsitrasi 
mengacu kepada SOP 
Permohonan 
Penggunaan Anggaran

a. TOR
b. Nota 

Dinas
c. Surat 

Permoho 
nan
Penggun

a. TOR
b. Daftar 

stakehold

pengumpulan Data/ Uji 
Konsep

Anggaran

Laporan 20 menit Disposisi



Mendokumentasikan
Konsep.

laporan a. Disposisi
b. Laporan 

Uji
Konsep

20 menit | Pendoku- 
mentasian

SOP
Pendokumentasian 
Hasil Kerja



DA S"A R:H U K U IVl: ■

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Penwakilan 
Rakyat Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

4. Peraturan Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

lKUA'[flFlfeA!SlL:REIffl^KSrANAl

PU/ /BK DPR RI/5/2016
... Mei 2016

Kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul. S.H.. M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

DISKUSI PAKAR/NARASUMBER
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DALAM
DAN

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Memahami Penyelenggaraan Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.



3.

dengan substansi NA dan 
RUU yang akan disusun.

b. Menyampaikan TOR dan nama 
pakar/narasumber kepada 
Kepala Subbagian Tata Usaha 
Pusat Perancangan Undang- 
Undang (Kasubbag TU Pusat 
PUU) untuk pengurusan 
administrasi dan keuangan.

a. Menerima TOR dan nama 
pakar/narasumber.

b. Melakukan pengurusan
administrasi dan keuangan 
yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan kegiatan.

c. Membuat surat undangan 
untuk ditandatangani oleh 
Kepala Badan Keahlian DPR 
Rl (BKD).

a. TOR
b. Nama 

pakar/ 
narasum 
ber

4 hari a. Surat
b. Disposisi

Pengurusan 
administrasi dan
keuangan, meliputi;
- Surat undangan 

untuk pakar
- Surat izin untuk 

mengeluarkan 
honorarium 
pakar/narasumber 
dan moderator 
yang
ditandatangani oleh 
Kepala Pusat BKD

- menyiapkan "bukti 
kas" pembayaran 
honor
pakar/narasumber 
yang akan
ditandatangani oleh 
Pakar/narasumber 
dan kwitansi kas 
bon sementara



b.

c.

Menerima laporan singkat 
basil diskusi yang dilengkapi 
dengan makalah/bahan 
pakar.
Menyusun laporan keuangan 
penggunaan anggaran
pelaksanaan diskusi. 
Menyampaikan laporan 
singkat basil diskusi kepada 
Kepala Pusat PUU dilengkapi 
dengan makalah/bahan 
pakar.

bahan
pakar

a. Menerima laporan singkat
basil diskusi dengan
pakar/narasumber.

b. Menugaskan Kasubbag TU
Pusat PUU untuk
mendokumentasikan laporan 
singkat basil diskusi
pakar/narasumber.

Laporan
singkat

20
menit

Disposisi

Mendokumentasikan laporan 
basil diskusi dengan 
pakar/narasumber.

Laporan
singkat

Pendokumentasian SOP
Pendokumentasian 
Hasil Kerja



PEDOMAN WAWANCARA

Tidak

Tidak Tahu

SOP terkait apa saja yang saudara 
ketahui?

Apakah

anggota tim penyusun SOP?

saudara termasuk

Mengapa saudara tidak 

mengetahui terkait SOP yang 

ada?

Apakah SOP tersebut sudah diterapkan dalam 

pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan RUU?

Bagaimana praktik dalam 

penyusunan Naskah Akademik 

dan RUU selama ini? Apakah ada 

ketetapan yang baku atau 

kesepakatan dalam pembentukan 

tim?

Apakah saudara mengetahui SOP penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang ada di 

lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang?

Apa latar belakang 

penyusunan SOP? 

Apa dasar hukum 

yang dijadikan 

referensi dalam

Adakah kendala

SOP ini?

penyusunan SOP?

dalam penyusunan



Ya Tidak

I
Mengapa 

SOP belum 

diterapkan?

Apakah sebenarnya dibutuhkan SOP dalam proses penyusunan Naskah

Akademik dan RUU?

I
Bagaimana saran perbaikan untuk SOP kedepannya?



Perbandingan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi RI No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kediia atas Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang 
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka

Kreditnya
Dengan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan 
Fungsional Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan dan Angka 

Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI No. 6 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan dan Angka 

Kreditnya

A. Melakukan Persiapan Il.Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan

A. Perencanaan Penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan

1. Melakukan studi kelayakan
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisa
c. Mengadakan kaji ulang
d. Menyusun laporan

1. Menyiapkan konsep usul prakarsa 
Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis konsep usul prakarsa
c. Merumuskan konsep awal usul 

prakarsa
d. Menyempurnakan konsep awal usul 

prakarsa
2. Menelaah usul penyusunan peraturan

perundang-undangan dari unit teknis:
a. Mengumpulkan bahan
b. Menganalisaa usul penyusunan 

peraturan perundang-undangan
c. Merumuskan telahaan usul

penyusunan peraturan
peundang-undangan

d. Menyempurnakan naskah basil 
telahaan usul penyusunan peraturan 
perundang-undang

2. Menelaah usul penyusunan peraturan
perundang-undangan dari unit teknis
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis usul penyusunan

peraturan perundang-undangan
c. Merumuskan usul penyusunan

peraturan perundang-undangan
d. Menyempurnakan naskah basil 

telaahan usul penyusunan peraturan 
perundang-undangan

3. Penyusunan antara lain Program 
Legislasi Nasional/PROGSUN RPP,



3. Menyiapkan Naskah Akademis
a. Menginventarisasi masalali
b. Melakukan pengkajian masalah
c. Merumiiskan dan menyusun Naskah 

Akademis
4. Membalias Naskah Akademik

a. Menyajikan naskah akademik
b. Menyajikaii Naskah Pembanding

5. Menyempurnakan Naskah Akademik
a. Mengidentifikasi dan mengumpukan 

data tambahan
b. Merumuskan dan menyusun konsep 

penyempurnaan
prakarsa

penyusunan
prakarsa

6. Menyusun konsep usul
penyusunan RUU/RPP
a. Mengumpulkan bahan
b. Menganalisa bahan

konsep usul
RUU/RPP/RAPERDA

c. Merumiiskan konsep awal prakarsa
1) RAPERDA
2) RUU

d. Menyempurnakan konsep awal usul 
prakarsa
1) RAPERDA
2) RUU_____________

PROGSUN RPerpres, PROGSUN 

RPermen, PROGSUN RLembaga, 
Program Legislasi Daerah/PROPEN 

Rperkada, Penetapan Prioritas 
Tahunan

a. Menyusun konsep keterangan 

Pimpinan instansi pusat atau daerah 

dalam rapat baleg atau panleg/ badan 
musyawarah/ paripurna

b. Menyempurnakan konsep ketrangan 

pimpinan instansi pusat atau daerah 

dalam rapat baleg atau panleg/ badan 
musywarah/ paripurna

c. Mengumpulkan data sidang 
pembahasan

d. Menganalisa hasil sidang pembahasan
1. Tingkat Pleno Baleg
2. Tingkat Panja
3. Tingkat Timus/Timcil
4. Menyiapkan Naskah Akademik

a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis data
c. Merumuskan naskah

akademik
d. Menyempurnakan Naskah

Akademik



7. Meneliti usul prakarsa dari instansi 
terkait
a. Mengumpulkan bahan
b. Menganalisa usul prakarsa

1) R.^PERDA
2) RUU

B. Menyusun Rancangan

1. Menyusun kerangka dasar peraturan 
pemndang-undangan
a. Mengumpulkan bahan untuk 

menyusun kerangka dasai*
b. Menganalisa bahan penyusunan 

kerangka dasar peraturan 
pemndang-undangan

c. Merumuskan kerangka dasar 
peraturan perundang-undangan

d. Menyeinpumakan kerangka dasar 
peraturan pemndang-undangan

2. Merumuskan rancangan peraturan 
perundang-undangan

3. Membahas rancangan peraturan 
pemndang-undangan

4. Menyempurnakan rancangan
peraturan perundang-undangan

5. Membahas kembali rancangan dalam 
ranaka harmonisasi

B. Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan

1. Mengumpulkan data
2. Menganalisis data
3. Merumuskan kerangka dasar

rancangan peraturan
pemndang-undangan

4. Memmuskan rancangan peraturan 
pemndang-undangan

5. Menyempurnakan rancangan 
peraturan perundang-undangan

Dalam perbandingan ini ditemukan bahwa pada lampiran peraturan sebelumnya, 

naskali akademik dibuat pada waktu yang bersamaan dengan tahap penyusunan RUU, 

namun di lampiran peraturan yang bam disebutkan bahwa penyusunan naskah akademik 

di buat dalam rangka penetapan prioritas tahunan kemudian setelah itu bam di bentuk 

RUU.

Dampaknya adalah dikliawatirkan apabila Perancang menyusun naskah akademik 

setelah ditetapkannya prioritas tahunan, maka Perancang tidak akan mendapat angka 

kredit dari pekerjaan penyusunan Naskah Akademik itu. Implikasi lainnya terhadap SOP 

di Pusat Perancangan Undang-Undang adalah perlu ada evaluasi SOP dengan cara hams 

di pisahnya aiitara SOP Penyusunan Naskah Akademik dan SOP Penyusunan RUU 

karena dalam proses penyusunan nya tidak dalam waktu yang bersamaan.



SALINAN
MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORr.IASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/ 12/2000 

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUN.AAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a.

b.

bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka 

Kreditnya sebagaiiiiana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka 

Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

jabatan fungsional jenjang ahli;

bahwa untuk inelaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan



Mengingat

c.

1.

2.

3.

4.

-2-

Perancang Peraturaii Perundang-undangan dalam 

Pembentukan Peraturan Peruiidang-undangan dan 

Pembinaannya, perlu penetapan pengangkatnn pejabat 

Pimpinan Tinggi atau pejabut Adminisirasi untuk 

menduduki jabatan fung^dor.ai Perancang melalui 

penyesuaian dalam jabatan;

bahwa berdasarkan pertimDangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan hiiruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagun^ian Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Perui^ahan Kedua atas 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/ 12/2000 tentang Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturm Pei-undang-undangan 

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/60/M.PAN/6/2005 Taliun 2005 tentang Perubahan 

atas Keputusan Menteri Negara i-’^mdayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 41/KBP/M.PAN/ :2/2000 tent mg Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 

dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2()15 tentang 

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- 

undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); 

Keputusan Menteri Negara I eirda3'agunaan Aparatur 

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/ 72/2000 tentang Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan



Menetapkan :
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dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan 

atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 

dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

41/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN 

ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan .\paratur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka 

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 

2005 tentang Pembahan atas Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka 

Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negci Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan.

Jabatan Fungsional adaJah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

ketrampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada inscansi pemerintah. 

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan 

Perundang-undangan adalah jabatan yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan pemoisunan instrumen 

hukum lainnya pada Instansi Pemerintaii Pusat dan 

Instansi Pemerintah Daerah,

Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang 

selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan 

fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakul;an kegiatan 

pembentukan peraturan riemirdang-undangan dan 

penyusunan instiximen hukum lainnya.

Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, 

Lembaga Pemerintair Nonkementerian,

Kesekretariatan Lembaga Negara, dan 

Kesekretariatan Lembaga r-’onstmktural.

Instansi Pemerintali Daerah adalah perangkat 

daerah provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang meiiputi sekretariat daerah, 

sekretariat dewan penvakilan ralcyat daerah, dinas 

daerah, dan lembaga teknia daerah.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang 

yang selanjutnya disebut instansi Pembina adalah 

kementerian yang ineiryelcnggaralcan urusan 

pemerintahan di bidang hukum.
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9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi.
10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah 

dan bertanggvmg jawab kepada menteri yang 

menyelenggai-akan urusan pemerintahan di bidang 
hukum.

2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB IIy\ serta disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 
3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

BAB IIA
INSTANSI PEMBINA

Pasal 3A
Instansi Pembina adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum.

Pasal 3B
(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3A mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional 

Perancang;
c. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan fungsional dan teknis Perancang;
d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan 

fungsional dan teknis Perancang;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

fungsional dan teknis Perancang berkoordinasi 
dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

Pemerintah yang telah terakreditasi;
f. menetapl:an standar kompetensi Jabatan 

Fungsional Perancang;
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g. melakukan uji kompetensi terhadap Perancang 

untuk kenaikan jenjang jabatan;
h. menyusun standar kualitas hasil kerja Jabatan 

Fungsional Perancang;
i. mengembangkan sist.em informasi Jabatan 

Fungsional Perancang:
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi 

Jabatan Fungsional Perancang;
k. memfasilitasi penyusunan Icode etik Jabatan 

Fungsional Perancang;
l. melakukan sosiaiisasi dan bimbingan teknis 

kepadaTim Penilai Kinerja instansi;
m. melakukan sertifikasi penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan fungsional Perancang;
n. melalcukan monitoring dan evaluasi dalam 

rangka penjaminan Icualitas Jabatan Fungsional 
Perancang; dan

o. melakukan sosiaiisasi Jabatan Fungsional 
Perancang.

(2) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas 

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil jjelalvsanaan pembinaan 

Jabatan Fungsional Perancang secara berkala 

kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala 
Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3C
Tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal5
Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional 
Perancang terdiri atas:



a.

b.

c.
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pendidikan, meliputi:
1. penclidikan sekolah dan memperoleh ija^ah

atau gelar;
2.

3.

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 

perancang peraturan perundang-undangan dan 

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan
latihan; dan
pendidikan dan pelatihan prajabatan. 

pembentukan peraturan perundang-undangan, 
meliputi:
1. perencanaan penyusunan peraturan 

perundang-undangan;
penyusunan rancangan peraturan perundang- 

undangan;
2.

3.

4.

5.

6.

pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan;
pembahasan Rancangan Undang-Undsing atau 

Rancangan Peraturan Daerah; 
pengundangan peraturan perundang- 

undongcn;
membfrikan tanggapan/notula/risalah rapat, 
laporan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, peijanjian intemasional, 
persetujuan intemasional, memorandum of 
undtTscanding, kontrak internasional/kontrak 

nasional/perjanjian kerjasama dan pengujian 

peraturan perundang-undangan; 
membcrikan kajian atau evaluasi peraturan 

perundang-undangan;
membin-Jkan konsultasi langsung terhadap 

prod Lil-: hukum daerah dan permasalahan 

hukum di daerah; dan 

pemetaan produk hukum daerah. 
penyusunan instrumen hukum meliputi:
1. Surat Edaran, Instmksi/Keputusan Presiden, 

Ins trulis i / Keputusan/ Petunjuk Pelaksanaan / 
Petunjuk- Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan

7.

8.

9.



2.
3.
4.
5.
6. 
7.
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Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga 

Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

perjanjian internasional; 

persetujuan internasional; 

memorandum of widersta.nding; 

kontrak internasional: 

kontrak nasional/perjanjian kerja sama; 

Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan 

Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan 

■Qji materiil Undang-Undang terhadap Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan 

jawaban termohon atas permohonan uji materiil 

peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang di 

Mahkamah Agrang dan gugatan serta jawaban 

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negsira;

8. kegiatan di bidang bantuan hukum;

9. legal opinion; dan

10. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang 

memerlukan terkait dengan permasalahan 

hukum.

kegiatan lain dalam perangkapan jabatan.

pengembangan profesi, meliputi:

1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya 

ilmiah di bidang hukum; dan

2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan- 

bahan lain dibidang hulonn.

penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Perancang,

meliputi:

1. mengajar, raembimbing clan/atau melatih di 

bidang penyoisunan peraturan perundang- 

undangan dan instrumen hukum lainnya;

2. mengiloiti seminar atau lokakarya;

3. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang- 

undangan;

keanggotaan dalam organisasi profesi: 

memperoleh gelar kesarjanaan lainnva; dan
4.
5.
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6. mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

(1) keciatan
Pasal 7 

Perancang Pertama, sebagai

b.

c.

Rinciaii 
berikut:
a. mengL’.mpulkan data dalam rangka menyiapkan 

konsep usul prakarsa pen30isunan peraturan 

perundang-undangan;
mengi-impulkan data dalam rangka menelaah 

usul penyusunan peraturan perundang- 
undangiui dari unit teknis;
mengumpulkan data sidang pembahasan dalam 

rangka penyusunan paling sedikit meliputi: 
program legislasi nasional/program
penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, 
progi-am penyusunan Rancangan Peraturan 

Presidtm, program pen50isunan Rancangan 

Peraturan Menteri, program penyusunan 

Rancangan Peraturan Lembaga, program 

legislasi daerah/program pembentukan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah, 
penetapan prioritas tahunan; 
mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan 

naskah akademik;
mengumpulkan data dalam rangka penyusunan 

rancangan peraturan perundang-undangan; 
merumuskan rancangan peraturan perundang- 

undangan tingkat kesulitan I; 
mengi aiipulkan data dalam rangka 

penghni-.nonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan;
merumuskan konsep pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rmcii-'.-an peraturan perundang-undangan 
tingi-:ai' l:esulitan I;

d.

e.

f.

g-

h.
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i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam 

sidang Dewan Pemakilan Ralwat/Dewan 

Perwakilan Ral^at Daerali;
j. mengumpulkan data dalam rangka 

mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur;
k. mengumpulkan data dalam rangka memberikan 

tanggapan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan:
l. merumuskan tanggapan rancangan peraturan 

perundang-undangan tingkat kesulitan I;
m. menyusun notula/risalah rapat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian internasional. persetujuan 

internasional, memorandum of understanding, 
kontrak internasional, atau kontrak 

nasional/perjanjian kerja sama, pengujian 

peraturan perundang-undangan;
n. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau 

evaluasi peraturan perundang-undangan;
o. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan 

perundang-undangan tingkat kesulitan I;
p. mengumpulkan data dalam rangka memberikan 

konsultasi langsung terhadap produk hukum 

daerah dan permasalahan hulcum di daerah;
q. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan 

produk hukum daerah;
r. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan 

Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, 
Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan 

Lembaga Pemerintalr Nonkementerian/Lembaga 

Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
s. mengumpulkan data dalam rangka penjrusunan 

perjanjian internasional;
t. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan 

persetujuan internasional:



(2)

w.

X.
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u. mengLimpulkan data dalam rangka penyxisunan 
memorandum of understanding;

V. mengvimpulkan data dalam rangka penyusunan 
kontrak intemasional;
men.saiin puikan data dalam rangka penyusunan 

kontrak nasional/perjanjian kerja sama; 
mengumpuikan data dalam rangka penynsunan 

keterangan dan kesimpulan Pemerintah/ 
Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji 
niaterii! Undang-Undang terhadap Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan 

jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil 
peraturon perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang di 
Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban 

g\.igatan Pengadilan Tata Usaha Negara; 
mengumpuikan data dalam rangka penyusunan 
somasi:

mengumpuikan data dalam rangka pen}nj.sunan 
legal oi'inion;

aa. mengumpuikan data dalam rangka memberikan 

mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan 

turl^ail dengan permasalahan hukum;
bb. menyusun laporan hasil mediasi.
Rincian Ivegiatan Perancang Muda, sebagai berikut:
a. menganalisis konsep usul prakarsa dalam 

rangka menyiapkan konsep usul prakarsa 

penyuMunan peraturan perundang-undangan;
b. menganalisis usul penyusunan peraturan

perundang-undangan dalam rangka raenelaah 

u.'Uil penyusunan peraturan perundang- 
undan-mn dari unit teknis;

c. mcruniuskan usul penyusunan peraturan
peruiuiai'ig-undangan dalam rangka menelaah 

usul penyusunan peraturan perundang- 

undangan dari unit teknis;
d. n i:'n’.’i...'.un konsep keterangan pimpinan

iiioMn"i pusat atau daerah dalam rapat badan

z.



e.

f.

h.

k.

m.

n.

0.
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legislasi daerah atau panitia legislasi/badan 
musyawarah / paripurna;
menganalisis basil sidang pembahasan tingkat 
tim pemmus/tim sinkronisasi; 
menganalisis data dalam rangka menyiapkan 
naskah akademik;
menganalisis data kerangka dasar rancangan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
penyusunan rancangan peraturan perundang- 
undangan;
merumuskan kerangka dasar rancangan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
penyusunan rancangan peraturan perundang- 
undangan;
merumuskan rancangan peraturan perundang- 
undangan tingkat kesulitan II; 
menyempurnakan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan I; 
menganalisis data dalam rangka 
pengharmonisasian, pembuiatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan 
perundang-undangan;
merumuskan konscp pengharmonisasian, 
pembuiatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan peraturan perundang-undangan 
tingkat kesulitan II;
menyusun konsep keterangan/ penjelasan, 
pandangan fraksi, jawaban dan/atau sambutan 
singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan 
Rakyat/Pemerintah Daerah / Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah;
menyusun konsep daftar inventarisasi masalah 
atau menyusun jawaban atas daftar 
inventarisasi masalah;
merumuskan hasil sidang Rancangan Undang- 
Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada 
tingkat tim perumus/tim sinkronisasi; 
menganalisis Rancangan Peraturan Daerah 
dalam rangka mengevaluasi Rancangan



r.

s.

t.

u.

V.

w.

X.
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Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan 

Menleri Dalam Negeri/Gubemur; 
men vaulting Naskah peraturan perundang- 

undangan yang akan diundangkan dalam 

Lembaran Negara, Tambahan Lembaran 

Negara, Berita Negara, Tambahan Berita 

Negara. Lembaran Daerah, Tambahan 

Lembaran Daerah, Berita Daerah; 
menganalisis data dalam rangka memberikan 

tanggapaii, notula/risalah rapat, laporan dalam 

pernbe.itukan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian internasional, persetujuan
internnsional, memorandum of understanding, 
kontral'. internasional, atau kontrak 

nasional/perjanjian kerja sama, pengujian 

peral u rail perundang-undangan; 
meruinuskan tanggapan rancangan peraturan 

perundang-undangan tingkat kesulitan II; 
menycnpurnakan tanggapan rancangan 

peraru'-an perundang-undangan tingkat 
kesulii..in I;
memijjri'Kan tanggapan dalam penyusunan 

perj a nj i an internasional, persetujuan
internasional, memorandum of understanding, 
komr?': internasional, atau kontrak
nasion d/perjanjian kerja sama, pengujian 

peraturan perundang-undangan; 
menvaisun laporan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian 

intern; .?ional, persetujuan internasional,
memor-mduin of understanding, kontrak 

intenv.isional, atau kontrak nasional/perjanjian 

kerja ;ama, pengujian peraturan perundang- 
undangan;

r.icngt.iaiisis data dalam rangka melakukan 

kaiuin atau evaluasi peraturan perundang-
undaiv'.an;
mei-i'n.urkan kajian atau evaluasi peraturan 

perundang-undangan tingkat kesulitan II;
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y. menganalisis data dalam rangka memberikan 

konsultasi langsung terhadap produk hukum 

daerah dan permasalahan hulcum di daerah;
z. menganalisis data cialam rangka melakukan 

pemetaan produk hukum daerah;
aa. menganalisis data dalam rangka pen50isunan 

Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, 
Instmksi/ Keputusan / Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga 

Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
bb. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

peijanjian internasional;
cc. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

persetujuan internasional;
dd. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

memorandum of understanding-,
ee. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

kontrak internasional;
ff. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
gg. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan 

Perwakilan Ral<yat atas permohonan uji materiil 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon 

atas permohonan Uji Materiil peraturan 
perundang-undangan di bawah Undang- 

Undang terhadap Undang-Undang di 
Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban 

gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
hh. menganalisis data dalam rangka pen3nisunan 

somasi;
ii. menganalisis data dalam rangka penyusunan 

legal opinion;
jj. menganalisis konsep mediasi langsung bagi 

pihalc yang memciiukan terkait dengan 

permasalahan hukum.
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(3) Rincian kegiatan Perancang Madya, sebagai berikut:
a. merumuskan konsep awal usul prakarsa dalam 

rangl:;1 menyiapkan konsep usul prakarsa 

penyu.-ur.an peraturan perundang-undangan;
b. menyeinpurnakan konsep awal usul prakarsa 

dalam rangka menyiapkan konsep usul 
prakarsa penyusunan peraturan perundang- 
undancan;

c. menyeinpurnakan naskah basil telaahan usul 
pe n>i.i s u n an peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menelaah usul pen50isunan 

peratu!-aii perundang-undangan dari unit 
teknis:

d. men\-erniDurnakan konsep keterangan pimpinan 

instanyi pusat atau daerah dalam rapat badan 

legislasi atau panitia legislasi/badan 

mur y■; -.vnrah/paripuma;
menyrnalisis basil sidang pembahasan tingkat 
paniiia kcija;
merumuskan naskah akademik; 
meiiyempurnal<an naskah akademik; 
meruniLu.kan rancangan peraturan perundang- 

uncUnigan tingkat kesulitan III;
i. menyeinpurnakan rancangan peraturan 

perundang-undangan tingkat kesulitan II;
j. merumuskan konsep pengharmonisasian, 

pemkulatan, dan pemantapan konsepsi 
ranrangan peraturan perundang-undangan 
ting!-:ai kusulitan III;

k. menelaah konsep dalam rangka menyusun
ket n-angan/penjelasan, pandangan fraksi, 
jaw: n dan/atau, sambutan singkat
Pern TinUth/Dewan Perwakilan Rakyat/ 
Peir..:rintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah:

l. me:- n;;u.-kan hasil sidang Rancangan Undang- 

Un i: my/ Rancangan Peraturan Daerah tingkat
pamdr. k.uja;

e.

f.

g-
h.



m.

n.

0.

q-

r.

s.
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merumuskan Rancangan Peraturan Daerah 
dalam rangka mengevaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan 
Menteri Dalam Negeri/Gubernur; 
merumuskan tanggapan rancangan peraturan 
perundang-undangan tingkat kesulitan III; 
menyempurnakan tanggapan rancangan 
peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan II;
merumuskan kajian atau evaluasi peraturan 
perundang-undangan tingkat kesulitan III; 
merumuskan materi konsultasi langsung 
produk hukum daerah dan permasalahan 
hukum di daerah;
merumuskan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan 
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga 
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 
menyempurnakan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan 
Lembaga Pemerintali Nonkementerian/Lembaga 
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 
merumuskan perjanjian internasional; 
menyempurnakan perjanjian internasional; 
merumuskan persetujuan internasional; 
menyempumalcan persetujuan internasional; 
merumuskan memorandum of understanding', 
menyempumalcan memorandum of
understanding;
memmuskan kontrak internasional; 

aa. menyempurnakan kontralc internasional; 
bb. merumuskan kontrak nasional/perjanjian 

kerjasama;
cc. menyempurnakan kontralc nasional/ perjanjian 

kerjasama;

t.
u.
V.

w.

X.

z.
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dd. me;‘nmuskan keterangan dan kesimpulan 

Pemerinkih/Dewan Perwakilan Rakyat atas 

permolionan uji materiil Undang-Undang

tcrh;idnp Undang-Undang Dasar Negara

Repiiblik Iiidonesia Tahun 1945 di Mahkamah 

Kon;;citusi dan jawaban termohon atas

perniolionan uji materiil peraturan perundang- 

undangan di bawah Undang-Undang terhadap 

Un(V'in::-; Indang di Mahkamah Agung serta 

gijg:itan Jan jawaban gugatan Pengadilan Tata 

Usaiia Negara;

ee. nien•/e 1 n p u rnakan keterangan dan kesimpulan 

Perncrintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas 

pcnaol 'onaii uji materiil Undang-Undang

terl'.:>daj: Undang-Undang Dasar Negara

Repablik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah 

Kon;kitusi dan jawaban termohon atas 

pormolionan Uji Materiil peraturan perundang- 

uni . n ,v'. di bawah Undang-Undang terhadap 

Uiv.: ndang di Mahkamah Agung serta

gi.igatan -Ian jawaban gugatan Pengadilan Tata 

Usaha Negara;

ff. nier-'nuu'^kan somasi;

gg. merlinluk^an legal opinion.

Rincian k.igiaum Perancang Utama, sebagai berikut:

a. me:-..:a::alists hasil sidang pembahasan tingkat 

pier!!..' badan legislasi;

b. meiv ei ii urnakan rancangan peraturan 

pv-pi Ki- rg-undangan tingkat kesulitan III;

c. mei.pentpurnakan konsep pengharmonisasian, 

pembulaian, dan pemantapan konsepsi 

rari'-mgi.'n peraturan perundang-undangan;

d. niei,..'e!:-ii 'irnakan konsep dalam rangka

menai; '.!! keterangan /penjelasan, pandangan 

frak. i. j.tvvaban dan/atau sambutan singkat 

Pern :ri a t :-i h / Dewan Perwakilan

R-d.:-at 'P'MTierintah Daerah/Dewan Perwakilan 

Rar a i .i=;rah;
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e. menyempurnakan konsep daftar inventaris 

masalah atau jawaban atas daftar inventaris 

masalah;
f. merumuskan hasil sidang Rancangan Undang- 

Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada 

tingkat rapat kerja;
g. menyempurnakan tanggapan rancangan 

peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan III;

h. menyempurnakan somasi;
i. menyempurnakan legal opinion.

(5) Perancang Pertama sampai dengan Perancang 

Utama yang melaksanakan kegiatan penunjang 

kegiatan Perancang diberikan nilai angka kredit 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan 

angka kredit, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. penunjang.

(2) Unsur utama terdiri atas:
a. pendidikan;
b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan instrumen hukum;
d. kegiatan lain perangkapan jabatan; dan
e. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang 

mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional 
Persincang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf f.
(4) Rincian kegiatan Perancang dan angka lo-edit 

masing-masing butir kegiatan sebagaimana
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dimal<sud [:'..ula ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 
Peratui'an Menteri ini.

6. Di antara Pasal J1 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 21A dan Pasal 2IB sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 21A
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi 

yang :ndal::-':inakan tagas di bidang hukum atau 

pembentuk;iii peraturan perundang-undangan pada 

Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah 

Nonkementcrian, Lembaga Nonstruktural, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaicn ta dapat diangkat ke dalam Jabatan 

Fungsional P rancang melalui penyesuaian dalam 
jabatan.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit kumulatif 

bagi Fejaivr. Pimpinan Tinggi atau Pejabat 
Admir.:.^:ra; •• ibagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan .i.'suai dengan tingkat pendidikan, 
pangkat. d.m jumlah masa kerja dalam pangkat 
terakhir sel^agaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan M«-niteri ini.

Pasal 21B
Ketentuan :ncng :-iuii pengangkatan, syarat, dan tata cara 

penyesuaian Pdaljat Pimpinan Tinggi atau Pejabat 
Administrar.i splM taimana dimaksud dalam Pasal 21A 

diatur den:;an F r'luran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.

7. Di antara 3/\B ; 
yakni BAB '.PA r 
24A dan Prscd 2

dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, 
' disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
fchingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
;-:angi<ap jabatan
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Pasal 24A
Perancang dapat merangkap Jabatan Pimpinan Tinggi 
atau Jabatan Administrasi pada unit kerja di lingkungan 

instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam 

pembentukan peraturan pemndang-undangan dan 

penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 24B
Ketentuan mengenai rangkap jabatan Perancang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diatur dengan 

peraturan Instansi Pembina.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, 
yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C sehingga 

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
Kegiatan tugas jabatan yang telah dilalcukan Perancang 

sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinilai 
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 

tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan 

Pemndang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 - Tahun 2005 tentang 

Pembahan atas Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional 
Perancang Peraturan Pemndang-undangan dan Angka 

Kreditnya.

Pasal 29B
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua 

peraturan pemndang-undangan yang mempakan 

peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
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Perancang Peratm 

Kreditnya :5ebag:iii 
Menteri Negrira i- 

Reformasi Lirokr 

Tahun 2005 tenun 

Negara Per.day.'n 

41/KEP/M.P,\N i 

Perancang F-irai ;:, 

Kreditnya, diny u 

bertentangan dtia 

Menteri ini.

ran Perundang-undangan dan Angka 

liana telah diubah dengan Peraturan 

■ndayagunaan Aparatur Negara dan 

isi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 

i!g Perubahan atas Keputusan Menteri 

i-unaan Aparatur Negara Nomor 

-./2000 tentang Jabatan Fungsional 

■m Perundang-undangan dan Angka 

tkan tetap berlaku sepanjang tidak 

Delum diganti berdasarkain Peraturan

Pada saat Perai 
Jabatan Fung' 

Fungsional Pe; 

Perancang Mad;. 

Utama diakui 
Keahlian samp, 
Pemerintah men

Pasal 29C

ir <n Menteri ini mulai berlaku, jenjang 

-innal Perancang Pertama, Jabatan 

'■’cang Muda, Jabatan Fungsional 

1 . dan Jabatan Fungsional Perancang 

'^agai jenjang Jabatan Fungsional 

i «iengan diundangkannya Peraturan 

■ i iai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 929

Salinein Sesuai Dengan Aslinya 

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman
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PERATURM liEMil PENDAYAGUHAAN APARATUR NEGARA

NOHOR6TAHUN2016
TENTAKG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN UENTERI NEGARA 

PENDAYAGUKAANAPARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M,PAN/12/2000 
TONG JABATM FUNGSIONAL PERANCANG PERATON PERUNDANG-

JABATAIi FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERIDAHG-IDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO SUBUliSUR BEUREEGIATAN MAN HASH 
(HAP)

ANGKA
KREDIT PEIAKSAl TOGAS

1 2 - A 5 I

I. FENCm A Peodidikan sekolaiidan 1. Pasca Sariana
mmperokhgek/iiaM Doktor jS31 U 200 Semuaieniang

it yaasKl33! liazah 150 Semuaiaijaa?
2. iSananalSll/DipioialV iiazab 100 Semuajsnjang

B. psnilidilmdanDElaiihaD I, LamanyalfiDiiiQan960jani Sertinkat 15 Semuaienjan!
lun^cttialQaaraisQiDidm 2, Lamanya an:ara6i!l-960]am Ssndukai Q SenraaienianE
persDcau^snaEraniran 3. ILamam'aantara'lSl-jAOiani Ssrankat 6 SemuajEnjan^
penindang-imamgan dan 4. Lamanya antaral61-480 jam SeniOkat 3 Semuajenjang

Peodidikan dan Laman ISTTPII 5. ILfflnanyaaiiarsSl- 160m Sedlkat 2 SeauaienianE

f

6. LanMi'aaaaraSO-SOiam Senilikat 1 Semuaieman§

C C. JiiidatPraiabalan Goionganin Sotifkt 2 Perancani Peftama

S. PEMBEFIGRAHj
PERATURAN
PFSHNniNf-

A. Perencanaan Penyusunan
Peralurm Penmoaiig-imdangaii

1. Ma^iapkan koEsep usul prakana Penyusunan
Perainian Penmdan^-undan^an

DNDANGAN
aeapumniibn data Naskai 0,12 Perancanj Ferlama

•••••• ■ • . ........ .. • mcngauaisiskonscpusinprakarsa —. ..  Naskah— —0,22 —PerancangNuda'

c menimiakan konsep awal usui prakarsa IlaskahAwai 0,45 Ferancang Madya

Mmyempuraakan konsep awai usul nrakaisa Naskah Aldiir 0.27 PerancangMadya

2. Uenalaab usul pmusunan paraturan peninoang-

V

\j
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BUHEEGIATAR
SATUAH HASH

data
b iMnigmaiisis usul penyusunan peraturau 

pEnindanj-undaDgEH
ionsct!

lUenunuskan usul penyusunan persturan

Penj'usunflu Mcangan

AHGKA
KREDIT

PELAKSAMA TOGAS

0,12

tiaskab

Saskah

/PROGSUK PJP.PROGSDM HPapres. PROGSUN 
RPrantn, PROGSDH Eembaja, Program Legiska 
Daereiii PROPER Rpakada. PmatapauPiioriias 
Tabunai

0.23

0,27

Uau'usuQkcmsap keiaranran Punpman Nassab

b UaffaupunakankonsEp keiaangan rmpnai liaskah

c MengumauikanQaiflSiiMgpamDaaasan aaia

Ueagfloaiisa Basil sidang Pembahasan

1. iTingkaPiaoBaijg xiasn
, jliiiEkfliPama

3, TingkalTimus/Timdl

^ ^ Menympkau liaskab Akadeals

konsro
taro

data konsEp

Mmumiskankentn^ dasar rmcmaau perauiraD 
penmoaug-undangau

wosro

O.l1! PerancangMaiya

,12 Peranrang pEnama

0.6 Psaucaug’Otama
027j Pormcang Maaya
0,111

1 neiguinDuikEn daia aaia 0,3 Paranang Pertama
b, mcDganaiisis dala konsep 1,5 ParmcangMuda
c, aerumuskan naskah akadmis liaskah 1.5 ParancangMadya
i ami’supuruMaii n»kah akaiiemis liaskab 0,21 raraucangMadya

0,45

0.45:

\



/ -25- 2016, No.929

UNSUB SIBUNSUK BUM KEGiATM

a liDgkat kssiilitml

D tmgkfflkasiilitffliD

c tingkat ktsulrtan m
Umyanpumam rancangan pcretmanpemiidani-

c longkaikesiiiitmlH

P»rigramimna<)iin,

kmscpa raBcangan pcraturan 
perundaag-iindaagm

2, jUenganaiisis data

meninuiskaji knnsfp pmgbarmDmsasiaii.
peabuiatan. dan pemantapm konsepsi raDcangan 
paratuian psnuidaiig-UDdaiigaD

tmgkat kasulitan 1
b tmekatktsulitaall

SATUAfl HASH
m

Qflskflh

naskah

oaa

komeo

Naskah

Naskah

jongkal kesulhanin

inni)cnpumajiaa Kansep pmghnmomsasiaii.

poamian ptnindaDg-undanaan

Naskah

Pensbahesafl RUU/RAPZRDA II. Menyusun ktinaneaD /Ptaieiasan. Pandangan
Fraksi, Jawahaa dan/ .sambutan singkat 
Panoiniab/DPR/Pemerintah Daarah/DPRD

1 Movusun konscD

Uentiaah konsap

c Menympumaken konsap

Mn^-usun daftarmvnitansasinasaiah(DIU)atau 
manjusun jaw ah an atas defcar invc3LEr.saa 
masalah PIM]

a Mmyusim konscp DIM ami jawanan alas DM

Mmyempumakap kacsap EJM aunjawaban 
Bias DIM

Uenmuskan basil sidang DPR/DPRD

a mengumpiilkan data yang akan dibahas

b imerumuskan basil sidanaRUU/Raperdapada;

Knnsn)

Konscp

Konscc

Konscp
Konscp

data

ANGKA
KREDIT

0.225

PELAZSAHATUGAS

PeraiKang Pcnama

l,45|

i,3l Pcrancang Uuma

0,11 Psancang Penania

,15 PerancacgMuda

135 Pcrancang Panama

),^5| PtrancmglMa 
0.75 PoancangMadya

1,2 Pcrancang Utama

0,45] pcrenangiSuda

0,45 Pcrancang Hadya

0,48

0,45
U

Pcrancang Utama

Pcrancang Muda
Pcrancang Utama

Psrancang Pcnama
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Mcnbaikan ’jm^sapsa, 
mmla/risaiah :apai laporan 
delam nwnnsnTakan pgatigac

ppfl>nii»n •nri’fiia^nnal,
Posstauaa iriteniflsioiial, 
Mrni^sndmn fflUadmtaiidiiig 
(MoO), Kontiak mteaasionai, 
atauKocL'ak
naaonal/Perianiim Keia sama.

Rancangan

Uanorandum ofOaderstaading [MoU), Kontrak 
inLEmasioml atai Koniiak aasionai/ Parian 
Kena sama. pengupan peraHixan panmdang-
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m UNSUB SUB UNSUB BUTIE KEGIATAK ^TUAN BASIL 
fllAP)

ANGKA
KREDIT PEIAKSAllA EGAS

G Kfflian (j/aiuasij peramrai . laguEDuIkaE data dam 0,1 Peiancang Pctama
penmdmg-imtkigm . ienganaiisis data Eonsep 0,18 PerancangMuda

3. Jenimuakankaim [evaiuasi] peraturan pertmdang- 
imdangoa

a dn^kesuikanl Naskah 0,3 Perancang Pertama
b Kticjrat Wilftm It Naskah 0,27 PerancangMuda

rinpkai kesulitac in Naskah 0,3 PerancangMadya

H UetEbeiiksD konsultasi 
langsuEg terhadao Rsccrdfi. 
Rancan§an PeraturanDPRD, 
penaasalahaa hukiim di
Hflwah

1. iogumpuikan data Data 0,1 Perancang Pertama

2, lioganaiisis data Eonsep 0,18 Peiancang Uuda

3. menimuskanaiaten Konsep 0,21 Perancang Madva

\ Penfitaan Produk Bukum
Datrah

Mengumoulkan data Data 0,1 Perancang Pertama
Menianalisis data Konsep 0,08 PerancangMuda

E iiENYUSIIN
fflSTRUMEN
HUKUM

. Sural
Edaran/ Instniksi/ KepuQisan 
Presidea,
Instruksi/Kepurusan/Pttuquk 
Peiaksanaan/Pemnjuk 
Tskms/Psdotnm Maitoi 
Pifflpinm LPNK/Lembaja 
Negara, JaksaAgimg, kepala 
Kepoiisian Pepublk ladraesia, 
Pan^aTNI, Gubemur, dan 
Bupaii/ Waiikoia

1, Mengumpaiikan data data 0,1 Perancang Pertama

2. Menganaiisis data Konsep 0,3 Peiancang Muda
3, Mmmuskan Suiai Edaran/instruksi/ 

keputusanj'juidak/jukns/ Dedoman
Naskah 0,45 PerancangMadya

4. Uenvempuraakac Suiat Edaran/instruksi/ 
kepumsan/jtiklak/]ukms/pedoiiian

Naskah 0,3 PerancangMadya

I . Peganjianintemasiimal 1. Uengumpuikan data Data 0, Perancang Pertama

2, Menganaiisis data Konsep 0,' PerancangMuda

3, Menunuskan peiianiiaii inleraasional Naskah 0, PerancangMadya
4, Menyrapuraakan per]aigim iniamasionai BaKangan 0,4 Perancang Madva

2. pEseamaninuraasioial 1. Mengumpulkan d«t)i Data 0, Perancang Pertama
2, Menganaiisis data Konsep 0, Perancang Muda
3. Menunuskan Persetujuan intanasional Wflikflh 0, PerancangMadya
4. Menycmpunmkan Persetujuan interaaaional Rancangan 0,4 PerancangMadya
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SAITJAHSASIL I ASGXA pju^-njQAS

Id IgCToranduffl oiDndenlsniioS 1^

dum oiUnofiTStflading Hancangm

jlndciDeMT5iiual945di ,
ItiahkamahKonstim dan I
jaff 6bffl tcsiQQOii atas 
ptnndaonan Up Matsiiil 
Paatuim PenmdaEg-undan^ 
dibroaiil’ndaiig-iJiidiffl?

Pcaenntah/DPRRl, jugaun dm:a»aben wgataii
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KO OWSUB SUBUKSUR BDTO EEQIATAK SATOAM BASIL 
fllAPj

ANGKA
KEEDIT PEIAKSAHA TOGAS

£%u opmco 1. dengumpulkan Data Data 0,1 Perancang Pertama
2, denganalisis data Konsep 0,45 Perancang Muda
3, lieiumuskan Itgal opinioD Baskah 0,45 Perancang Madya
4. deoyempumakan legal opuaon Naskab 0,16 Perancang Utama

J, aembmkan mediaa iBagsuEg 1. iagumpulkan data Data 0,1 Perancang Pertama
2, Idenganaiisis kocsep mtdiasi Konsep 0,09 Perancang Muda

aukum 3. Uenyusun iaporan basil oediasi Laporan/Ntmiia 0,12 Perancang Pertama

W, KEGlATANlAffl
DAIAM

Pqabat Puugsimal Perancang
yang diberisn ugas unnik 
merangkap sebagai Pejabat 
Stniktural yang tugas pokoknya 
terkaitdagan ssmbennikan

Uerangkqi sebagab

PERANGRAPAH
JABATAH

1. Pqabat Pimpican Tiiggi Uadva Setiap tabuE 11 FenuKang Utama

2. Pejabai Pimpinan Tinggi Praiama Sedaptahun 8 Perancang Madya

peraturm penindang-undangan 
dan insunmen hukun lainnya

3, Ppjanat Administrator Setiap tahuc 5 PerBDcaog Muda/ 
PerancangMadya

4. PdabatPengaBas Setiap tahuD 3 Perancang Pertama/ 
Perancang Muda

V. P£»G£MBAI(GAN
PROFESI

A, Melakukra Kegatan karya 
tulis/kary'a iimiah di bidang

1. Hasi psnelitiaa patgujian. survei dan evaiuasi di 
bidang hukutn yang dipublikasikan, dalam bectuk

a buku yang diterbitkan dan diedarian keuada 
khalayakiuas

Karya 12,5 Semuajenjang

b majaiab ilimab vang -iakui oieh L!P! Karya 6 Semuajenjang

2. Katya tubs i'mitsH bempa linjauan atau ulasan 
ibitu^li dengan gagasan stndm di bidang bukum 
yang dipubikaakan, rfalatn benruk:

a buku yang diterbitkan dan diedaikan keoada 
kbaiavakluas

Katya 8 Semuajenjang

b majaiab iimiab yang diakui oieh ilPI Karya 4 Semuajenjang

3, Karva tulis iimiab cenipa tinjauan ulasan 
ilmbili dengan gagasan sendiri dalmri bidang bukum 
yang bdak dipublikasikan, ftRlutn bentulc

buhl Kaiya ? Semuajenjang
makalab Karya 3,5 Semuajenjang

4. Menyampaikaii prasaran bnupa imjauan, gagasan, 
atau ulasan iimiab dalam pertamuaa ilminb

Karya 2,: Semuajeqang
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ROUOR 6IAHnH 2016
IXfflfiHG PERUBAHAR EEDUA ATAS EEPUTOSARMEKTERIREQAEA 
PERDAYAGUIlAAIl APAEATOR REGAEA HCMOR 41 /KEP/LLPAR/12/2000 
TEITIMG JABATAR FUHGSIOEAL PEEANCAHG PERATUM PERlKDAflG-URDAHGAR 
DARAHGEASREOnm

AUGRA RREDIIKUMUUTIF OimJK PENYESUAIAH 
DAIAM JABATAN FONGSIOKAL PERAHCAHG PERATURAN PERUlfflANG-URDASGAU 

BAGIPEJABAT PIUPIM TfflGGl ATAU PEJABATADMDflSTRASl

(TIimGAR UA2AH/STIB YABG SEHHGKAT
ARGKA KREDIT DAK MASA ffiPAKGKATAK

50 RUAHG ' ITAHUK ITAHDK 2TAHUK 3TAHDH 4TAHDK/LEHH
l/a SarjuiGlI/DiobaalV 100 112 125 137 146

Saiianapll/DipiomaiV 150 162 174 166 197
2 m/h

liacsar iS21 150 163 177 133 . 199
Sariana GlI/DiokmalV 200 224 247 2?1 •294

3 m/c Maostff G21 200 •226 249 273 296
Dohiir iS31 200 1 223 251 275 ■298

SenmlSll/DisbrnalV 300 1 322 345 368 391
4 m Maiistar S21 300 1 325 347 370 393

QoLtot (S31 300 1 327 349 372 395
Sanaiii Sll/DiDbaaP/ iOO i 434 i68 502 1 536

5 Maeisia IS21 1 400 1 437 1 471 505 539 -
Doktar iS31 1 400 1 440 1 474 508 1 542

Ssriani Sll/Diciamar'/ 550 1 -54 615 652 i 686
IV/b Masistr IS21 1 550 1 587 1 621 655 689 -

EoLtor iS3) 1 550 1 590 1 624 658 692
7 W/c Sanm iSl|/DbbmaIVs,d Doctor IS31 700 1 700 1 ‘00 700 700
t 1 IV/d Parana iSl'i/Disraart' s.d Eocnt iS31 350 1 350 1 550 850 830

1 9 1 W/e Parana ISlI/DmbaaiV ad Dobtiii (S31 1 1050 1 1050 1 1050 1050 1050

UEmR! PENBAYAGIMAR APAEAIUE REGAEA 
DAH EEFOHUASIBIEOKEASISEPDBUK MDORESIA,

YUDDYCHRISHAHDI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 41/KEP/M.PAN/12/2000
TANGGAL : 22 Desember 2000

RINCIAN KEGIATAN
JABATAM FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNOANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN

HASIL (TIAPl

ANGKA

KREOIT

PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDIDIKAN 1. Pendidikan sekolah a. Ooktor iiazah 150 Semun lenono

dan memperoleh b. Pasca Sahara liazah 100 Semua lenjanq i

ijazah/gelar c. Sarjana/O.IV Ijazah 75 Semua jenjang

t

2. Pendidikan dan latihan a. Lamanva lebih 960 jam Serlifikat 15 Semua jenjanq

fungsional di bidang pe* b. Lamanva antara 641 s/d 960 jam Sertifikat 9 Semua jemanq

rancang peraturan perun- c. Lamanva anlara 481 s/d 640 jam Sertifikat 6 Semua lenianq i

dang-undangan dan men- d. Lamanva anlara 161 s/d 480 jam Serlifikat 3 Semua jenjanq 1

dapat Surat Tanda Tamal e. Lamanva antara 61 s/d 160 jam Sertifikat 2 Semua lenianq :

Pendidikan dan Latihan

(STPPL)

t. Laman/a anlara 30 s/d 60 jam Sertifikat 1
i

Semua jenjang ■
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1 2 3 4 5 6 7
II. PENYUSUNAN 

PPPATI IPAM
A. Melakukan Persiapan 1. Melakukan Studi Kelavakan

a. MenoumDUlkan data Laporan 0,006 P.Pertama
PERUNDANG-
UNDANGAN

b. Menqanalisa Laporan 0.2 P. Muda
c. Menaadakan kaji ulanq Laporan 0,12 P.Madya
d. Menyusun laporan Laporan 0.16 P. Muda

2. Menelaah usul penyusunan pe- 
raturan perundang-undangan da- 
ri unitteknis :

a. Menaumpulkan bahan Paket 0,06 P.Pertama
b. Menganalisa usui penyusunan 

peraturan perundang-undang- 
an:
1) tingkat kesulitan I Laporan 0.2 P. Muda
2) tingkat kesulitan II Laporan 0.36 P. Madya
Z) tingkat kesulitan 111 Laporan 0,45 P. Madya

c. Merumuskan telaahan usul 
penyusunan peraturan perun- 
dano-undangan:
1) tingkat kesulitan 1 Naskah 0.16 P. Muda
2) tingkat kesulitan II Naskah 0.33 P. Madya
3^ tingkat kesulitan III Naskah 0,42 P. Madya

d. Menyempurnakan naskah ba­
sil telaahan usul penyusunan 
peraturan perundang-undang- 
an :
11 tingkat kesulitan 1 Naskah 0.12 P. Madya
21 tingkat kesulitan 11 Naskah 0.2 P. Ulama
3) tingkat kesulitan 111 Naskah 0.24 P.Utama

( 3?Klenviapkan Naskah Akademis
a Menainvestarisasi masalah Laporan 0.44 P. Muda
b. Melakukan pengkajian masa-

lah Laporan 1,32 P. Muda
c. Merumuskan dan menyusun 

Naskah Akademis Naskah 0.6 P. Madya
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t ^ Membahas Naskah Akademis 
a. Menyajikan Naskah Akademis
b. Menyajikan Naskah Pembanding

( ^Wenyempumakan Naskah Akademis

a, Mengidenlifikasi dan mengumpul- 
kan data lambahan

b. Merumuskan dan menyusun kon- 
sep penyempumaan

6. Menyusun konsep usul prakarsa 
penyusunan RUU/RPP 
a. Mengumpulkan bahan
b. Menganalisa bahan penyusunan

konsep usul prakarsa RUU/RPP/ 
RAPERDA
1) RAPERDA________
2) RUU

c. Merumuskan konsep awal pra­
karsa
It RAPERDA

~ 2} RUU --------------------
d. Menyempumakan konsep awal

usul Prakarsa 
1. RAPERDA
2) RUU

7. Menelili usul prakarsa dari Instansi 
lerkait
a. Mengumpulkan bahan________
b. Menganalisa dan menyusun

jawaban usul prakarsa 
1) RAPERDA _________
2) RUU

Kali

Laporan

Naskah

Paket

Laporan
Laporan

Naskah awal
Naskah awal

Naskah akhir
Naskah akhir'

Paket

Ijin Prakarsa
Ijin Prakarsa

—6.

0,15
0,6

0.08

0.18

0.06

0.24
0.36

0.3

0.1
0,15

0.06

0.45

P Madya
Madya

P. Madya

P Madya

P Periama

P.Muda
P. Madya

P.Muda
P Madya

P Muda
r Madya

P. Penama

P. Muda
Madya
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8. Menyusun rancangan 1. Menyusun kerangka dasar peratu* 
ran perundang-undangan 
a. Mengumpulkan bahan unluk me- 

nyusun kerangka dasar
b. Menganalisa bahan penyusur^n

kerangka dasar peraluran perun­
dang-undangan 
1) lingkat kesulHan ’
2) lingkat kesulilan II
3) tinqkat kesulilan

c. Merumuskan kerangka dasar pe-
raturan perundang-undangan 
1) (ingkat kesulilan I
2) Ungkat kesulHan II
3) tinqkat kesulHan

d. Menyempumakan kerangka da­
sar peraturan perundang-undang 
an
1) Ungkat kesulilan I
2) Unqkal kesulilan II
3) tingkat kesulilan

2. Merumuskan rancangan peraturan 
perundang-undangan 
a. tingkat kesulitan I
b. tinqkat kesulitanll
c. lingkat kesulilan I

3. Membahas rarw^ngan peraturan 
perundang-undartgan 
a. Membahas di Intern Tlm/Panitia 

Menyajikan rancangan
2) Memberikan tanggapan atas

rancangan yang disajikan

Pakel

Laporan
Laporan
Laporan

Laporan
Laporan
Laporan

Kerangka dasar
Kerangka dasar
Kerangka dasar

Rancangan
Rancangan
Rancangan

Setiap kali

Setiap kali

0.06

0,18
0.44
0.75

0.1S
0.36
0,6

0.1
0,26
0.45

0.2
0.7
1.5

0.09

0,135

P Penama

P Penama
P Muda

P. Madya

P. Perlama
P Muda
P, Madya

P. Muda
P. Madya
P. Utama

P. Penama
P Muda
P. Madya

P Muda

P. Madya
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b. Membahas di ekslem Tim/Panitia

1) Menvafikan rancanaan Seiiao kali 0.09
2) Memberikan tanggapan atas

rancanaan vanq disaiikan Seliap kali 0.135 P Madya

4. Menyempurnakan rancangan pera- 
turan perundang-undangan 
a. Mengidentifikasi dan mengumpul- 

kan data tambahan Setiap kali 0.1
b. Menjrnuskan dan menyusun kon-

seo Denvempurnaan Setlao kail o.ia
S. Membahas kembali rancangan 

dalam ranoka harmonisasi Seliap kali 0.18

C. PEMBAHASAN RUU/ 
RAPERDA 1. Menyusun keterangan Pemerintah/ 

Pemerintah Oaerah 
a. Menvusun konsep Konsep 0.44

------------------------------------------------------------- j
1

b. Menelaah konsep Konsep 0.39
c. Menyempurnakan konsep Konsep

0.36

2. Menyusun konsep jawaban Peme- 
rintah/Pemerinlah Oaerah terhadap 
Pemandangan Umum Fraksi 
a. Menyusun konseo Konsep 0,44
b. Menelaah konseo Konsep 0.39
a Menyempurnakan konsep Konsep 0.36 P Utama

3. Menyiapkan jawaban atas Oaftar In- 
ventarisasi Masalah (DIM) 
a. Menyusun konsep javyaban DIM Konsep 0.4 P. Muda !
b. Menelaah konsep iawaban DIM Konsep 0,45

1 c. Menyempurnakan konsep jawa- 
ban DIM Konseo 0.36 P Utama
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1 2 3 4 5 6 7
4. Mengikuti Sidang DPR/DPRD

a. Menyiapkan bahan yang akan di- 
bahas Paket 0.06 P Penama

b. Mengikuti pembahasan
1) Tinqkal PANSUS Seliao kali 0,24 P Ulama
2) Tinqkat PANJA Setiao kali 0,18 P. Madva
3) Tinqkat TIMUSmMCIL Seliao kali 0,12 P, Muda
4) Tinqkat Tim Sinkronisasi Setiao kail 0.12 P Muda

c. Membuat laporan hasil sldana Laooran 0.09 P Muda

5. Merumuskan hasii sidang pemba- 
hasan peraluran peaindang-un- 
dangan
a. Menvusun konseo Konseo 0.09 P. Muda ‘
b. Menelaab konseo Konseo 0,13 P. Madva i
c. Menvempumakan konseo Naskah 0.09 P, Ulama

6. Menyiapkan sambulan singkai
Menteri/Kepala Daerah dalam Si­
dang PANSUS 
a. Menvusun konseo Konseo 0,26

»

P Muda !
b. Menelaah konseo Konseo 0.27 P, Madva 1
c. Menvempumakan konseo Naskah 0.135 P Madva

7. Menyiapkan sambulan Menleri/
Kepala Daerah dalam sidang Pah- 
puma
a. Menyiapkan konseo Konseo 0,26 P Muda
b. Menelaah konseo Konseo 0,27 P. Madva ’
c. Menyemoumaksn konseo Naskah 0.135 P Madva

6. Menelaah Peraluran Daerah Ting- 
kat 1 yang dimintakan pengesahan
Menleri Dalam Negeri 
a. Menqumoulkan bahan Pakel 0.045 P. Pertama 1
b. Menvusun konseo telaahan Naskah 0.18 P. Muda
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c. Memberikan pertimbangan alas 

konseo lelaahan Naskah 0.135 P Madva
d. Menyempurnakan konsep telaah* 

an NasKan 0,09 P Muda

D. Membenkan tanggapan ter 
hadap peraturan pemndan 
undanaan

3-
1. Mertqumpulkan bahan Paket 0.06 P Pertama
2. Menyusun konsep tanggapan ran- 

cangan peraturan perundang-un- 
dangan

a. tinqkat kesulitan I Konseo 0.13 P Panama
b. tinakat kesulitan II Konsep 0.4 P.Muda
c. tinakat kesulitan 111 Konsep 0.5 P.Muda

3. Menelaah konsep tanggapan ranca- 
ngan peraturan perundang-undang* 
an
a. (inokat kesulitan I Konsep 0.18

i

P. Muda
b. tinakat kesulitan II Konseo 0.39 P. Madva i
c. tinakat kesulitan III Konseo 0,45 P. Madva !

A. Menyempurnakan konsep tangga­
pan rancangan peraturan perun- 
dang-undangan 
a. tinqkat kesulitan I Naskah 0.13 P. Muda
b. tinakat kesulitan II Naskah 0,21 P. Muda
c. tingkat kesulitan HI Naskah 0.27 P Utama !
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MENYUSUN
iNSTRUMEN
HUKUM

A. Instruksi Presiden, Menteri. 
Pimpinan LPND/Lembaga 
Tinggi Negara, Jaksa Agung, 
Kepala Kepolisian Rl. Panglima 
TNI, Gubernur dan Bupati/ 
Walikota

B. Surat Edaran

C. Perjanjian Internasional

1. Menyusun konsep Instruksi

2. Menelaah konsep instruksi

3. Menyempurnakan instruksi

1. Menyusun konsep surat edaran
2. Menelaah konsep surat edaran
3. Menyempurnakan surat edaran

1. Metakukan persiapan dalam rangka 
penyusunan Naskah Perjanjian 
Internasional
a. Menelaah usul dari UnitTeknis 

Tentang penyusunan Perjanjian 
Internasional

b. Melakukan studi kelayakan 
1) Mengumpulkan data
2) Melakukan analisis data dan 

menyusun iaporan hasil studi 
kelayakan

2. Menyusun naskah perjanjian
a. Menyusun naskah dasar perjanji­

an
b. Menelaah naskah dasar perjanji­

an
c. Menyempurnakan naskah dasar 

perjanjian

3. MemberiKan tanggapan lernaaap 
counter draft
a, Menyiapkan konsep tanggapan
b. Menelaah konsep tanggapan
c. Menyempurnakan konsep tang- 

gapan___________________

Konsep

Konsep

Naskah

Konsep
Konsep
Konsep

Naskah

Laporan

Laporan

Naskah

Naskah

Naskah

Konsep
Konsep

Naskah

0,15

0,26

0,27

0,15
0,26
0,27

0.6

0,09

0,44

0.9

0,9

0,45

0.8
0,75

0,45
36

P. Pertama

P. Muda

P. Madya

P. Pertama
P. Muda
P. Madya

P. Madya

P.Pertama

P. Muda

P, Muda

P. Madya

P. Madya

P, Muda
P. Madya

P. Madya
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1 2 3 4 6 7
E. Kontrak Intemasional 1. Melakukan persiapan dalam rangka

penyusunan rancangan kontrak in* 
lemaslonal
a. Menelaah usul dari Unit Teknis 

tentang penyusunan rancangan 
kontrak intemasional Naskah 0.6 P Madva

b. Melakukan studi kelayakan
It Mengumpulkan data Laporan 0.09 P. Perlama
2) Melakukan enalisis data dan

menyusun (aporan basil studi 
kelayakan Laporan 0.44 P Muda

2. Menyusun naskah kontrak interna* 
sional
a. Menyusun naskah dasar kontrak Naskah 0,9 P. Muda
b. Menelaah naskah dasar kontrak Naskah 0.9 P. Madva
c. Menyempurnakan naskah dasar

kontrak Naskah 0.45 P Madva

3. Memberikan tanggapan terhadap 
counter draft
a. Menyiapkan konseo tangoaoan Konseo O.S P. Muda
b. Menelaah konseo tanggapan • Konseo 0,75 P. Madva
c. Menyempurnakan konsep tang*

gapan
Naskah 0.45 P. Madya

4. Membahas rancangan 
a. Menqikuli pembahasan Kali 0,18 P. Madya
b, Membuat laporan hasil pemba*

hasan Laporan 0.9 P Madva
c. Menyusun naskah akhir kontrak

intemasional Naskah 1,35 P Mrdya
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F. Kontrak Nasional 1. Melakukanpersiapan dalam rangka 
penyusunan rancangan kontrak na­
sional
a. Menelaah usul daii Unit TQknis 

tentang penyusunan rancangan 
kontrak nasional

b. Melakukan studi kelayakan 
1) Menqumpulkan data
2) Melakukan analisis data dan 

menyusun laporan hasii studi 
kelayakan

2. Menyusun naskah kontark nasional 
a. Menyusun naskah dasar kontrak 

nasional
b. Menelaah naskah dasar kontrak 

nasional
c. Menyempurnakan naskah dasar 

kontrak nasional

3. Memberikan langgapan terhadap 
counter draft
a. Menyiapkan konsep tanpgapan
b. Menelaah konsep tanggapan

c. Menyempurnakan konsep tang- 
gapan

4. Membahas naskah Kontrak Nasio­
nal

a. Mengikuti pembahasan
b. Membuat laporan hasil pembaha­

san
c. Menyusun naskah akhir kontrak

nasional

Naskah

Laporan

Laporan

Naskah

Naskah

Naskah

Konsep
Konsep

Naskah

Kali

Laporan

Naskah

0.36

0,06

0.4

0.35

0.50

0.16

0.30
0.40

0.12

0.135

0.75

1,05

P Muda

P.Penama

P. Muda

P. Pertama

P Muda

P Muda

P Pertama

P. Muda

P Muda

P. Madya

P Madya

P. Madya
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G. Gugatan 1. Melakukan persiapan balam rangka 
men/usun naskah guga(an 
a. Menelaah kasus Naskah 0.18 P Muda
b. MenQumpulkan data Laporan 0.13 P. Pertama
c. Menaanalisa data Laporan 0,44 P Muda

2. Menyusun gugatan
a. Menyusun keranqka quoatan Konsep 0,44 P. Muda
b. Menelaah keranqka quaatan Naskah 0.26 P. Muda
c Menyempumakan kerangka guga­

tan Naskah 0.27 P. Madva

3. Mengikuti Sidano Kail 0.045 P. Pertama

4. Menyusun taooran hasll sidanq Laporan 0.09 P. Pertama

H. Jawaban gugalan 1. Melakukan persiapan daiam rangka 
penyusunan konsep jawaban guga­
lan
a. Menelaah kasus Laporan 0.18 P Muda
b. Menqumpulkan data Laporan 0.13 P. Pertama
c. Menqanalisa data Laporan 0.44 P Muda

2. Menyusun jawaban gugatan 
a. Menyusun kerangka jawaban gu* 

qatan Konseo 0.22 P. Muda
b. Menelaah kerangka jawaban gu- 

qalan Konsep 0,26 P. Muda
c. Menyempumakan kerangka jawa­

ban quoatan Konseo 0.27 P Madva

3. Mengikuti sidanq Kati 0.045 P. Pertama

4. Menyusun laporan hasll skJang Laporan 0.09 P Pertama
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Akta

J. Legal Opinion

1. Melakukan persiapan
a, Menyusun kerangka dasar akta
b. Mengumpulkan bahan
c. Turut serta melakukan perunding-

d. Merekam hasil perundingan
e. Merumuskan basil perundingan

2. Menyusun konsep akta
a. Menyusun kerangka dasar akta
b. Mengumpulkan bahan
c. Merancang konsep akta 

1) Mengolah bahan
2) Membahas konsep
3) Memadukan (mengintegrasi-

kan) konsep
4) Menelaah konsep akta
5) Menyempurnakan konsep akta

3. Memberikan tanggapan
a. Menyiapkan jawaban tanggapan
b. Menelaah konsep tanggapan
c. Menyiapkan usul konsep akta

1. Menyusun konsep
2. Menelaah konsep
3. Menyempurnakan

Naskah
Laporan

Kali
Notulen
Laporan

Kerangka dasaf
Laporan

Konsep
Konsep

Konsep
Naskah
Naskah

0,54
0,06

0.09
0.09
0,39

0.39
0,06

0,09
0.09

0.18
0.75
0,18

Konsep
Konsep
Naskah

Konsep
Konsep
Konsep

0.3
0.4

0,18

0,30
0.39
0.36
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P.Madya
P.Pertama

P. Muda
P. Madya
P.Madya

P. Madya
P.Pertama

P. Muda

P. Madya
P. Muda

P, Madya

P. Muda
P, Madya

P. Perlama
P. Muda

P. Madya

P. Pertama

P. Pertama
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1 2 3 4 5 6 7
B. Menerjemahkan/Menyadur 

Buku dan Bahan-bahan lai 
Qi Bidang Hukum

1
1. Terjemahan/saduran dalam bidang 

hukum yang dipublikasikan 
a. Dalam bentuk buku yang dUerbit* 

kan dan diedarkan kepada khala- 
vak umum Karya 7 Semua lenianq

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui
oleh lembaga llmu Pengetahuan 
lndon£Sia Karva 3,5 Semua lenjang

2. Terjemahan/saduran dalam bidano 
hukum yang tidak dipublikasikan 
a. Dalam bentuk buku Karya 3 Semua tenjanq
b. Oalam bentuk majalah Karya 1.5 Semua jenjang

i

V. PENDUKUNG
KEGIATAN
PERANCANG A. Mengaiar, melalih dan atau 

membimbing pada pendidi: 
an sekolah dan pendidikan 
latihan pegawai

•

1. k/lengajar, membimbing dan atau 
melatih pada pendidikan sekolah 2 iam petajaran 0.024

i

Semua leniano

2. Mengajar, membimbing dan atau 
melatih pada pendidikan luar seko­
lah 2 lam pelaiaran 0,024

I

Semua lenjanq

6. Mengikuti Seminar/Loka- 
karya Mengikuti kegiatan semlnar/lokakarya 

sebagai
Kali 3

t

Semua lenianq !
2. Moderator Raii 2 Semua ienjanq
3. Pembahas Kali 2 Semua ienjanq |
4. Narasumber Kali 2 Semua ienjanq 1
5. Peserta Kali 1 Semua ienjanq i

43



C. Menyunting nasksh di bi- 
dang Hukum dan Perun- 
dang-undangan

O, Berperan serta dalam Pe- 
nvuluhan Hukum

Menyunting naskah di bidang hukum 
dan perundanq-undangan_________

Melakukan penyuluhan hukum

E. Menjadi anggota organisasi 
profesi 1

F. Keanggolaan dalam
Tim Penilai Jabatan Fung- 
sional Perancang

G. Menjadi anggota delegasi 
dalam Pertemuan Intemasi-

. Tingkat Inlernasional/Nasional 
sebagai

a. Penguois aktif
b. Anggota aktif

2- Tingkat Propinsi. sebagai: 
a. Pengufus aktif
b. Anqqola aktif

Menjadi anggota Tim Penilai jabatan 
(unqsional Perancang secara aktif

onai

H. Memperoieh gelar kesarja- 
naan lainnya

Sebagai
1, Ketua Delegasi
2. Anggota Delegasi

Naskah

Kali

Seliap tahun
Setiap tahun

Seliap tahun
Setiap tahun

Tahun

Memperoieh gelar kesarjanaan yang 
tidak sesuai dengan lugas pokoknya 
1. Doktor__________________ _
2. Pasca Sarjana
3. Sarjana

Kali
Kali

Gelar/ljazah

0,5

0.25
0.15

0,50

Gelaffliazah
Gelar/llazah

Semua jeniang

Sernua leniang

Semua ienianq
Semua jeniang

Semua jenjanq _
Semua jeniang___

Semua jeniang

15
10

Semua ienjanq
Semua jenjano

Semua jeniang 
Semua ienjanq
Semua ienjanq
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/■X^ ___ \

mnemtei^i5egara

2 3 4 5 6 7

1. Memperoleh tanda peng- 
hargaan/tanda jasa

1. Tanda jasa dari Pemerintah atas 
prestasi Kerjanya

Tanda iasa 3 Semua jenianq

Tanda jasa 2.50 Semiia ienjang
Tanda jasa 2 Semua ienlana

2. Gelar kehormalan akademis Gelar

---------------------y<'ltr
15

■ f * I ' •• —ri ' V i~ \

Semua jenjang

/ + pENbAYAG^A^NA^^jfiATUR

yysfi^'
\1<-. '•'iw RASYID

NEGARA
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
NOMOR : 41/KEP/M.PAN/12/2000 
TANGGAL : 22 Deseraber 2000

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK 
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO. U N S U R PERSEN-
TASE

.IFN.IANG .lARATAN. GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PERANCANG

P6RTAMA
PERANCANG

M U D A
PERANCANG

MAD YA
PERAL

UTfi
GANG
M A

Ill/a Ill/b Ill/c II I/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

1 UTAMA

A. Pendidikan
B Penyusunan Peraluran 

Peruodang-undangan
C. Penyusunan Ir.strumen 

Hukum
D. Pengembangan Profesi

> 80% 80 120 160 240 320 440 560 680 840

II. PENUNJANG

Kegiatan yang mendukung 
Pelaksanaan tugas Peran- 
cang Peraluran Perundang- 
undangan

< 20% 20 30 40 60 80 110 140 170 210

JUMLAH: 100% 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

*A,WlEisiTCRI NEGARA
//4'yp^NOAYA^UNAAN APARATUR NEGARA

_ n



Bahan Kuisioner

Setelah mengumpulkan SOP, melakukan wawancara yang berpedoman pada 

pedomaii wawancara dan melakukan review antara Permenpanrb yang bam terkait 

Jabatan Fungsional Perancang maka di dapat beberapa hal yang periu di jadikan bahan 

dalam penyusunan kuisioner yang dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

I. Tingkat Pengetahuan Perancang terhadap SOP

Mencari tahu apakah Perancang mengetahui bahwa Pusat Perancangan 

Undang-Undang memiliki SOP. Apabila belum mengetahui apakah alasan Perancang 

tidak mengetahui. Berdasarkan wawancara sebelumnya para narasumber 

mengatakan sebenamya selumh Perancang sudah mengetahui adanya SOP namun 

memang belum memahami secara mendalam substansinya.

Tujuan dari mencari taliu tingkat pengetahuan Perancang terhadap SOP adaiah 

untuk mengetahui apakali periu di lakukan sosialisasi kepada Perancang.

n. Pedoman Perancang dalam bekerja

Mencari tahu pedoman Perancang dalam bekerja menggunakan SOP yang sudah 

ada atau tidak. Hal ini untuk mengetahui apakah SOP sudah di manfaatkan secara 

maksimal.

sebagai Perancang Peraturanni. Manfaat SOP terhadap Jobdesc 

Perundang-undangan

Bertujuan mencari tahu apakah SOP memiliki manfaat bagi Perancang.

IV. Sumber Pengetahuan Perancangan terhadap SOP
Peril! diketahui sumber pengetahuan dari SOP.

V. Penerapan SOP didalam praktiknya

Mencari tahu apakah SOP sudah diterapkan seluruhnya. Jika SOP belum 

diterapkan periu dicari tau pula akar permasalahan mengapa SOP belum dapat



diterapkan seluruhnya. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

VI. Evaluasi terhadap SOP

Mencari tahu pula penyelesaian permasalahan SOP di Pusat PUU seperti 

sosialisasi, evaluasi secara berkala maupun revisi terhadap SOP.
Dari hasil perbandingan Permenpan yang bam dengan peraturan yang lama pun 

diketaliui ada perbedaan yang menghamskan evaluasi perlu ditinjau lagi 
kedepannya.



LAMPIRAN 

KEGIATAN 2



KUISIONER

ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG (RUU)

DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner im diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Aryani 

Sinduningrum CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan 

NA dan RUU di lingkungan Pusat PUU.

Dalam pengisian kuisioner ini, Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penelitian ini. 

Atas kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Nama

No. Telepon 

Jabatan*

IDENTITAS RESPONDEN

a. Perancang Undang-Undang Madya

b. Perancang Undang-Undang Muda

c. Perancang Undang-Undang Pertama

d. Calon Perancang Undang-Undang

Bidang Kerja* : a. Kesejahteraan Rakyat

b. Politik, Hukum, dan HAM

c. Ekonomi, Keiiangan, Industri, dan Pembangungan 

(*) Mohon lingkari huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Petunjuk Pengisian:

1. Berikanlah landa silang (X) padajawaban yang tersedia.

2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu pada setiap pernyataan untuk dijawab dengan benar dan

akurat.



diterapkan.

Tidak adaptif, sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi 
dl lapangan.

Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 

kurun waktu yang terbatas.

VI. Evaluasi terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak

1. Menurut/Bapak Ibu SOP yang ada telah dirumuskan dengan 

jelas dan rinci.
2. Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP telah jelas dan inudah

dipahami.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap SOP yang ada di Pusat PUU.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi waktu yang lersedia
pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

5. Menurut Bapak/Ibu SOP perlu ditinjau secara berkala dalam
waktu tertentu.

6. Menurut Saudara, perlu ada tim evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP yang sudah ada.

7. Menurut Saudara, perlu ada sosialisasi terhadap SOP yang 

ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.



m. Manfaat SOP terhadap Jobdesc Jawaban
Ya Tidak

1. Menurut Bapalc/Ibu adanya SOP membantu dalam 

melalcukan pekerjaan sebagai seorang perancang 

undang-undang.
IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak
1. Bapal</Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU karena Bapak/Ibu sebagai tim Penyusun SOP.
2. Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU karena Bapak/Ibu berdasarkan informasi dari
Tim Penyusun.

Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU berdasarkan sosialisasi yang pemah di 
lakukan oleh rekan kerja.

4. Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU berdasarkan sumber lain, yaitu

V. Penerapan SOP di dalam praktiknya Jawaban

Ya Tidak
1. Menurut BapalUIbu apakah selama ini SOP teiah diterapkan

dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan praktik yang 

dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU.
2. Jika iawaban pertanyaan no 1 adalah Tidak. menurut

Bapak/Ibu, hal apakah yang menjadi penyebabnya:
Jawaban

Ya Tidak

Belum diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapat



: diterapkan.

TIdak adapiif. sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi
di lapangan.

I Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
1 .Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan daiam

^ 1 kurun waktu vans terbatas.
I i

VI. Evaluasi terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak

1. Menurut/Bapak Ibu SOP yang ada telah dirumuskan dengan
jeias dan rinci.

2. Menurut Bapak'lbu uraian daiam SOP telah jeias dan mudah
dipahami.

1 3. ; Menurui Bapak'lbu apakah perlu dilakukan penyempumaan
terhadap SOP yang ada di Pusat PUU.

; 4. i Vlenurui Bapalc;Ibu apakah alokasi waktu yang tersedia 
! pada SOP daiam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

i 5. i Menurui Bapak/;Ibu SOP perlu ditinjau secara berkala daiam
1 j waktu tertentu.

6. Menurut Saudara. perlu ada tim evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP yang sudah ada.

7.

1

Menurut Saudara. perlu ada sosiaiisasi terhadap SOP yang
ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.



KinSIONER
AiNALISIS PENERAPAN STAPWART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 

PENTUSUiN'AN NASKAH .AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG (RUXJ)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAD AN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioney ini diberikan daiam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Aryani 
Sinduningrum CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI. Tujuan peneiitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan 

NA dan RUU di lingkungan Pusat PUU.
Daiam pengisian kuisioner ini. Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi peneiitian ini. 
.Atas keijasama Bapak/Ibu. saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN
N’ama

No. Teiepon ;
Jabatan* (<^Perancang Undang-Undang Vladya

b. Perancang Undang-Undang Muda
c. Perancang Undang-Undang Pertama
d. Calon Perancang Undang-Undang

Bidang Kerja* ^Kesejahteraan Rakyat

b. Politik, Hukum, dan HAM
c. Ekonomi, Keuangan. Industri, dan Pembangungan 

(*) Mohon lingkari huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Petunjuk Pengisian:
1. Berikaniah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.
2. Mohon kesediaan Bapakdbu pada setiap pemyataan untuk dijawab dengan benar dan 

akurat.



No. r Pernyataan Jawaban

.
Ya 1 Tidak

T TinCTkat Pengetahuan terhadap SUP

1. T Apakah Bapakyibu mengetaliui bahwa sejak tahun -Ul6 
Pusat PUU telah memiUki SOP sebagai acuan dalam 
melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU?
{*jika jawaban Ya dapat laitgsung mengisi pada bagian II.
Pedoman dalam Bekerja)________________ _
Bapak/lbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan 
penyusunan NA dan karena tidalc pemah
disosialisasikan.

\/

2~

penyusunan NA dan RUU Icarena dalam menjalankan tugas
selama ini tidak pemah mengalami masalah
Bapakdbu tidak mengeiahui adanya SOP karena ndak ada
perbedaan yang bermalcna terkait ada atau tidak adanya

5. Bapak/lbu tidak mengetahui adanya SOP keaidtdu
penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, yaitu

n. Pedoman dalam Bekerja Jawaban

Ya 1 Tidak

1.
Saudara menggunaknn SOP sebagai pedoman dalam 1

V
bekerja.

2. Saudara menggunakan kesepakatan tun sebaga, pedoman \J '
dalam bekerja.

J. Saudara menggunalcan pedoman lam dalam bekerja.
\J

{'fcJika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengetahui 
adanya SOP, Saudara dapat berhenti mengerjakan
kuisioner sampai bagian ini)



•>?

TTT. Manfaat SOP terhadap Jobdesc Jawaban

Ya Tidak
!. 1 Menurut Bapalc/'Ibu adanya SOP membantu dalam

melalculcan pekerjaan sebagai seorang perancang 
undang-undang. _____

rv. SumberPengetahuan terhadap SOP

\/

Jawaban

Ya 1 Tidak

1. 1 E
c

1

JapaWlbu mengetahui, bahwa Pusat POU memiUki bOP
ebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
vJA dan RUU karena Bapalc/Ibu sebagai tim Penyusun SOP.

[X iy'

2. 3apak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memililci
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU karena BapalUlbu berdasarkan informasi dari
Tim Penyusun.

•n Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiiiK.1 our
sebasai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU berdasarkan sosialisasi yang pemah di 
lakukan oleh rekan kerja.

4. Bapalc/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memililci our
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU berdasarkan sumber lain, yaitu

V.Pe nerapan SOP di dalam praktiknya Jawaban

Ya Tidak

1. Menurut Bapak/Ibu apakah selama ini SOP telah diterapkan
dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan pralctik yang 
dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU.

i/" j
9 1 Jika jawaban pertanyaan no 1 adaiah Tidak, menurut Jawaban

Bapalc/Tbu, hal apakah yang menjadi penyebabnya: Ya Tidak
Beium diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapa t



i diteraokan. y________________________________________j Tidak adaptif. sehingga periu menyesuaikan dengan kondisr
1 di lapansan. y

Terdapat kondisi tertentu, sepeiti desakan dan Atuj aiau
Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam

1 kurun waktu yang terbatas.

VI. Evaluasi terhadap SOP jawaDan

----- Menunii/Bapak Ibu SOP yang ada telah dirumuskan dengan
jelas dan rinci.

I Menurut Bapalo'lbu uraian dalam SOP telah jelas dan mudah
dioahami.
Menurut Bapak^abu apakah perlu dilakukan penyempumaan 
terhacap SCP yang ada di Pusat PUU.

i Menurut Bapak'Ibu apakah alokasi waktu yang tersedia 
1 pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

Menurut Bapak/'lbu SUP periu ditinjau secara berkala dalam 
waktu tertentu.

5. Menurut Saudara. periu ada tim evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP yang sudah ada.__________

------Menurut Saudara, periu ada sosialisasi terhadap SOP yang
ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Tidak



KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STAND ART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 

PENYUSENAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-XJNDANG (RUU)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAD AN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi .\ryani 
Sinduningmm CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahiian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan 

NA dan RUU di lingkungan Pusat PU”U.
Dalam pengisian kuisioner ini, Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

cermat dan juiur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penelitian ini. 
Atas kerjasama 3apak,/Tbu, saya ucapkan terima kasih.

Nama
No. Teiepon 

Jabaian*

Bidang Kerja^

IDENTITAS RESPONDEN

: a. Perancang Undang-Undang Madya
b. Perancang Undang-Undang Muda
c. Perancang Undang-Undang Pertama 

/^^alon Perancang Undang-Undang

: a. Keseiahteraan Rakyat
b. Politik, Hukum, dan HAM

^^konomi, Keuangan, Industri, dan Pembangungan 

(*) Mohon lingkari huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Perunjuk Pengisian:
1. Berikaniah tanda silang (X) padajawaban yang tersedia.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu pada setiap pemyataan unruk dijawab dengan benar dan 

akurat.



No. Pernyataan Jawaban 1
Ya Tidak

I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

Pusat PUU teiah memiliki SOP sebagai acuan dalam 
melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU?
{■kjika jawaban Ya dapat langsung mengisi pada bagian II 
Pedoman dalam Bekerja)

\/

2. 3apak/Ibu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan
penyusunan NA dan RUU karena tidalc pemah
disosialisasikan.

-1

j. BapaWlbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan
penyusunan NA dan RUU karena dalam menjalankan tugas 

selama ini tidak pemah mengalami masalah
4 Bapak'Ibu tidak mengetahui adanya SOP katena tidak ada

perbedaan yang bennalcna terkait ada atau tidak adanya
SOP.

5. Bapak/Ibu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan
penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, yaitu

n. Pt,doman dalam Bekerja Jawaban

Ya Tidak
1. Saudara menggunakan SOP sebagai pedoman dalam

bekerja.
Si

2. Saudara menggunakan kesepakatan dm sebagai pedoman
dalam bekerja.

J
3. Saudara menggunakan pedoman lain dalam bekerja.

{*Jika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengetahu 
adanya SOP, Saudara dapat berlienti mengerjakan 
kuisioner sampai bagian ini)

■



■I

TTT, Manfaat SOP terhadap Jobdesc
Ya 1 Tidak

lt 1 Menurut Bapal</lbu adanya SOP tnembanlu dalam" 
melakukan pekerjaan sebagai seorang perancang 
undang-undang.

IV. SumberPengetahuan terhadap SOP

Ya

1.

3.

Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU karena Bapal</Ibu sebagai tim Penyusun SOP. 
Bapaic'Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU karena Bapak/Ibu berdasarkan informasi dari
Tim Penyusun. ______________________Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU berdasarkan sosialisasi yang pemah di

Tidak

V

V

4. 1
BapakTbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 1
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 
NA dan RUU berdasarkan sumber lain, yaitu

V. Pei

T

lerapan SOP di dalam praktiknya

Menurut Bapak/Ibu apakah selama ini SOP telah diterapkan^ 
1 dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan praktik yang 

dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU.

Jawanan

Ya Tidak

2.
Jika jawaban pertanyaan no 1 adalah Tid^ rncnuiUL
Bapak/Ibu, hal apakah yang menjadi penyebabnya:

Jawadan

Ya Tidak
1 Belum diterapkan seluruhnya karena sebagian udak dapat



D.

6.

1 diterapkan. |
\ Tidak adaptif. sehingga periu menyesuaiKan dengan kondisi
1 di lapangan.

' t Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD aLau
1 Anasota Dewan untuk menyelesaikan pekeijaan daiam

1 kurun waktu yang terbatas.
X

VI. Evaiuasi terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak

1. Menunjt/T3apak Ibu SOP yang ada telah dirumusKan aengan
Idas dan rinci. — -

2. Menurut Bapak'lbu uraian daiam SUlr' telah jelas dan mudaii
dipahami. 1 — -

3. : Menurut Bapak'Tbu apakah periu dilakukan penyempumaan
: terhadao SOP yang ada di Pusat PUL).

—

I 4. j Menurut Bapak'Tou apakah alokasi waktu yang tersedia
1 pada SOP daiam menyelesaikan satu tugas telah memadai. —

waktu tertentu.
Menurut Saudara. periu ada tim evaiuasi terhadap 
peiaksanaan SOP yang sudah ada.

7. I N'lenumt Saudara. periu ada sosialisasi terhadap SOP yang 
i ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.



KUISIONER

ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 

PENYL'SUNAiN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG (RUXJ)

DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAD AN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Aryani 

Sinduningmm CPNS dl Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan 

NA dan RUU di iingkungan Pusat PUU.

Dalam pengisian kuisioner ini. Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

ceimat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penelitian ini. 

.Atas keijasama Bapak/Ibu. saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

No. Teiepon :

Jabaran* (a) Perancang Undang-Undang Madya

b. Perancang Undang-Undang Muda

c. Perancang Undang-Undang Pertama

d. Caion Perancang Undang-Undang
Bidang Kerja* (^Kesejahteraan Rakj'at

b. Poiitik. Hukum. dan EiAM

c. Ekonomi. Keuangan, Industri, dan Pembangungan 

(*) Viohon lingkari hunif sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Perunjuk Pengisian:

1. Berikanlah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.

2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu pada setiap pemyataan untuk dijawab dengan benar dan 

akurat.

v/



No. Pernyataan Jawal

Ya

)an

Tidak

I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sejalc tahun 2016 

Pusat PUU telah memiliki SOP sebagai acuan dalam

melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU?
{*jika jawaban Ya dapat langsung mengisi pada bagian II.

Pedoman dalam Bekerja)
/ IX

2. Bapak/Ibu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan 

penyusunan NA dan RUU karena tidalc pemah

disosialisasikan.
U

3. Bapaklbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan 

penyusunan NA dan RUU karena dalam menjalankan tugas

selama ini tidak pemah mengalami masalah

4 BapalUIbu tidak mengetahui adanya SOB karena tidak ada 

perbedaan yang bermalcna terkait ada atau tidak adanya
SOP.

-

5. Bapalc/Ibu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan
penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, yaitu X

n. Pedoman dalam Bekerja Jawaban

Ya Tidak

1. Saudara menggunal<an SOP sebagai pedoman dalam
bekerja. X

2. Saudara menggunakan kesepalcatan cim sebagai pedoman
dalam bekeija. (X

n Saudara menggunakan pedoman lain dalam bekerja.

{^Jika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengetahui

adanya SOP, Saudara dapat berhenti mengerjakan
kuisioner sampai bagian inf)

\



TTT, Manfaat SOP terhadap Jobdesc Jawaban

Ya Tidak

1. i Menurut Bapak/Ibu adanya SOP membantu dalam 

melakukan pekerjaan sebagai seorang perancang 

undana-undana.

V

IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak

Bapak^'Tou mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU karena Bapak/Ibu sebagai tim Penyusun SOP.

I Bapak/'Ibu mengetahui. bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

I sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

I NA dan RUU karena Bapak/Ibu berdasarkan informasi dari 
j Tim Penyusun.

Bapaklbu mengetahui. bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RUU berdasarkan sosialisasi yang pemah di 

lakukan oleh rekan kerja.

Bapak/Ibu mengetahui. bahwa Pusat PUU memiliki SOP 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan 

NA dan RU*U berdasarkan sumber lain, vaim

V. Penerapan SOP di dalam praktiknya Jawaban

Ya Tidak

1. Vlenurut Bapak'lbu anakah selama ini SOP teiah diterapkan 

denaan konsisten seluruhnya sesuai dengan praktik yang 

dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU.

Jika jawaban pertanyaan no 1 adaiah Tidak. menurut 

Bapak/’lbu. hal apakah yang menjadi penyebabnya:

Jawaban

Ya Tidak

Beium diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapat



diterapkan.

Tidak adaptif, sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi

di lapangan.
Terdapat kondisi tertenlu, sepeiti desakan dari AI<D atau 

.\nggota Dewan untuk menyeiesaikan pekerjaan dalam 

kurun waktu yang terbatas.

\J

VI. Evaluasi terhadap SOP Jawaban

Ya Tidak

1. VIenurut/Eapak Ibu SOP yang ada telali dirumuskan dengan

jelas dan rinci.
\/

2. Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP telah jelas dan mudali

dipahami.
“I
J. Menurut Bapalc'Ibu apakah perlu diiakukan penyempurnaan

terhadap SOP yang ada di Pusat PUU.
s/

4. Menurut Bapalvlbu apakah alokasi waktu yang tersedia 

pada SOP dalam menyeiesaikan satu tugas telah memadai.
vy

5. Menurut Bapalcdbu SOP perlu ditinjau secara berkala dalam

waktu tertentu.
\I

______
6. Menurut Saudara, perlu ada tim evaluasi terhadap

pelaksanaan SOP yang sudah ada.
1

y
7. Vlenurut Saudara. perlu ada sosialisasi terhadap SOP yang

ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.
\J



LAMPIRAN 

KEGIATAN 3



LAPORAN HASIL KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG (RUU)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Setelah di lakukan penyebaran kuisioner di lingkungan keija Pusat Perancangan 

Undang-Undang terhadap 34 orang responden yang bersedia dan tidak 

berhalangan {berhalangan seperti: cuti panjang, diklat suncang, dan pindah ke 

bagian lain) pada saat pengumpulan kuisioner ini berlangsung di Pusat 
Perancangan Undang-Undang, maka berikut adalah hasil dari kuisioner tersebut. 
Terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyebaran kuisioner ini, 
dan semoga hasil dari kuisoner ini dapat memberikan manfaat bagi Pusat 
Perancangan Undang-Undang.

Data Hasil Kuisioner

No. Aspek Bidang Jumlah Jabatan
Responden

Jumlah

1. Tingkat Pengctahuan SOP
1. Mengetahui SOP Eku 11 Madva 13

Poihuk 10 Muda 7
Kesra 11 Calon Perancang 12
Total 31 Total 31

2. Ragu-ragu mengetahui 
SOP

Eku Madya 2
Poihuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2

3. Tidak tahu karena 
belum pemah
disosiaiisasikan

Eku Madya 2
Poihuk Muda

Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2

4. Tidak pernah 
mengalami masalah

Eku Madva 1
Poihuk Muda



Kesra Calon Perancang
Total Total 1

5. Tidak ada perbedaan 
dan makna berarti

Eku Madya 1
Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total 1 Total 1

6. Tidak tabu alasan Iain Eku Madya I
Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total 1 Total 1

11. Pedoman dalam bekcrja
1. Menggunakan SOP 

sebagai pedoman kerja
Eku 11 Madya 12

Polhuk 6 Muda 4
Kesra 10 Calon Perancang 11
Total 26 Total 26

2. Menggunakan 
kesepakatan tim

Eku 11 Madya 14

Polhuk 9 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang 11
Total 29 Total 29

3. Pedoman lain Eku 4 Madya 4
Polhuk 7 Muda 4
Kesra 2 Calon Perancang 5
Total 13 Total 13

111. Manfaat SOP
1. SOP bermanfaat Eku 10 Madya 14

Polhuk 10 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang 11
Total 32 Total 32

2. Tidak beramanfaat Eku 1 Madya

Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang 1
Total 1 Total 1

3. Ragu-ragu Eku Madya 1
Polhuk Muda
Kesra 1 Calon Perancang
Total 1 Total 1

IV. Sumber Pengctahuan terhaap SOP



1. Tahu karena tim 
penyusun

Eku 6 Madya 4

Polhuk 3 Muda 4
Kesra 3 Calon Perancang 4
Total 12 Total 12

Ragu-ragu Eku Madya 1
Polhuk Muda
Kesra 1 Calon Perancang
Total 1 Total 1

2. Informasi dari tim 
penyusun

Eku 8 Madya 11

Polhuk 5 Muda 3
Kesra 9 Calon Perancang 8
Total 22 Total 22

3. Berdasar sosialisasl Eku 5 Madya 11
Polhuk 7 Muda 3
Kesra 8 Calon Perancang 6
Total 19 Total 19

4. Berdasarkan sumber 
lain

Eku 2 Madya 3

Polhuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang 1
Total 4 Total 4

V. Pencrapan SOPdi dalain praktik
1. Diterapkan dengan 

konsisten selumhnya
Eku Madya

Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total 0 Total 0

2. Tidak diterapkan 
dengan konsisten

Eku II Madya 15

Polhuk 10 Muda 7
Kesra 13 Calon Perancang 12
Total 34 Total 34

3. Jika tidak diterapkan 
dengan konsisten 
alasannya karena 
sebagian tidak dapat 
diterapkan

Eku 5 Madya 8

Polliuk 3 Muda 2
Kesra 8 Calon Perancang 6
Total 16 Total 16



Tidak adaptif Eku 6 Madya 9
Polhuk 4 Muda 2
Kesra 9 Calon Perancang 8
Total 19 Total 19

VI. Evaluasi terhadap SOP
1. SOP telah jelas dan rinci Eku B Madya 8

Polhuk 4 Muda 4
Kesra 5 Calon Perancang 5
Total 17 Total 17

2. SOP leiah jelas dan 
mudah dipahami

Eku 9 Madya 9

Polhuk 7 Muda 5
Kesra 7 Calon Perancang 9
Total 23 Total 23

3. SOP perlu 
disempumakan

Eku 10 Madya 12

Polhuk 9 Muda 5
Kesra 8 Calon Perancang 10
Total 27 Total 27

4. Alokasi waktu di SOP 
belum memadai

Eku 7 Madya 5

Polhuk 3 Muda 3
Kesra 4 Calon Perancang 6
Total 14 Total 14

5. Perlu ditinjau secara 
berkala

Eku 11 Madya 13

Polhuk 10 Muda 7
Kesra 11 Calon Perancang 12
Total 32 Total 32

6. Perlu ada di lim 
evaluasi

Eku 11 Madya 11

Polhuk 9 Muda 6
Kesra 8 Calon Perancang 6
Total 28 Total 28

7. Perlu ada sosialisasi Eku 11 Madya 14
Polhuk 9 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang 11
Total 32 Total 32



Berdasarkan data hasil kuisioner diketahui bahwa:

I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

l.Sebanyak 94% mengetahui bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang telah 

memiliki SOP, sedangkan 6% lainnya belum mengetahui.

2. Dari 6% Perancang tersebut memilih alasan bahwa faktor yang menyebabkan 

mereka belum mengetahui adanya SOP.

II. Pedoman Dalam Bekeija

Pada bagian ini, responden di persilahkan untuk memilih lebih dari 1 (satu) 

pedoman dalam bekerja.

l.Sebanyak 79% dari responden menggunakan SOP sebagai pedoman dalam 

bekerja, sedangkan 21% lainnya tidak memilih menggunakan SOP sebagai 
pedoman dalam bekerja.

2. Sebanyak 94% dari responden menggunakan kesepakatan tim sebagai 

pedoman dalam bekerja dan 6% lainnya tidak memilih kesepakatan tim sebagai 
pedoman dalam bekeija.

3. Sebanyak 38% dari seluruh responden menggunakan pedoman lain dalam 

bekeija.

III. Manfaat SOP terhadap Jobdesc

Sebanyak 94% Perancang berpendapat bahwa SOP bermanfaat karena membantu 

dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang perancang undang-undang, 3% 

lainnya berpendapat bahwa SOP tidak bermanfaat serta 3% lainnya ragu-ragu 

apakah SOP bermanfaat atau tidak.

IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP

Pada bagian ini, Responden diperkenankan memilih lebih dari 1 (satu) sumber 

pengetahuan terhadap SOP. Berdasarkan beberapa sumber pengetahuan di 
ketahui bahwa :

1. Sebanyak 65% dari total responden mengetahui SOP bersumber dari informasi 
oleh tim Penyusun.

2. Sebanyak 59% dari total responden mengetahui SOP bersumber dari sosialisasi



oleh rekan keija.

3. Sebanyak 35% dari total responden mengetahui SOP bersumber karena 

responden merupakan tim penyusun SOP.

4. Sebanyak 12 % dari total responden mengetahui SOP bersumber dari sumber 

lainnya.

V. Penerapan SOP di dalam Praktiknya
1. Sebanyak seluruh responden (100%) menyatakan bahwa penerapan SOP di 

lingkungan Pusat PUU belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.

2. Pada bagian ini Responden dipersilahkan untuk memilih lebih dari 1 (satu) alasan 

tidak dapat diterapkan SOP di Pusat PUU.

a. Sebanyak 100% dari total Responden memilih alasan SOP tidak dapat 

diterapkan karena terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau 

Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekeijaan dalam kurun waktu yang 

terbatas.

b. Sebanyak 56% dari total Responden memilih alasan SOP tidak dapat diterapkan 

karena tidak adaptif sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c. Sebanyak 47% dari total Responden memilih alasan SOP tidak dapat diterapkan 

karena sebagian tidak dapat diterapkan.

VI. Eh^aluasi Terhadap SOP 

Terkait evaluasi terhadap SOP :

1. Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa SOP perlu ditinjau secara 

berkala.

2. Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa perlu ada sosialisasi SOP di 
Pusat PUU.

3. Sebanyak 82% dari total responden memilih bahwa perlu ada tim evaluasi 
terhadap pelaksanaan SOP.

4. Sebanyak 79% dari total responden memilih bahwa perlu dilakukan 

penyempuranaan terhadap SOP.

5. Sebanyak 68% dari total Responden memilih bahwa uraian dalam SOP telah 

jelas dan mudah dipahami.

6. Sebanyak 50% dari total Responden memilih bahwa SOP telah dirumuskan



dengan jelas dan rind.
7. Sebanyak 41% dari total Responden memilih bahwa alokasi waktu yang tersedia 

pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

Kesimpulan
Terkait tingkat pengetahuan SOP diketahui bahwa sebagian besar Perancang 

temyata memang sudah mengetahui bahwa Pusat PUU memiliki SOP walaupun ada 

juga beberapa Perancang yang masih belum tau maupun ragu-ragu. Menjadi 
perhatian disini bahwa walaupun sebagian besar Perancang sudah tahu tentang SOP, 
tetapi seluruh responden berpendapat bahwa penerapan SOP di lingkungan Pusat 
PUU belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ini merupakan temuan penting 

bahwa kondisi yang ada SOP diketahui tapi tidak semua di jalankan dengan 

konsisten. Hal ini membuktikan bahwa memang benar rumusan isu yang Penulis 

angkat pada habituasi ini benar teijadi.
Belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten salah satu analisis yang 

Penulis bisa dapat dari hasil kuisioner disebabkan karena belum mendalamnya 

pemahaman Perancang terhadap SOP. Nyatanya sekitar 94% dari total responden 

masih membutuhkan sosialisasi terhadap SOP yang ada. Solusi dari permasalahan 

ini adalah dengan menyelenggarakan forum sosialisasi substansi SOP. Solusi ini 
masuk dalam ranah wewenang dari Kapus PUU untuk memberikan instruksi kepada 

Perancang senior maupun tim penyusun SOP untuk melakukan sosialisasi sehingga 

hal ini akan Penulis masukkan ke dalam rekomendasi sebagai output hasil akhir dari 
habituasi ini.

Penyebab lainnya, berdasarkan hasil kuisioner penyebab yang paling banyak 

dipilih terkait belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten adalah karena 

SOP tidak dapat diterapkan seluruhnya karena terdapat kondisi tertentu seperti 
desakan dari AKD untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 
Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan peninjauan SOP secara 

berkala dan perlu ada tim evaluasi terhadap pelaksanaan SOP. Hal ini juga akan 

Penulis masukkan sebagai rekomendasi kepada Kapus PUU.

*********
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HASIL KUISIONER

ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN NASKAH AlCADEMIK (NA)

DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

DI LFNGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Setelah di lakukan penyebaran kuisioner di lingkungan kerja Pusat Perancangan Undang-Undang terhadap 34 orang responden yang 

bersedia dan tidak berhalangan (berhalangan seperti: cuii panjang, diklat suncang, dan pindah ke bagian lain) pada saat pengumpuian 

kuisioner ini berlangsung di Pusat Perancangan Undang-Undang, maka berikut adalah basil dari kuisioner tersebut. Terima kasih 

kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyebaran kuisioner ini, dan semoga basil dari kuisoner ini dapat memberikan manfaat bagi 

Pusat Perancangan Undang-Undang.

I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

1. Sebanyak 94% mengetahui bahwa Pusat Perancangan 
Undang-Undang telah memiliki SOP, sedangkan 6% lainnya belum 
mengetahui.

a%-------------- ,

□Tahu
STidakTatiu

2. Dari 6% Perancang tersebut memilih alasan bahwa faktor yang 
menyebabkan mereka belum mengetahui adanya SOP di 
karenakan:

□Tldak Peman d SostailsasiRan

■Dalam menjalankan lugas selama ini lida 
K peman mengalami masaiah

□Tidak ada perteaaan yang tjermakna (ark 
ail ada atau lidak adanya SOP.

■Alasan Lain

II. Pedoman Dalam Bekerja
Pada bagian ini, responden di persilahkan untuk memilih

lebih dari 1 (satu) pedoman dalam bekeija.

1. Sebanyak 79% dari responden menggunakan SOP 
sebagai pedoman dalam bekerja, sedangkan 21% 
lainnya tidak memilih menggunakan SOP sebagai 
pedoman dalam bekerja.

■ Menggunakan SOP 
□ idak Menggunakan SOP

2. Sebanyak 94% dari responden menggunakan 
kesepakatan tim sebagai pedoman dalam bekeija dan 
6% lainnya tidak memilih kesepakatan tim sebagai 
pedoman dalam bekerja.

■Menggunakan Kasepa 
Kaian Tim

I □ Tidak Menggunakan K 
I esecaxaian Tim

94%



3. Sebatiyak 38% dari seluruh responden menggunakan pedoman 
Iain dalam bekerja.

□Manggunakan P Mom an 
Lain

ITidaK Menggunakan Pa 
domar Lain

[II.Manfaat SOP terhadap Jobdesc

Sebanyak 94% Perancang berpendapat bahwa SOP bermanfaat 
karena membantu dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang 
perancang undang-undang, 3% lainnya berpendapat bahwa SOP 
tidak bermanfaat serta 3% lainnya ragu-ragu apakah SOP 
bermanfaat atau tidak.

□ Bermanraal 
■Tidak Bermanfaat
□ Ragu-Ragu

94%

rv. Sumber Pengetahuan terhadap SOP

Pada bagian ini, Responden diperkenankan memilih lebih dari I 
(satu) sumber pengetahuan terhadap SOP. Berdasarkan beberapa 
sumber pengetahuan di ketahui bahwa :

Sebanyak 65% dari total responden mengetahui SOP bersumber 
dari informasi oleh tim Penyusun.

35%—

□ Informasi Tim Panyusu

BuKan Mefalui Informs 
SI Tim Penyusun

2. Sebanyak 59% dari total responden mengetahui SOP 
bersumber dari sosialisasi oleh rekan kerja.

41% —

■ Serdasarkan Sosialisi 
si Rekan Ker]a 

□ Bukan Berdasarkan S 
sialisasi Rekan Kerja

—59%

3. Sebanyak 35% dari total responden mengetahui SOP 
bersumber karena responden merupakan tim penyusun 
SOP.

62%

■Tartu Karena Tim Peny 
sun

QBukan karena Tim Pen 
usun

□Ragu-Ragu

4. Sebanyak 12 % dari total responden mengetahui SOP 
bersumber dari sumber lainnya.

88%

•12%

□ Berdasarkan Sumber Lain 
■ Tidak Menjawab Bagian ini



V. Penerapan SOPdl dalam Praktiknya

1. Sebanyak seluruh responden (100%) menyatakan bahwa 
penerapan SOP di lingkungan Pusat PUU belum sepenuhnya 
diterapkan secara konsisten.

□Stxfah dltsrapkan

■Belum diterapkan

100%

2. Pada bagian ini Responden dipersilahkan untuk memilih 
lebih dari I (satu) alasan tidak dapat diterapkan SOP di Pusat 
PUU.

a. Sebanyak 100% dari total Responden memilih alasan SOP 
tidak dapat diterapkan karena terdapat kondisi tertentu, 
seperti desakan dari AKD atau Anggota Dewan untuk 
menyelesaikan pekeijaan dalam kurun wakni yang 
terbatas.

□Terdapat kondisi tedentu 
□Tidak memilifi bagian Ini

100%

b. Sebanyak 56% dari total Responden memilih alasan SOP 
tidak dapat diterapkan karena tidak adaptif sehingga perlu 
menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

44
□Tidak Adaptif

■Tidak memilih bagian 
Ini

•56%

c. Sebanyak 47% dari total Responden memilih alasan 
SOP tidak dapat diterapkan karena sebagian tidak 
dapat diterapkan.

-47%

■SebaQian iidak dapat dh 
arapttan

□Tidak memilih baa»an tni

VI. Evaluasi Terhadap SOP

Terkait evaluasi terhadap SOP ;

1. Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa 
SOP perlu ditinjau secara berkala.

2. Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa 
perlu ada sosialisasi SOP di Pusat PUU.

3. Sebanyak 82% dari total responden memilih bahwa 
perlu ada tim evaluasi terhadap peiaksanaan SOP.

4. Sebanyak 79% dari total responden memilih bahwa 
perlu dilakukan penyempuranaan terhadap SOP,

5. Sebanyak 68% dari total Responden memilih bahwa 
uraian dalam SOP telah jelas dan mudah dipahami.

6. Sebanyak 50% dari total Responden memilih bahwa 
SOP telah dirumuskan dengan jelas dan rinci.

7. Sebanyak 41% dari total Responden memilih bahwa 
aiokasi waktu yang tersedia pada SOP dalam 
menyelesaikan satu tugas teiah memadai.

iii *««*«*« «



Form Sosialisasi Hasil Kuisioner Aiuilisis Penerapan Standart Operational Proc^dura Penvusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan U"da"g-U"^RlJ1U) ' di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kealilian DPR RI

Tanda TanganBidangJabatanNama
Woro Wulaningrum, S.H., M.H KesraPerancans PUU Madya

KesraPerancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya

ArristaTrimaya, S.H. M.H. 

Atisa Praharini, S.H., M.H. 

Aan Andrianih, S.H., M.H. 

Nita Ariyulinda, S.H., M.H. 

Chairul Umam, S.H., M.H. 

Ricko Wahyudi, S.H., M.H. 

Teguh Nirmala, S.H., M.H

Yeni Handayani, S.H., M.H.

Kesra

Kesra

Kesra

Kesra

Kesra

Polhukam

PolhukamPerancang PUU Madya

PolhukamPerancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya 

Perancang PUU Madya

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

Akhmad Aulawi, S.H., M.H. 

Arif Usman, S.H., M.H. 

Kliopiatuziadah, S.Ag., LLM 

Zaqiu Rahman, S.H., M.H

Ekuinbang •

Ekumbang

Ekuinbang

Ekuinbang

Perancang PUU Madya KesraBagus Prasetyo, S.H., M.H

Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H 
M.H.

Perancang PUU Muda Kesra



Kuntari, S.H., M.H.

Raden Priharta Budiprasetya 
EkalayaP. Y., S.H., M.Kn

Perancang PUU Muda

Perancang PUU Muda

Perancang PUU MudaYudarana Sukarno Putra, S.H., 
LLM.
Titi Asmara Dewi., S.H., M.H Perancang PUU Muda

a'. Perancang PUU MuaiT

11. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn. 

l%~ >JovaManda Sari, S.H., M.H.

2;^. Febri Liany., S.H., M.hT

Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H. 

Yanuar Putra Erwin, S.H.

Agus Priyono, S.H.

Apriyani Dewi Azis, S.H

Christina Devi Natalia, S.H

S;>'

Maria Priscyla Stephfanie 
Florencia Winoto, S.H.

K. Zulfan Andriansyah, S.H. 

M. Nurfaik, S.H.I. 

Muhammad Yusuf, S.H. 

Olsen Peranto, S.H.

Calon Perancang UU

Calon Perancang UU

Calon Perancang UU

Calon Perancang UU

Calon Perancang UU 

Calon Perancang UU

Polhukam

Polhukam

Calon Perancang UU Polhukam

Calon Perancang UU Ekuinbanj

O-'-

EkuinbangCalon Perancang UU

EkuinbangCalon Perancang UU

EkuinbangCalon Perancang UU
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REKOMENDASI

PELAKSANAAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE / 

PEDOMAN KERJA DI LINGKUP PUSAT PERANCANGAN

UNDANG-UNDANG

Berdasarkan basil habituasi yang telah dilakukan dengan masalah 

yang diangkat yaitu aPerancang belum semua menjalankan SOP dalam 

proses penyiisunan naskah akademik dan rancangan undang-undang”, 
maka salah satu output dari kegiatan habituasi ini adalah berbentuk 

rekomendasi kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus 

PUU) yaitu :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan rumusan SOP dengan 

cara membentuk tim evaluasi SOP

Berdasarkan basil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang 

di Pusat PUU sebagai rcsponden, diketahui bahwa responden memilih 

bahwa perlu di lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 

SOP di Pusat PUU.

2. Memberikan arahan untuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk 

buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.

Berdasarkan diskusi dengan Koordinator Bidang di Pusat PUU, 
diperoleh saran bahwa SOP perlu di dokumentasikan dalam bentuk 

buku agar mudah dipaliami oleh para Perancang di Pusat PUU.

3. Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada 

Perancang.

Berdasarkan basil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang 

di Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa walaupun



responden sudah mengetahui tentang SOP di Pusat PUU, responden 

masih memerlukan sosialisasi lebih dalam lagi dalam memahami SOP.

Pada dasarnya tindak lanjut terhadap rekomendasi ini diserahkan 

kembali kepada wewenang Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.
Demikian rekomendasi ini disampaikan semoga bermanfaat dan dapat 

menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan di Pusat 

Perancangan Undang-Undang.



List SOP yang suclah dl Upload

i
i

No. Website PUU SOP Semua

55 Pendampingan Perumusati/Penyiisiinan
Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang diAlatKelengkapan DPR RI

Pendampingan Perumusan/Penyusiman
Naskah Akademilc dan Rancangan 
Undang-undang diAIat Kelengkapan DPR 
RI

6

73 Pendampingan dalam Pembahasan Rancangan 
Undang-Undang dengan Pemerintah di Abi 
Kelengkapan DPRRI

Pendampingan dalam Pembahasan
Rancangan Undang-Undang dengan
Pemerintah di Alat Kelengkapan DPR RI

7

54 Pendampiingan dalam harmonisasi,
pembulatan dan pemantapan konsepsi 
rancangan undang-undang usul inisiatif DPR 
RJ di Badan Legislasi

Pendampingan dalam Harmonisasi,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
Rancangan undang-undang usul inisiatif dpr 
ri di badan legislasi

5

56 Penyusiisnan Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang

Penyusunan naskah akademik dan 
rancangan undang-undang

2

71 Pembenriikan Tim Penyusiinan Nasl;ah 
Akademik dan Rancangan Undang-Undang 
Atas Permimaan Alat Kelengkapan Dewan 
Pervvakiian Rakyat Republik Indonesia

Pembentukan Tim Penyusunan Naskah 
Akademik dan Rancangan Undang-undang 
atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan 
Penvakilan Rakyat Republik Indonesia

1

Pengumpulan Data Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang

3

Uji Konsep Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang

4

Disivusi Pakar/Narasumber dalam
Penyusunan Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-undang

8

Permohonan Penggunaan Anggaran
Pengumpulan Data atau Uji Konsep

9

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 
Pengumpulan Data/ Uji Konsep

10

Permohonan Penggunaan Anggaran
Honorarium Pakar/Narasumber

11

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 
Honorarium Pakar/Narasumber

12

Pendolcumentasian Hasil Kerja 13


